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149 EODB : Ease Of Doing Business

150 EOR : Enhanced Oil Recovery
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: International Bank for Reconstruction and Development
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: Indonesian Crude Oil Price

: Information and Communication Technology
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: International Development Association

: Islamic Development Bank
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: Indonesian Deepwater Development

: Infrastructure Enhancement Grant

: International Fund for Agricultural Development

: International Finance Corporation
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: Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
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: [jarah Fixed Rate

: Indeks Kemahalan Konstruksi

: Indeks Kepercayaan Konsumen

: Industri Kecil Menengah

: Ibu Kota Negara

: International Monetary Fund

: Infrastructure, Maintenance, and Operation

: International Maritime Organization 2020

: Indonesia Investment Authority

: Imbalan Pengelolaan Aset

: Investment Project Financing

: Imbalan Pengelolaan Kinerja

: Instalasi Pengendalian Limbah

: Indeks Pembangunan Manusia

: Independent Power Producer

: Pengetahuan dan Teknologi

: International Rubber Consortium Company Limited
: Internal Rate of Return

: Indeks Teknis

: Informasi Teknologi

: Indeks Harga yang Diterima

: Indonesia Tourism Development Corporation
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: Izin Usaha Pertambangan

: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman
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: Illegal, Unreported, and Unregulated

: Jakarta Bogor Depok Bekasi

: Jasa Lingkungan

: Japan Bank for International Cooperation
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: Japan International Cooperation Agency

: Jaminan Kecelakaan Kerja
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: Jaminan Kesehatan Nasional
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: Jambaran Tiung Biru

: Petunjuk Teknis

: Jaminan Pensiun

: Jaring Pengaman Sosial

: Japanese Yen

: Kereta Api

: Kapal Angkatan Laut

: Kementerian Negara/Lembaga
: Keluarga Berencana

: Kawasan Berikat

: Kebutuhan Dasar Kesehatan

: Kawasan Ekonomi Khusus

: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanaha
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: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
: Kementerian Pertahanan

: Kementerian Perhubungan

: Kementerian Kesehatan

: Kementerian Keuangan

: Kementerian Komunikasi dan Informatika
: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
: Kreditanstalt fiir Wiederaufbau

: Kilogram

: Kekayaan Intelektual

: Komunikasi, Informasi dan Edukasi

: Kekayaan Intelektual Komunal

: Kredit Investasi Pemerintah

: Kartu Indonesia Pintar Kuliah

: Kartu Indonesia Sehat

: Kawasan Industri Terpadu

: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

: Kontrak Karya

: Kemampuan Keuangan Daerah

: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
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: Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

: Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
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: Land Revolving Fund

: Light Rail Transit

: Low Sulfur Fuel Oil

: Million Barrels of Oil Equivalents Per Day

: Million Barrels of Oil Per Day
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: Member Country Partnership Strategy

: Millenium Development Goals
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: Mitigation Fiscal Freamework
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Indonesia
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: Measuring, Reporting, and Verification
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: Medium Term Budget Framework
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: Registrasi dan Identifikasi
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SEKILAS REALISASI
SEMESTER | APBN

2023

Di tengah ketidakpastian global, persepsi terhadap kinerja
perekonomian Indonesia tetap membaik. Terkendalinya inflasi
domestik mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan

kepercayaan para investor serta pelaku usaha. Dari sisi fiskal, kinerja

APBN semester | tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang
positif ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan negara dan

akselerasi belanja negara serta target konsolidasi fiskal yang terjaga

dengan baik.
sl
oL

Tantangan global pasca pandemi
berasal dari sektor keuangan,
kenaikan utang, perang Rusia-Ukraina,
fragmentasi geoekonomi, tingkat
inflasi yang masih tinggi meskipun
menurun, serta tingkat suku bunga
tinggi yang berlangsung lebih lama
(higher for longer).

I

Pertumbuhan ekonomi di banyak
negara menunjukkan pelemahan
dibandingkan level pra pandemi.
Faktor pengetatan kebijakan
moneter yang agresif khususnya di
Amerika Serikat dan Eropa telah
memukul aktivitas ekonomi dunia.

&

Aktivitas ekonomi domestik masih
kuat dan merata di seluruh wilayah.
Sementara pertumbuhan ekonomi
lebih berkualitas sehingga mampu
menurunkan pengangguran dan
kemiskinan. Indonesia pun kembali
masuk upper middle-income country
(UMIC).

Asumsi Dasar Ekonomi Makro
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1) Realisasi Triwulan | 2023: 5,03% (yoy)
2) Realisasi s.d April (eop April lifting Minyak: 5805 rbph, lifting gas: 957,9 rbsmph)

Pendapatan Negara
Pendapatan negara semester | tahun 2023 tumbuh positif sebesar 5,4% yoy atau mencapai Rp1.407,9T
(57,2% dari target APBN tahun 2023) yang dipengaruhi oleh:
® Penerimaan Pajak
1) Peningkatan kinerja keuangan badan usaha.
2) Aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga.
3) Harga komoditas yang termoderasi.
. 4) Dampak implementasi Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
® Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
1) Produksi Hasil Tembakau turun terutama Sigaret Kretek Mesin Gol 1 dan Sigaret Putih Mesin Gol 1.
2) Penguatan kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
3) Harga CPO yang lebih rendah, turunnya volume ekspor tembaga dan bauksit serta menurunnya
tarif BK produk mineral dampak hilirisasi SDA.
® Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1) Penurunan ICP serta lifting minyak dan gas bumi.
2) Tarif luran produksi/ Royalti dan harga batubara yang masih terjaga s.d. semester | tahun 2023,
3) Setoran dividen BUMN terutama dari sektor Perbankan.

L]
Belanja Negara
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.255,7T (41,0% APBN 2023) atau tumbuh 0,9%.

o) @ Belanja Pemerintah Pusat s.d. semester | tahun 2023 meningkat dibandingkan periode yang sama
'q tahun sebelumnya, dipengaruhi antara lain oleh :

19ps - Belanja K/L dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN serta

percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.
- Belanja Non-K/L realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program kartu prakerja, serta
subsidi pupuk.
® Transfer ke Daerah Rp364,1 T (44,7% target APBN). Syarat salur DAU makin fokus untuk peningkatan

pelayanan publik di daerah. Penyaluran DBH meningkat tajam, tumbuh 62,5% terutama karena
peningkatan pagu DBH dalam APBN tahun 2023.

[ ]
Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan Anggaran mencapai Rp135,1T (22,6% APBN 2023) atau turun 14,8 %.

15.071 [ 605 ¢ [ 955 K

(Rp Triliun)

Realisasi
Target APBN

:1.407,9
1 2.463,0

Realisasi :1.255,7
Target APBN  :3.061,2

: ® Pembiayaan Utang turun mengantisipasi dinamika pasar keuangan yang volatile, menjaga efisiensi
;;-( ® biaya utang, serta mempertimbangkan risiko dengan tetap mengedepankan prinsip prudent dan
g fleksibel.
Realisasi :135,1

® Realisasi Pembiayaan Investasi (neto) pada semester | dimanfaatkan a.l. untuk mendukung proyek

Target APBN  :598,2 . T .
strategis dan peningkatan kualitas SDM.



SEKILAS OUTLOOK 2023

APBN

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester |
menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN
tahun 2023. Namun, Pemerintah tetap waspada
terhadap tantangan ke depan berupa ketidakpastian
global yang akan berdampak pada perekonomian
nasional sepanjang tahun 2023.

™
() I‘fullllﬂ\ h

Dengan proyeksi tingkat produksi dan Defisit anggaran tahun 2023 diperkirakan akan
konsumsi di paruh kedua tahun 2023 yang berada pada level 2,28 persen terhadap PDB
membaik, diharapkan akan memberikan atau lebih rendah dari target APBN. Pemerintah
kontribusi positif bagi pendapatan negara. juga mengoptimalkan sumber pembiayaan
Selanjutnya prognosis belanja negara yang efisien dalam memenuhi kebutuhan
dipengaruhi terutama oleh belanja guna pembiayaan defisit anggaran dan investasi
menggerakkan perekonomian dan Pemerintah.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro
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® Penerimaan Pajak diperkirakan 105,8% dari APBN (tumbuh 5,9%) didukung antaran lain oleh
perekonomian nasional yang tumbuh solid, efektivitas implementasi kebijakan dan
pengawasan kepatuhan, serta moderasi harga komoditas.

® Kepabeanan dan Cukai diperkirakan 99,0% dari APBN (terkontraksi 5,6%) dipengaruhi antara
lain oleh dampak penurunan produksi hasil tembakau, turunnya harga komoditas utama
ekspor (CPO), dan turunnya tarif bea keluar produk mineral karena progress hilirisasi.

Outlook

= 2.637,2

® Outlook PNBP 116,9% dari APBN utamanya ditopang SDA Nonmigas walaupun harga
batubara mengalami moderasi, dan pendapatan KND karena adanya tambahan setoran
dividen BUMN.

Belanja Negara

® Outlook BPP telah memperhitungkan a.l.: Kesiapan K/L dalam melanjutkan/ menyelesaikan
program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada Semester Il a.l. pembangunan

‘:’,"‘:li’°2"3’7 infrastruktur, persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos

(a.l. PKH, Kartu Sembako, PBI JKN), dan percepatan penarikan pinjaman dan hibah.

® Outlook TKD dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan
penyaluran dan memperhitungkan penerimaan negara yang dibagihasilkan.

Pembiayaan Anggaran

P ® Seiring outlook penurunan defisit APBN, pembiayaan utang terus dikelola secara prudent,

486,4 fleksibel dan antisipatif terhadap perkembangan suku bunga dan risiko global, agar tercipta
biaya yang efisien dan risiko yang terkendali.

® Kebijakan penerbitan SBN mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan anggaran,
volatilitas pasar keuangan, kondisi saldo kas, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih
(SAL).
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BAB 1
PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2023, kondisi perekonomian global masih menghadapi tantangan yang berat.
Tantangan tersebut berasal dari sektor keuangan, kenaikan utang, perang Rusia-Ukraina,
fragmentasi geoekonomi, tingkat inflasi yang masih tinggi meskipun menurun, serta tingkat
suku bunga tinggi yang berlangsung lebih lama (higher for longer). Faktor-faktor tersebut
berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi di banyak negara pada tahun 2023. Hal
ini ditunjukkan dari masih melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara di beberapa
kawasan baik Amerika Serikat, Kawasan Eropa, serta Tiongkok. Perlambatan ekonomi global
juga ditunjukkan dari aktivitas manufaktur sebagian besar negara-negara G-20 dan ASEAN-6
yang masih mengalami kontraktif.

Di tengah ketidakpastian tersebut, persepsi terhadap kinerja perekonomian Indonesia tetap
membaik. Terkendalinya inflasi domestik terutama bahan pangan mendukung daya beli
masyarakat dan kepercayaan para investor dan pelaku usaha. Dukungan sektor keuangan
masih kuat, baik di perbankan maupun pasar modal, berdampak pada berlanjutnya tren
positif pada pasar keuangan dan Surat Berharga Negara (SBN). Terjaganya indikator ekonomi
tersebut mendorong kinerja perekonomian nasional pada triwulan I tahun 2023 mencapai
5,03 persen (yoy). Dengan demikian PDB Indonesia telah tumbuh di atas lima persen
dalam enam kuartal berturut-turut yang menunjukkan solidnya perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan inklusif yang ditunjukkan oleh turunnya
angka pengangguran dan kemiskinan serta pemulihan ekonomi yang merata di seluruh wilayah
Indonesia. Indonesia telah kembali masuk upper middle-income country (UMIC) yang akan
menjadi milestone penting menuju Visi Indonesia Maju 2045. Optimis namun tetap waspada
akan terus menjadi pedoman Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan APBN tahun 2023,
sehingga kepercayaan terhadap dunia usaha dan kinerja positif perekonomian nasional dapat
terus terjaga.

1.1 Kebijakan APBN Tahun 2023

Semakin terkendalinya Pandemi Covid-19 memberi sinyal positif bagi Pemerintah untuk
mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30
Desember 2022. Selain itu, kinerja perekonomian nasional dan APBN tahun 2022 yang
sangat baik juga menjadi modal positif dalam memulai tahun 2023. Faktor-faktor tersebut
berkontribusi positif dalam pelaksanaan APBN tahun 2023 yang ditunjukkan dengan
pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 yang menggambarkan pemulihan ekonomi yang solid,
tumbuhnya sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan, tingkat konsumsi
yang stabil, neraca perdagangan yang surplus 37 bulan berturut-turut, serta tingkat inflasi
yang terkendali. Meskipun demikian, Pemerintah tetap waspada dengan risiko yang dihadapi
pada tahun 2023. Tingginya ketidakpastian yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global
yang dapat memengaruhi perekonomian domestik, masih berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-
Ukraina, serta inflasi dan suku bunga tinggi di berbagai negara perlu diantisipasi.

Untuk merespons risiko eskalasi ketidakpastian global tersebut, APBN didesain waspada,
antisipatif, dan responsif. APBN tetap melanjutkan perannya sebagai shock absorber melalui
kebijakan terutama yang ditujukan untuk: (1) mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli
masyarakat, (2) mempertahankan momentum pemulihan termasuk mengurangi tingkat
pengangguran dan kemiskinan, serta (3) menjaga prioritas belanja dalam menunjang
peningkatan produktivitas dan fondasi perekonomian nasional. Selain itu, Pemerintah juga
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tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN dalam jangka menengah dan panjang
melalui: (1) pelaksanaan konsolidasi dan reformasi fiskal, serta (2) penguatan ketahanan
fiskal melalui penyiapan fiscal buffer yang memadai dalam mengantisipasi ketidakpastian dan
memperkuat keberlanjutan fiskal.

Kebijakan fiskal tahun 2023 dengan tema “peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” diarahkan untuk memperkuat peran APBN dan
melanjutkan konsolidasi fiskal yang berkualitas. Selanjutnya, kebijakan fiskal tersebut
dilaksanakan melalui tiga langkah berikut. Pertama, langkah mobilisasi pendapatan negara
melalui efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP) dan penguatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah akan
melaksanakan optimalisasi penerimaan Perpajakan sejalan dengan kinerja perekonomian
dan dukungan efektivitas implementasi kebijakan UU HPP, penguatan pengawasan dan
kepatuhan, serta reformasi administrasi perpajakan. Selain itu, Pemerintah terus mewaspadai
faktor risiko pelemahan perekonomian global dan moderasi harga komoditas.

Langkah kedua adalah melanjutkan belanja berkualitas melalui: (1) fokus belanja pada
peningkatan kualitas SDM (melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial), penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas, dan reformasi
birokrasi; (2) mengalokasikan belanja secara efisien, efektif, prioritas, transparan, dan
akuntabel; serta (3) mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah berkomitmen untuk
memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah terutama untuk
penguatan akses, kualitas layanan publik, dan pencapaian target prioritas nasional. Kebijakan
belanja juga diarahkan mendukung persiapan Pemilu tahun 2024 serta tahapan persiapan dan
pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Selanjutnya kebijakan ketiga yang akan ditempuh yaitu melaksanakan strategi pembiayaan
inovatif melalui antara lain pengendalian risiko utang, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih
(SAL) untuk stabilisasi dan ketidakpastian, serta meningkatkan peran swasta, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), serta Badan Layanan Umum (BLU) dalam partisipasi pembangunan
nasional. Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara prudent dan sustainable
dengan (1) mengendalikan risiko utang pada level yang aman dan manageable; (2) mendorong
inovasi pembiayaan melalui penguatan peran BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund (SWF), dan
Special Mission Vehicles (SMV); (3) menjaga SAL dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan
stabilitas ekonomi; serta (4) mendorong efektivitas pembiayaan investasi dalam mendorong
transformasi ekonomi.

Melalui bauran kebijakan tersebut, pembangunan nasional yang akan dicapai diharapkan
dapat bersifat inklusif dan berkelanjutan serta memberikan dampak atas perbaikan indikator
kesejahteraan sosial pada tahun 2023. Indikator tersebut meliputi tingkat pengangguran
terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen, penurunan tingkat kemiskinan
pada kisaran 7,5-8,5 persen, tingkat ketimpangan (gini ratio) pada kisaran 0,375-0,378, serta
peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

1.2 Pelaksanaan APBN Tahun 2023

Kinerja APBN sampai dengan akhir bulan Juni 2023 yang positif menunjukkan keseriusan
Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan dengan prudent, optimis, dan tetap
waspada. Kerja keras tersebut tergambar pada indikator ekonomi makro di semester I tahun
2023. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 5,03 persen (yoy)
dan diperkirakan sepanjang semester I tahun 2023 tetap terjaga pada kisaran 5 persen.
Kinerja sektor riil terus meningkat terutama didorong konsumsi masyarakat pada Hari Besar
Keagamaan Nasional (Ramadan-Lebaran). Kinerja sektor riil Indonesia masih tumbuh positif

1-2 Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



Bab 1 Pendahuluan

dengan tingkat inflasi yang terjaga dalam tren menurun, serta Purchasing Managers Index
(PMI) manufaktur Indonesia yang masih berada dalam zona ekspansif dalam 22 bulan
terakhir. Stabilitas ekonomi Indonesia ditopang oleh kinerja pasar keuangan domestik yang
masih positif dengan tingkat suku bunga SBN yang menurun dan nilai tukar yang stabil di
tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, harga komoditas dunia cenderung
termoderasi terutama pada triwulan II tahun 2023, yang menjadi sinyal kewaspadaan bagi
Pemerintah dalam mencapai target pendapatan negara.

Kondisi perekonomian nasional yang berada dalam jalur positif dan solid berdampak pada
realisasi APBN. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2023 mampu tumbuh positif
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Kontribusi dalam pencapaian
pendapatan negara ini terutama bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan
negara bukan pajak (PNBP).

Tren peningkatan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global berdampak pada
berlanjutnya kinerja positif perpajakan pada semester I tahun 2023. Hampir semua sektor
utama komponen penerimaan pajak tumbuh positif yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi
domestik, masih terjaganya harga komoditas pada semester I meskipun terjadi normalisasi dan
keberlanjutan implementasi UU HPP. Sedangkan dari sisi kepabeanan dan cukai terkontraksi
yang disebabkan oleh penurunan produksi hasil tembakau, harga Crude Palm Oil (CPO)
yang lebih rendah, turunnya volume ekspor mineral dan tembaga, serta turunnya tarif bea
keluar produk mineral seiring perkembangan proses hilirisasi SDA. Sementara itu, realisasi
PNBP SDA yang bersumber dari mineral dan batu bara tumbuh positif dibandingkan periode
yang sama tahun 2022 seiring dengan harga mineral dan batu bara yang masih bertahan
sampai dengan Mei tahun 2023. Harga komoditas mineral dan batu bara mulai menurun
tajam pada bulan Juni 2023. Sementara itu, PNBP SDA dari minyak dan gas bumi mengalami
penurunan seiring dengan turunnya lifting dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar
internasional.

Realisasi belanja negara semester I tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan
tahun sebelumnya terutama didukung oleh akselerasi kinerja belanja Pemerintah pusat.
Belanja pemerintah pusat terus diupayakan melanjutkan keberhasilan Pemerintah dalam
menjaga perekonomian domestik dan menurunkan tingkat defisit anggaran serta merespons
dinamika perekonomian global melalui rangkaian kebijakan antisipatif Pemerintah. Kinerja
belanja pemerintah pusat terutama dilakukan melalui belanja K/L yang dimanfaatkan antara
lain untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti penyaluran BOS, PIP dan PIP Kuliah,
PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, pemberian THR dan Gaji ke-
13, operasional K/L, serta pendanaan proyek strategis nasional. Belanja pemerintah pusat
dimanfaatkan pula melalui belanja non K/L untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran
bunga utang, penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi energi. Selain itu, belanja
pemerintah pusat dimanfaatkan dalam persiapan Pemilu tahun 2024 serta tahapan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah sepanjang semester I dilaksanakan dalam kerangka
pelaksanaan UU HKPD, termasuk mendukung pendanaan untuk 4 (empat) Daerah Otonom
Baru (DOB), Insentif Fiskal untuk 62 Daerah Tertinggal, serta penguatan peran Dana Desa
guna mengurangi kemiskinan ekstrem. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas
belanja, Pemerintah Daerah masih memerlukan penyesuaian penganggaran DAU earmarked
dalam APBD dan penyiapan syarat penyaluran.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga langkah konsolidasi fiskal pada semester I
tahun 2023. Seiring dengan kinerja pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka
postur APBN sampai dengan semester I tahun 2023 mengalami surplus sebesar 0,71 persen
terhadap PDB. Selaras dengan perkembangan APBN tersebut, realisasi pembiayaan anggaran

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023 1-3



Pendahuluan Bab 1

pada semester I tahun 2023 dapat dijaga relatif lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya
tahun lalu sejalan dengan strategi dalam meningkatkan efisiensi biaya bunga utang. Penerbitan
utang dilaksanakan secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar
keuangan serta kondisi saldo kas.

1.3 Outlook APBN Tahun 2023

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester I menjadi fondasi yang kokoh untuk
pelaksanaan APBN tahun 2023. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap tantangan
kedepan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional
sepanjang tahun 2023. Pemerintah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat
dijaga di level 5 persen sekaligus menjaga tingkat inflasi supaya tetap rendah agar dapat
menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan
fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia
dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan proyeksi tingkat produksi dan konsumsi di paruh kedua tahun 2023 yang membaik,
diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara. Outlook pendapatan
negara tahun 2023 diperkirakan mampu melampaui targetnya. Outlook tersebut dipengaruhi
oleh beberapa faktor terutama perekonomian nasional yang tumbuh solid, keberlanjutan
implementasi UU HPP, kebijakan peningkatan kepatuhan dan pengawasan, dan harga
komoditas yang termoderasi. Sementara itu, kebijakan countercyclical sebagai salah satu
strategi fiskal dalam mendorong transformasi ekonomi diwujudkan dalam kebijakan belanja
negara. Akselerasi serapan belanja negara akan dipercepat pada paruh kedua tahun 2023
sehingga pada akhir tahun diperkirakan akan melampaui target APBN.

Kinerja positif penerimaan perpajakan diperkirakan akan terus terjaga sampai akhir tahun
2023. Prognosis penerimaan pajak semester II tahun 2023 terutama akan ditopang oleh
pajak penghasilan nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN). Kinerja tersebut didorong
oleh implementasi kebijakan perpajakan dalam UU HPP dengan tetap memberikan insentif
perpajakan secara selektif dan terukur. Sementara itu, prognosis penerimaan kepabeanan
dan cukai akan dipengaruhi oleh produksi tembakau, harga komoditas CPO, serta upaya
pengawasan pengendalian peredaran rokok ilegal.

Kinerja PNBP pada semester II tahun 2023 diperkirakan akan tetap didorong oleh sektor SDA
Nonmigas terutama mineral dan batu bara serta peningkatan dividen BUMN. Penerimaan
dividen BUMN tersebut diproyeksikan akan memberi dampak positif pada capaian PNBP
sehingga akan melampaui targetnya dalam APBN. Sementara itu, kinerja penerimaan PNBP
SDA Migas dan pendapatan BLU diproyeksikan akan menurun seiring dengan tren penurunan
harga minyak mentah (ICP) dan harga komoditas CPO. Secara keseluruhan sampai dengan
akhir tahun 2023, PNBP diperkirakan akan mampu melebihi target APBN 2023.

Selanjutnya prognosis belanja negara dalam semester II tahun 2023 dipengaruhi terutama
oleh belanja pemerintah guna menjaga daya beli dan membantu kesejahteraan masyarakat
melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial dan subsidi. Di sisi lain, akselerasi
belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah akan terus dioptimalkan guna mencapai
prioritas pembangunan nasional, terutama persiapan Pemilu tahun 2024 dan penyelesaian
program strategis nasional. Namun demikian, Pemerintah tetap menjaga kualitas belanja
negara dalam pelaksanaan APBN.

Dengan memperhatikan strategi fiskal serta outlook pendapatan negara dan belanja negara,
maka defisit anggaran pada akhir tahun 2023 diperkirakan akan berada pada level 2,28
persen terhadap PDB atau lebih rendah dari target APBN. Penurunan tersebut juga diikuti
dengan kebijakan pembiayaan utang yang mengindikasikan komitmen Pemerintah dalam
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menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat volatile.
Pemerintah juga mengoptimalkan sumber pembiayaan yang efisien dalam memenuhi
kebutuhan pembiayaan defisit anggaran dan investasi Pemerintah termasuk pemanfaatan
Saldo Lebih Anggaran (SAL). Postur realisasi semester I dan prognosis semester II APBN

tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

TABEL 1.1
POSTUR REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2023
(triliun rupiah)
Uraian Realisasi Prognosis
(triliun Rupiah) APBN Semester I | Semester II Outlook

A. PENDAPATAN NEGARA 2'463’0 1.407,9 1.229,3 2.637,2
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 2'462,6 1.407’8 1.226,4 2'634’1

1. PENERIMAAN PERPAJARKAN 2.021,2 1.105,6 1.012,7 2.118,3

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 441,4 302,1 213,7 515,8

II. PENERIMAAN HIBAH 0,4 o1 3,0 3,1

B. BELANJA NEGARA 3.061,2 1.255,7 1.868,0 3.123,7

L BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2'246,5 891’6 1.406,7 2'298’2

1. Belanja K/L 1.000,8 417,2 668,3 1.085,5

2. Belanja Non K/L 1.245,6 474,4 738,4 1.212,8

C. KESEIMBANGAN PRIMER (156,8) 368,2 (417,2) (49,0)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (598,2) 152,3 (638,7) (486,4)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB (2,89 0,71 (2,99) (2,28)

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 598,2 135,1 351,3 486,4

Sumber: Kementerian Keuangan
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BAB 2
PERKEMBANGAN REALISASI APBN SEMESTER 1
TAHUN 2023

Dengan semakin membaiknya penanganan kasus Covid-19 pada tahun 2022, Pemerintah
resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada
30 Desember 2022. Kemudian pada 21 Juni 2023, Pemerintah secara resmi mencabut status
pandemi dan memulai masa endemi di Indonesia. Pencabutan kebijakan PPKM berdampak
positif terhadap performa perekonomian domestik pada semester I tahun 2023 karena aktivitas
perekonomian kembali berjalan seperti keadaan prapandemi. Tingkat pengangguran pada
bulan Februari 2023 juga tercatat sebesar 5,45 persen di mana angka tersebut lebih rendah
dari tahun sebelumnya sebesar 5,83 persen. Turunnya angka pengangguran menandakan
terjadinya pemulihan ekonomi yang berkualitas dengan disertai meningkatnya lapangan
kerja. Selain itu, implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah juga turut memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam
rangka pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional. Kondisi perekonomian domestik
yang terjaga pada paruh pertama tahun 2023, juga memberi dampak positif pada pelaksanaan
APBN pada semester I tahun 2023 sebagaimana akan dijelaskan pada bab ini.

2.1 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Hingga semester I tahun 2023, perekonomian global masih menghadapi tantangan yang
berat. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara hingga triwulan I 2023 menunjukkan tren
beragam. Meskipun banyak negara besar seperti AS dan Eropa yang kinerjanya melemabh,
sejumlah negara seperti Indonesia dan India masih mampu menjaga tingkat pertumbuhan
yang solid. Tekanan inflasi tinggi yang direspon dengan pengetatan kebijakan moneter agresif
telah memukul aktivitas ekonomi, khususnya di AS dan Eropa. Pertumbuhan PDB AS pada
triwulan I 2023 tercatat hanya 1,8 persen (yoy) di tengah investasi yang terimbas kenaikan
cost of borrowing. Pertumbuhan PDB Eropa masih terus melambat, dan bahkan terjadi resesi
di Jerman yang merupakan perekonomian terbesar di kawasan tersebut. Resesi ekonomi di
Jerman utamanya disebabkan kontraksi konsumsi yang terdampak oleh inflasi yang persisten
tinggi dan pengetatan moneter yang signifikan. Adapun pertumbuhan PDB Tiongkok tercatat
4,5 persen (yoy) atau masih di bawah outlook keseluruhan tahun 2023 di kisaran lima persen,
yang menunjukkan dampak dari reopening belum terlalu optimal dan masih beratnya isu
di sektor properti. India dan kawasan ASEAN terus menjadi bright spots dengan catatan
pertumbuhan yang relatif solid dibanding kawasan lain, didorong oleh pulihnya konsumsi dan
kinerja ekspor. Perkembangan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia dapat dilihat
pada Grafik 2.1.1.
Grafik 2.1.1

PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA DI DUNIA
(persen, yoy)
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2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi dunia di tahun 2023, perekonomian Indonesia
kembali menunjukkan pertumbuhan yang kuat di triwulan I tahun 2023. Perekonomian
Indonesia tumbuh 5,03 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2023, sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang tumbuh 5,02 persen (yoy). Dengan
demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah enam triwulan berturut-turut mampu
tumbuh di atas lima persen yang menunjukkan solidnya perekonomian Indonesia. Pulihnya
pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh keberhasilan Pemerintah dan Bank Indonesia
dalam menjaga fundamental perekonomian domestik seperti stabilitas nilai tukar dan laju
inflasi yang rendah. Selain itu, penghapusan kebijakan PPKM di akhir tahun 2022 juga berhasil
mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkontribusi positif
dalam menopang daya beli masyarakat serta mempertahankan level konsumsi domestik.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara triwulanan dapat dilihat pada Grafik
2.1.2.

Grafik 2.1.2
PERTUMBUHAN EKONOMI, 2021—2023
(persen, yoy)
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Sumber: Badan Pusat Statistik

PDB Menurut Pengeluaran

Seluruh komponen pengeluaran pada triwulan I tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan
positif, termasuk konsumsi Pemerintah yang sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun
2022. Kuatnya pertumbuhan ekonomi triwulan I terutama didukung oleh aktivitas konsumsi
masyarakat yang tumbuh sebesar 4,54 persen (yoy), menguat dibanding pertumbuhan triwulan
12022 (4,34 persen) dan tumbuh positif 0,25 persen dibandingkan kuartal sebelumnya (qoq).
Hal ini mencerminkan terjaganya penguatan daya beli masyarakat yang ditopang oleh stabilitas
harga di dalam negeri serta pulihnya pendapatan masyarakat seiring dengan keberlanjutan
penciptaan lapangan kerja. Kembali bergulirnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat juga
berpengaruh terhadap kinerja konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) yang
mampu tumbuh sebesar 6,17 persen, tertinggi sejak tahun 2019. Tingginya konsumsi LNPRT
juga tidak terlepas dari mulai masuknya tahun politik di tahun 2023, terutama berkaitan
dengan masa persiapan partai-partai politik dalam menghadapi pemilihan umum, pemilihan
presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 mendatang.

Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi di setiap triwulan tahun 2022, berhasil
mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,99 persen pada triwulan I 2023. Percepatan pola
belanja kegiatan pemerintah di tahun 2023, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan belanja
barang yang tinggi mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan tersebut.
Konsumsi pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga pelaksanaan agenda-agenda
prioritas pembangunan termasuk mendorong penguatan aktivitas perekonomian. Selain itu,
konsumsi Pemerintah juga digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
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Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan I tahun
2023 tumbuh moderat sebesar 2,11 persen (yoy). Pertumbuhan komponen PMTB bangunan
sebagai kontributor terbesar yang tumbuh terbatas menjadi faktor penyebab moderasi PMTB.
Terbatasnya pertumbuhan PMTB bangunan seiring aktivitas konstruksi yang terlihat dari
penurunan konsumsi semen domestik. Namun, kinerja belanja modal Pemerintah dalam
mengakselerasi infrastruktur yang tumbuh mencapai 25,3 persen (yoy) di triwulan I ini mampu
menjaga PMTB Bangunan tetap berada dalam zona positif. Di sisi lain, komponen PMTB Non
Bangunan, seperti mesin, kendaraan komersial, dan produk hak kekayaan intelektual masih
memiliki kinerja pertumbuhan yang tinggi, memberi sinyal geliat aktivitas pelaku usaha masih
terjaga.

Perdagangan internasional kembali melanjutkan kinerja positif yang terjadi sejak tahun 2021.
Ekspor barang dan jasa tumbuh double digit dalam delapan triwulan berturut-turut, mencapai
11,68 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2023. Tingginya kinerja ekspor tersebut terutama
dipengaruhi oleh peningkatan ekspor barang pada komoditas nonmigas utama, seperti bahan
bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja, serta nikel; serta peningkatan
pada sejumlah komoditas migas seperti gas alam, hasil minyak, dan minyak mentah.
Kinerja positif ekspor memberikan hasil yang baik bagi neraca perdagangan Indonesia yang
mencatatkan surplus US$12,11 miliar sepanjang triwulan I 2023. Selain dari ekspor barang,
pertumbuhan positif juga terjadi pada ekspor jasa yang terlihat dari peningkatan kedatangan
wisatawan asing ke Indonesia yang mencapai lebih dari 2,2 juta orang selama triwulan I atau
tumbuh 508,9 persen (yoy).

Pada triwulan II tahun 2023, konsumsi RT diperkirakan akan tumbuh menguat, terutama
dengan adanya masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan Ramadan dan lebaran
yang mendorong meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat. Hal ini terindikasikan
pada peningkatan indeks keyakinan konsumen (IKK) yang dalam periode April-Mei 2023
masing-masing mencapai 126,1 dan 128,3 lebih tinggi dari akhir triwulan I tahun 2023 yang
mencapai 123,3. Selain itu, indeks penjualan riil (IPR) juga mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, dari 215,3 di bulan Maret 2023 menjadi 242,9 pada bulan April dan sedikit
menurun menjadi 234,2 pada bulan Mei 2023. Peningkatan konsumsi RT juga ditopang oleh
tingkat inflasi yang terjaga, terutama pada masa HBKN tahun 2023 jika dibandingkan dengan
inflasi pada masa HBKN sebelumnya. Dengan demikian, konsumsi RT pada semester I tahun
2023 diperkirakan berada pada kisaran 4,6 — 4,9 persen (yoy).

Konsumsi Pemerintah diperkirakan juga akan semakin menguat di triwulan II tahun 2023.
Pemerintah akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat serta melanjutkan transformasi
ekonomi melalui berbagai pembangunan infrastruktur. Pencairan THR dan gaji ke-13 ASN
dan pensiunan pada triwulan II tahun 2023 juga diharapkan mampu mendorong konsumsi
masyarakat, terutama pada masa HBKN. Pelayanan kepada masyarakat juga akan terus
diberikan dan ditingkatkan untuk memberikan dukungan terhadap aktivitas sosial-ekonomi
masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, konsumsi Pemerintah
pada semester I tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 4,1 — 4,4 persen (yoy).

Pertumbuhan PMTB pada triwulan II 2023 diperkirakan berada dalam level yang moderat.
PMTB Bangunan diperkirakan masih termoderasi seiring dengan konsumsi semen yang
tumbuh positif di bulan Mei 2023 setelah sempat terkontraksi dalam empat bulan pertama
tahun 2023. Sementara itu, investasi di sektor non bangunan mulai terindikasi tumbuh
menguat pasca masa libur lebaran. Impor mesin tumbuh 40,3 persen (yoy) di bulan April.
Selain itu, likuiditas di sektor keuangan juga masih terpantau memadai, terutama yang berasal
dari sektor korporasi. Kinerja penanaman modal domestik dana asing yang terus meningkat
sepanjang triwulan I menjadi modalitas masih tingginya potensi pertumbuhan investasi ke
depan. Meskipun ketidakpastian global memberikan tekanan terhadap terbatasnya aliran
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investasi, terjaganya stabilitas perekonomian Indonesia di triwulan IT 2023 dengan tingkat
inflasi yang terjaga, nilai tukar yang stabil diharapkan mampu memberikan iklim investasi yang
kondusif di dalam negeri. Indikasi masih terjaganya investasi di dalam negeri dapat terlihat
dari capital inflow yang masih terjadi di sepanjang semester I tahun 2023 yang mencapai
Rp84,7 triliun. Dengan demikian, PMTB pada semester I tahun 2023 diperkirakan mampu
tumbuh pada kisaran 2,9 — 3,3 persen (yoy).

Kinerja ekspor-impor Indonesia diharapkan masih tetap tumbuh positif pada triwulan IT 2023
meskipun menurun. Surplus neraca perdagangan yang terjadi sejak Mei 2020 kembali berlanjut
hingga Mei 2023 atau selama 37 bulan berturut-turut, dan akan menopang pertumbuhan dari
sisi ekspor. Sementara ekspor jasa diperkirakan tetap tumbuh tinggi, seiring dengan semakin
pulihnya sektor pariwisata. Penyelenggaraan berbagai event nasional dan internasional
diharapkan mampu menarik wisatawan masuk yang didukung juga dengan pencabutan
status darurat kesehatan pandemi Covid-19 oleh WHO pada awal Mei 2023. Dari sisi impor,
impor bahan baku dan barang modal per Mei untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam
negeri juga masing-masing tumbuh 4,4 persen (yoy) dan 60,3 persen (yoy). Konsumsi listrik
bisnis dan industri per Mei turut melonjak tajam dengan masing-masing tumbuh 16,4 persen
(yoy) dan 14,2 persen (yoy). Sementara tingkat kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh
166,4 persen (yoy) di bulan Mei 2023. Konsistensi perbaikan ini berpotensi mendorong
keberlanjutan pembukaan lapangan kerja dan menopang resiliensi perekonomian domestik
dalam menghadapi tekanan perlambatan ekonomi dunia.

Harga komoditas global kembali berada dalam tren penurunan hingga triwulan II tahun
2023, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Harga referensi CPO Indonesia masih
mengalami fluktuasi sepanjang semester I 2023 dengan harga terendah terjadi pada periode
16-31 Juni 2023 sebesar US$723/MT dan harga tertinggi pada periode 1-15 Mei 2023 sebesar
US$956/MT. Namun, rata-rata harga CPO pada semester I 2023 adalah sebesar US$879/
MT lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar
US$1.533/MT. Di lain sisi, harga batubara acuan (HBA) pada semester I 2023 mencapai
US$254,7/ton, lebih rendah dari rata-rata pada semester II tahun 2022 sebesar US$313,4/
ton, namun masih lebih tinggi dari rata-rata pada semester I 2022 sebesar US$239,8/ton.
Turunnya harga komoditas utama tersebut mengikuti fluktuasi pada harga minyak mentah
internasional karena fungsi komoditas tersebut yang merupakan substitusi dari minyak bumi.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia
pada semester I tahun 2023 diperkirakan mencapai 7,8 — 8,3 persen (yoy) dan 1,5 — 2,0 persen
(yoy).

PDB Menurut Produksi

Kuatnya kinerja perekonomian Indonesia juga terlihat dari pertumbuhan positif pada semua
sektor lapangan usaha pada triwulan I tahun 2023. Sektor Transportasi dan Pergudangan,
Sektor Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Jasa Lainnya merupakan tiga sektor
dengan pertumbuhan tertinggi yang ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat,
peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, serta terselenggaranya beberapa acara
nasional dan internasional. Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 15,9 persen
(yoy) didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Sektor Akomodasi dan Makan Minum
tumbuh 11,6 persen seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan baik
mancanegara maupun domestik yang terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisman
sepanjang triwulan I tahun 2023 yang mencapai 2,25 juta kunjungan atau naik lebih dari lima
kali lipat jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022.

Pada triwulan IT 2023, Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Akomodasi dan
Makan Minum diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan yang tinggi. Masa mudik
lebaran yangjatuh di triwulan IT tahun 2023 mendorong tingginya peningkatan terhadap sektor
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transportasi, bahkan tercatat jumlah penumpang angkutan di mudik tahun 2023 lebih banyak
dibandingkan periode mudik tahun-tahun sebelumnya. Secara kumulatif sampai dengan Mei
2023, jumlah penumpang angkutan udara mencapai 24,9 juta penumpang domestik (naik
26,2 persen) dan 5,7 juta penumpang internasional (naik 399,4 persen), jumlah penumpang
angkutan laut mencapai 7,9 juta orang (naik 13,6 persen), serta penumpang angkutan kereta
api mencapai 144,0 juta orang (naik 53,9 persen). Tidak hanya dari sisi penumpang, jumlah
barang yang diangkut juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 140,5 juta ton (naik 8,5
persen) untuk angkutan laut, serta 26,6 juta ton (naik 13,4 persen) untuk angkutan kereta api.
Peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat serta peningkatan sektor pariwisata juga turut
mendorong terjaganya pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum. Secara kumulatif,
kunjungan wisman pada Januari hingga Mei 2023 meningkat 312,9 persen dibandingkan
periode yang sama tahun 2022. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Sektor
Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan akan
tumbuh masing-masing sebesar 14,0 - 14,6 persen dan 9,6 — 10,1 persen (yoy) pada semester
I tahun 2023.

Sementara itu, sektor lapangan usaha dengan kontribusi besar pada perekonomian Indonesia,
seperti Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan dan Sektor Pertambangan tumbuh
moderat, sedangkan Sektor Pertanian dan Sektor Konstruksi tetap tumbuh meskipun relatif
rendah. Sektor pertanian, di triwulan I 2023 tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy) disebabkan oleh
pergeseran masa panen ke triwulan II, sehingga sub sektor tanaman pangan dan tanaman
hortikultura tumbuh negatif masing-masing sebesar -3,0 persen dan -3,5 persen. Namun,
pertumbuhan sektor pertanian berhasil ditopang oleh sub sektor perkebunan yang berhasil
tumbuh kuat sebesar 4,7 persen, disebabkan peningkatan produksi sawit dan karet. Secara
akumulatif, sektor pertanian di semester I 2023 diperkirakan tumbuh positif dengan didorong
oleh masa panen, serta momen Idul Fitri dan Idul Adha yang jatuh di triwulan II.

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan I 2023 tumbuh 4,9 persen (yoy), terutama
dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas di setiap sub sektor pertambangan yang
mulai mengalami moderasi. Pada triwulan I, sub sektor migas dan panas bumi tumbuh
1,0 persen (yoy), sub sektor batubara dan lignit tumbuh 17,4 persen (yoy), sub sektor bijih
logam terkontraksi -5,4 persen (yoy), dan sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya
tumbuh 1,1 persen (yoy). Pada triwulan II pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian
diperkirakan akan melambat seiring dengan tren penurunan harga komoditas global yang
masih terus berlangsung serta turunnya produksi beberapa hasil tambang utama Indonesia,
seperti batubara, nikel, diproyeksikan akan menahan pertumbuhan pada sektor ini.

Sektor industri pengolahan tumbuh 4,4 persen terutama ditopang oleh masih kuatnya
permintaan domestik dan global terhadap produk industri Indonesia. Pertumbuhan
terbesar terjadi pada Industri Alat Angkutan yang tumbuh sebesar 17,3 persen didorong oleh
peningkatan produksi kendaraan untuk memenuhi permintaan kendaraan baru menjelang
Lebaran serta peningkatan produksi kendaraan listrik. Industri logam dasar mampu tumbuh
sebesar 15,5 persen, didorong oleh lonjakan permintaan luar negeri, terutama produk olahan
bijih nikel, seperti ferro nikel, nikel matte, dan nikel pig iron. Sementara Industri Makanan
dan Minuman tumbubh sebesar 5,3 persen didorong oleh peningkatan produksi CPO dan CPKO
karena permintaan global serta peningkatan permintaan domestik menjelang Ramadan dan
Lebaran.

Pada triwulan IT 2023, sektor industri pengolahan diperkirakan akan lebih stabil pada kisaran
4,5 — 5,0 persen pada semester I tahun 2023. Hal ini terindikasi dari PMI manufaktur Indonesia
yang terus berada di zona ekspansif di sepanjang tahun 2023, mencapai 52,5 di bulan Juni
2023. Peningkatan permintaan domestik pada periode lebaran akan menopang pertumbuhan
sektor industri pengolahan, terutama industri makanan dan industri tekstil serta apparel.
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Sektor perdagangan masih tumbuh kuat sebesar 4,9 persen (yoy) sampai dengan triwulan
I tahun 2023. Peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor, peningkatan pasokan/
suplai barang, serta peningkatan jumlah kunjungan ke tempat perbelanjaan seiring dengan
penghapusan PPKM menopang sektor perdagangan. Beberapa indikator sektor perdagangan
turut menggambarkan kinerja positif sektor ini, terutama pada penjualan mobil secara
wholesale, penjualan sepeda motor, dan IPR. Penjualan mobil dan sepeda motor tumbuh tinggi
di triwulan I 2023, masing-masing sebesar 7,0 persen dan 44,5 persen (yoy). Peningkatan
pada penjualan mobil dan sepeda motor ini menyebabkan subsektor perdagangan mobil,
sepeda motor, dan reparasinya tumbuh sebesar 6,9 persen (yoy). Di sisi lain, sejalan dengan
peningkatan kunjungan ke pusat perbelanjaan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga
seiring dengan penghapusan PPKM dan peningkatan produksi barang, IPR tercatat terus
melanjutkan pertumbuhan positif 1,6 persen (yoy). Hal ini berpengaruh kepada subsektor
perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor yang tumbuh 4,4 persen (yoy)
di triwulan I 2023. Indikator lain yang mendukung kinerja sektor perdagangan pada periode
tersebut adalah impor barang konsumsi yang tumbuh 2,7 persen (yoy).

Sektor perdagangan juga diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dan mencapai 5,0 — 5,4
persen pada semester I tahun 2023. Perdagangan non kendaraan bermotor diperkirakan
menjadi pendorong utama tumbuhnya sektor perdagangan di triwulan II 2023 di tengah
turunnya penjualan kendaraan mobil dan sepeda motor ritel pada bulan April 2023. Dilain sisi,
kebijakan Pemerintah untuk memberikan insentif mobil listrik sejak 1 April 2023 diharapkan
mampu mendorong penjualan kendaraan sampai akhir tahun.

Pertumbuhan ekonomi per komponen menurut penggunaan dan sektor lapangan usaha pada
semester I tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1
PERTUMBUHAN EKONOMI PER KOMPONEN DAN SEKTOR, 2022 — 2023
(persen, yoy)
2022 2023
Komponen N

Semester I|Semester II] Tahunan Semester I "
PDB 5,2 5.4 5,3 50 - 52
Sisi Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga 4,9 4,9 4,9 4,6 - 4,9
Konsumsi LNPRT 54 5,8 5,6 45 - 48
Konsumsi Pemerintah -5,5 -3,8 -4,5 4,1 - 44
PMTB 3,6 4,1 39 2,9 - 33
Ekspor Barang dan Jasa 15,3 17,1 16,3 7,8 - 83
Impor Barang dan Jasa 14,3 15,1 14,7 15 - 20
Sisi Sektoral
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,4 3,1 2,3 1,6 - 23
Pertambangan dan Penggalian 3,9 4,8 4,4 4,0 - 4,4
Industri Pengolahan 4,5 5,2 4,9 4,5 - 50
Pengadaan Listrik dan Gas 8,2 5,1 6,6 1,9 - 23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,9 3,5 3,2 4,7 - 51
Konstruksi 3,0 1,1 2,0 1,3 - 19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,1 6,0 5,5 5,0 - 54
Transportasi dan Pergudangan 18,6 21,1 19,9 14,0 - 14,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,2 15,7 12,0 9,6 - 10,1
Informasi dan Komunikasi 7,6 7,9 7,7 6,8 - 73
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,6 2,3 1,9 4,3 - 4,7
Real Estate 3,0 0,5 17 0,4 - 10
Jasa Perusahaan 6,9 10,6 838 57 - 61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,4) 6,6 2,5 2,0 - 24
Jasa Pendidikan (1,2) 2,3 0,6 07 - 11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,5 0,4 2,7 4,1 - 45
Jasa lainnya 8,8 10,2 9,5 85 - 89

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan
*proyeksi
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2.1.2 Inflasi

Sepanjang semester I 2023, laju inflasi bergerak dengan tren yang melambat sejalan dengan
tekanan inflasi global yang mulai mereda. Sampai dengan Juni 2023, laju inflasi Indonesia
mencapai 3,5 persen (yoy) atau 1,2 persen (ytd), turun dari 5,5 persen (yoy) pada akhir tahun
2022. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi
pada periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri pada Maret-April 2023. Pada umumnya, di masa
HBKN terjadi peningkatan permintaan sehingga mendorong kenaikan harga, namun untuk
tahun ini perkembangan harga-harga dapat terjaga dengan baik jika dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya. Inflasi pangan yang terkendali serta pengelolaan inflasi administered price
yang efektif menjadi faktor utama dalam mendukung tren penurunan inflasi sehingga dapat
bergerak pada rentang sasaran. Sinergi Pemerintah dengan Bank Indonesia menjadi faktor
penting dalam mengendalikan inflasi pangan baik level nasional maupun regional.

Komitmen Pemerintah dalam mengendalikan harga pangan tercermin pada rendahnya inflasi
harga bergejolak (volatile food). Setelah sempat melonjak hingga 7,6 persen (yoy) di bulan
Februari, inflasi volatile food di bulan Juni berhasil diturunkan mencapai 1,2 persen (yoy).
Salah satu komoditas utama pemicu inflasi volatile food adalah komoditas beras yang harganya
meningkat sejak pertengahan tahun 2022. Pemerintah telah menerapkan penyesuaian
kebijakan HET gabah dan beras yang dilakukan pada Maret 2023 yang diharapkan dapat
mendorong stabilisasi harga beras ke depan. Selain itu, faktor cuaca juga sangat berpengaruh
terhadap perkembangan inflasi komponen volatile food. Sebagian besar wilayah Indonesia
pada awal tahun 2023 masih mengalami musim hujan sehingga mengakibatkan gangguan
produksi beberapa komoditas pangan, antara lain beras dan produk hortikultura, khususnya
cabai rawit. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya agar harga pangan dapat terjangkau
dan bergerak stabil melalui berbagai kebijakan, diantaranya melalui gelar pangan murah,
pengguyuran stok pangan, serta pengawasan dan penguatan distribusi. Pemerintah bersama
dengan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID)
melaksanakan program dengan melakukan koordinasi kebijakan pemenuhan dan peningkatan
pasokan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara terukur dan hati-hati agar dapat
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Terkendalinya inflasi domestik juga tidak terlepas dari terjaganya inflasi komponen inti di
sepanjang semester I tahun 2023. Inflasi komponen inti mengalami penurunan sepanjang
paruh pertama tahun 2023, hingga mencapai 2,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan
dengan posisi akhir tahun 2022 yang masih berada pada level 3,4 persen (yoy). Tren tersebut
dipengaruhi oleh harga komoditas global yang cenderung terus menurun dan ekspektasi inflasi
yang terjaga di tengah pemulihan permintaan domestik pascapandemi.

Sementara itu, inflasi komponen harga diatur Pemerintah (administered price) yang menjadi
komponen dengan tingkat inflasi tertinggi sepanjang semester I tahun 2023, menunjukan
tren yang terus melambat. Sampai dengan Juni 2023, komponen administered price tercatat
mengalami inflasi sebesar 9,2 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan semester
I tahun 2022 yang mencapai 5,3 persen (yoy). Masih tingginya inflasi tersebut terutama
dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga BBM di tahun 2022 serta dampak rambatannya
pada tarif angkutan, seperti angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). Secara bulan ke bulan,
pada masa HBKN juga terdapat kenaikan musiman pada tarif angkutan udara, AKAP, dan
kereta api seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Penurunan inflasi administered
price yang terus berlanjut mencerminkan konsistensi Pemerintah dalam mengelola harga
energi domestik secara terukur serta mengantisipasi meluasnya dampak rambatan di tengah
harga minyak dunia yang juga bergerak melambat.
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Terkendalinya inflasi di semester I 2023 terutama didukung oleh terjaganya inflasi pada masa
HBKN. Melalui koordinasi dan sinergi yang erat TPIP dan TPID, berbagai upaya pengendalian
harga berhasil mengantisipasi gejolak harga yang terjadi di berbagai daerah. Stabilitas inflasi
domestik sepanjang semester I diharapkan dapat memberikan dukungan pada perkembangan
aktivitas dunia usaha dan memberikan landasan yang solid bagi perekonomian ke depan.
Perkembangan inflasi tahun ke tahun secara bulanan dapat dilihat pada Grafik 2.1.3.

Grafik 2.1.3
PERKEMBANGAN INFLASI, 2022-2023
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2.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Di tengah masih tingginya volatilitas pasar keuangan global, pergerakan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS di sepanjang semester I tahun 2023 cenderung menguat. Kebijakan
moneter yang ketat di berbagai negara masih terjadi tetapi intensitasnya berkurang karena
inflasi sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Terbatasnya kenaikan suku bunga acuan
global pun mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Selain itu, kekhawatiran pasar
atas kegagalan beberapa bank regional AS dan Eropa turut menyebabkan dolar AS melemah
terhadap sejumlah mata uang lain, termasuk rupiah. Pada triwulan I tahun 2023, nilai tukar
rupiah mengalami penguatan yang cukup tajam terhadap dolar AS, terutama di awal tahun
2023. Rupiah yang pada akhir tahun 2022 berada pada kisaran Rpi15.700 per dolar AS
terapresiasi hingga berada dibawah Rp15.000 per dolar AS pada akhir Januari 2023. Penguatan
tajam rupiah di bulan Januari 2023 tersebut disebabkan oleh ekspektasi pasar bahwa The Fed
akan menahan suku bunganya di tahun 2023 setelah rilis laporan data perekonomian AS yang
memburuk di bulan Desember 2022.

Namun, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada bulan Februari dan Maret
2023 sebesar masing-masing 25 basis poin (bps) kembali meningkatkan tekanan di sektor
keuangan global, terutama emerging market countries. Imbasnya, kembali terjadi aliran
modal keluar (capital outflow) di bulan Februari 2023 sebesar Rp1,9 triliun setelah di bulan
Januari 2023 mencatatkan aliran modal masuk (capital inflow) sebesar Rp46,5 triliun.
Meskipun masih terjadi kenaikan suku bunga acuan The Fed, basis poin kenaikan tidak
sebesar kenaikan sebelumnya yang cenderung agresif dan merupakan yang terkecil semenjak
Maret 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga The Fed sedang menghampiri
puncaknya setelah mengalami kenaikan agresif dalam melawan lonjakan inflasi domestik AS.
Perlambatan kenaikan suku bunga The Fed tersebut tidak terlepas dari mulai membaiknya
tingkat inflasi dan tingkat upah domestik AS serta tren penurunan harga komoditas secara
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global. Kenaikan suku bunga The Fed di dua bulan tersebut mendorong rata-rata nilai tukar
rupiah kembali berada pada level Rp15.126 dan Rp15.301 per dolar AS pada bulan Februari
dan Maret 2023.

Memasuki triwulan IT tahun 2023, rupiah mengalami apresiasi di bulan April 2023 dengan
rata-rata sebesar Rp14.867 per dolar AS. Penguatan nilai tukar didorong oleh adanya capital
inflow ke Indonesia pada April 2023 sebesar Rp16,5 triliun seiring dengan meningkatnya risiko
sistem keuangan di AS sehingga investor mencari aset berharga di emerging market yang
lebih rendah risikonya, termasuk Indonesia. Penguatan nilai tukar rupiah kembali berlanjut
hingga awal Mei 2023 dan mencapai titik terkuatnya di tahun 2023 yang mencapai Rp14.632
per dolar AS pada 5 Mei 2023, sebelum kembali mengalami depresiasi akibat kenaikan suku
bunga The Fed sebesar 25 bps yang terjadi di awal Mei 2023.

Meskipun terdepresiasi, kinerja positif perekonomian domestik Indonesia turut berperan
dalam stabilisasi nilai tukar. Surplus neraca perdagangan hingga 37 bulan berturut-turut serta
kebijakan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga BI 7-day Reverse Repo
Rate (DRRR) pada level 5,75 persen sejak Januari 2023 turut berperan dalam menstabilkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Volatilitas pada sektor keuangan juga akan terus
dimonitor dan dievaluasi oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang merupakan
wadah koordinasi antara Pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata nilai
tukar rupiah pada semester I tahun 2023 mencapai Rp15.071 per dolar AS atau terapresiasi
sebesar 4,48 persen (ytd). Perkembangan nilai tukar rupiah dapat dilihat pada Grafik 2.1.4.

Grafik 2.1.4
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH, 2022—2023
(Rp/US$)
16.000 rata-rata
s.d Semester I 2023:
15.500 Rp15.071/US$
15‘000 .......................
14.500
rata-rata 2022:
13.500
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des|Jan Feb Mar Apr Mei Jun|
2022 | 2023

==Q==Rata-rata bulanan = == rata-rata tahunan
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2.1.4 Suku Bunga SUN 10 Tahun

Tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun menunjukkan tren penguatan
pada sepanjang semester I tahun 2023. Setelah rata-rata berada di atas tujuh persen padatahun
2022, tingkat suku bunga SUN 10 tahun terus mengalami penurunan hingga berada pada level
6,80 persen pada bulan Januari 2023. Penguatan suku bunga SUN 10 tahun pada awal tahun
2023 tersebut tidak terlepas dari dorongan sentimen positif baik dari sisi eksternal maupun
internal. Dari sisi eksternal, agresivitas bank-bank sentral utama dunia dalam menaikkan
tingkat bunga untuk mengendalikan tingkat bunga mulai melonggar. Sementara itu, kondisi
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perekonomian Indonesia yang stabil turut mendorong minat investor asing terhadap obligasi
Pemerintah yang ditandai dengan capital inflow pada bulan Januari 2023 sebesar Rp49,7
triliun.

Membaiknya persepsi investor asing tersebut juga turut didukung oleh masih kuatnya investor
dalam negeri dalam menyerap SUN di seluruh sektor mulai dari perbankan, dana pensiun dan
asuransi, reksadana, dan investor individu. Dampak positif dari pulihnya persepsi investor
asing dan domestik terindikasikan dari tingkat imbal hasil SUN tenor 10 tahun yang berada
dalam tren penurunan sejak awal tahun 2023. Selain itu, seiring membaiknya minat investor,
penurunan yield SUN tenor 10 tahun Pemerintah juga turut didukung oleh upaya Pemerintah
dalam mengendalikan penerbitan SUN di pasar perdana sejalan dengan realisasi pendapatan
negara yang masih cukup kuat.

Sampai dengan triwulan II 2023 (per 277 Juni 2023), rata-rata imbal hasil SUN 10 tahun yang
diperoleh dari hasil lelang di pasar perdana adalah sebesar 6,23 persen. Capaian ini relatif
tidak jauh berbeda dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 dimana siklus
kenaikan tingkat bunga sudah dimulai seiring dampak spillover inflasi yang dipicu oleh
meningkatnya eskalasi ketegangan di kawasan Eropa. Selain itu, risiko pasar keuangan AS
yang meningkat mendorong investor untuk lebih mencari safe haven asset dengan imbal hasil
yang masih lebih tinggi, termasuk diantaranya adalah obligasi di negara-negara emerging
market seperti Indonesia. Hal ini mendorong berlanjutnya aliran modal masuk ke Indonesia
yang hingga akhir Juni 2023 kepemilikan asing di pasar SUN domestik meningkat dari 14,4
persen pada akhir tahun 2022 menjadi 15,5 persen. Dengan berbagai faktor tersebut, rata-rata
suku bunga SUN 10 tahun hingga semester Itahun 2023 mencapai 6,70 persen (berdasarkan
weighted average). Perkembangan suku bunga SUN 10 Tahun dapat dilihat pada Grafik
2.1.5.

Grafik 2.1.5
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2.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Sepanjang paruh pertama tahun 2023, harga minyak mentah dunia mengalami tren penurunan
setelah mencapai puncaknya pada Mei 2022. Meskipun begitu, risiko geopolitik Rusia-
Ukraina masih menjadi faktor yang membayangi perkembangan harga di tengah kondisi
ketidakpastian perekonomian global. Tren melambatnya harga dipengaruhi oleh kekhawatiran
pasar atas kondisi perekonomian global, khususnya akibat perlambatan aktivitas ekonomi di
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kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Dari sisi suplai, International Energy Agency (IEA)
menyampaikan bahwa pasokan minyak mentah dunia mengalami lonjakan yang disebabkan
oleh peningkatan produksi Non-OPEC, seperti di AS dan Kanada yang turut berkontribusi
dalam menurunkan harga minyak mentah dunia.

Pada triwulan II 2023, harga minyak bergerak fluktuatif. Di bulan April terjadi peningkatan
harga minyak yang didorong oleh pulihnya konsumsi minyak Tiongkok akibat pencabutan
kebijakan zero-covid, serta peningkatan aktivitas industri AS. Selain itu, penurunan pasokan
minyak dunia akibat pemotongan produksi oleh OPEC+ juga mendorong peningkatan harga
minyak. Namun, harga minyak mentah di bulan Mei 2023 kembali turun yang didorong oleh
beberapa faktor baik dari sisi permintaan dan penawaran minyak mentah di pasarinternasional.
Dari sisi permintaan, penurunan harga dipengaruhi oleh penurunan permintaan pada bulan
Mei 2023 di Jepang yang dipicu oleh shutdown beberapa kilang antara lain Cosmo Oil dengan
kapasitas sebesar 102 ribu bph, Sakai dengan kapasitas 100 ribu bph, dan ENEOS dengan
kapasitas 141 ribu bph. Sementara itu dari sisi penawaran, adanya ekspor Rusia pasca invasi
mencapai rekor tertinggi pada bulan April 2023 hingga mencapai 8,3 juta bph, termasuk
rencana ekspor Rusia ke Tiongkok akan meningkat di kisaran 40 persen pada tahun 2023.
Platts menyampaikan pada laporan bulan Mei 2023, proyeksi pertumbuhan permintaan
minyak mentah dunia tahun 2023 direvisi turun sebesar 0,17 juta bph dibandingkan proyeksi
bulan sebelumnya. Penurunan harga minyak tersebut kembali berlanjut di bulan Juni 2023.
Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, ICP pada bulan Juni 2023 mencapai
US$69,4 per barel sehingga rata-rata tahun berjalan telah mencapai US$75,2 per barel
atau lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Perkembangan harga minyak tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.1.6.

Grafik 2.1.6
PERKEMBANGAN HARGA MINYAK, 2022-2023
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2.1.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi

Realisasi lifting minyak bumi Januari hingga April 2023 mencapai rata-rata sebesar 605,0
ribu barel per hari (rbph) atau masih berada di bawah target APBN sebesar 660 rbph. Di sisi
lain, lifting gas bumi sampai dengan bulan April 2023 mencapai rata-rata 954,7 ribu barel
setara minyak per hari (rbsmph). Kinerja lifting minyak dan gas bumi sampai dengan bulan
April yang berada di bawah target terutama dipengaruhi oleh terjadinya unplanned shutdown
atau penghentian produksi yang tidak terduga sehingga menyebabkan kehilangan potensi
produksi. Selain itu, hingga triwulan I tahun 2023 pencapaian target lifting minyak dan gas
bumi masih menghadapi kendala di lapangan, baik kendala operasi, kegiatan pengembangan,
maupun kendala nonteknis lainnya. Selain itu, salah satu faktor yang masih akan memengaruhi
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capaian lifting migas adalah belum optimalnya mobilitas arus orang dan barang dalam kegiatan
produksi migas yang disebabkan oleh pandemi. Kondisi ini menyebabkan kegiatan hulu migas
KKKS tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga diperkirakan masih akan ada
penundaan dan/atau pentahapan kegiatan hulu migas. Faktor lain yang dapat memengaruhi
capaian lifting migas adalah harga minyak mentah. Semakin tinggi harga minyak mentah,
biasanya diikuti dengan semakin menggeliatnya aktivitas hulu migas. Perkembangan lifting
migas tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.1.7 dan Grafik 2.1.8.

Grafik 2.1.7 Grafik 2.1.8
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2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2023 mampu mencapai Rp1.407,9 triliun
atau 57,2 persen terhadap APBN 2023. Kinerja pendapatan negara tumbuh 5,4 persen
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Kontribusi dalam pencapaian
pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), dan penerimaan hibah, sebagaimana terlihat dalam Grafik 2.2.1.

GRAFIK 2.2.1
REALISASI PENDAPATAN NEGARA SEMESTER 1,
2019-2023 (triliun rupiah)
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Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja positif sepanjang semester I tahun 2023 sejalan
dengan membaiknya kinerja ekonomi domestik, harga komoditas yang termoderasi, serta
keberlanjutan implementasi UU HPP. Selanjutnya, kinerja positif pendapatan negara pada
semester I tahun 2023 juga ditunjukkan pada capaian PNBP yang utamanya dipengaruhi oleh
masih terjaganya harga komoditas mineral dan batubara, serta peningkatan dividen BUMN.
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2.2.1 Penerimaan Perpajakan

Tren peningkatan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global berdampak pada
berlanjutnya kinerja positif perpajakan pada semester I tahun 2023. Penerimaan perpajakan
diperkirakan mencapai Rp1.105,6 triliun atau 54,7 persen terhadap APBN 2023. Kinerja
perpajakan tersebut tumbuh 5,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dari
komponen penerimaan pajak dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi domestik, harga komoditas
yang termoderasi, dan keberlanjutan implementasi UU HPP. Sedangkan dari sisi kepabeanan
dan cukai dipengaruhi oleh penurunan produksi hasil tembakau, pelemahan beberapa harga
komoditas dunia terutama harga CPO yang lebih rendah, turunnya volume ekspor mineral,
menurunnya tarif bea keluar produk mineral dampak hilirisasi, serta penguatan kurs dolar
Amerika Serikat.

Reformasi perpajakan terus dilanjutkan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan, untuk
menciptakan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Dari sisi administrasi,
kemudahan fasilitas pelayanan dan sosialisasi berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib
pajak (WP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Selain itu, upaya perluasan
basis perpajakan dilakukan melalui implementasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari sisi kebijakan, sampai dengan akhir Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan beberapa
peraturan turunan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diantaranya: (1) PMK Nomor 41 Tahun 2023 tentang
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur Kepada
Pembeli Agunan, dan (2) PMK Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun tujuan penerbitan PMK Nomor 60 Tahun
2023 adalah mewujudkan komitmen pemerintah dalam memperkuat dukungan fiskal untuk
ekosistem perumahan agar lebih kondusif dan mempercepat pencapaian target RPJMN yakni
meningkatkan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen. Dengan adanya
fasilitas PPN tersebut melengkapi dukungan fiskal lainnya untuk sektor perumahan yang telah
diberikan melalui berbagai instrumen antara lain, pemberian Subsidi Selisih Bunga (SSB),
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
yang saat ini disinergikan dengan Tapera.

Selanjutnya, Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap
pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus dalam rangka mengakselerasi transformasi
ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik.
Pemberian insentif tersebut diatur melalui PMK Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat
Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung
Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini juga diharapkan dapat mendukung perluasan
kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga
kedepan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi.

2.2.1.1 Penerimaan Pajak

Selama semester I tahun 2023, penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang positif
sebagaimana pada Grafik 2.2.2. Hal ini ditandai dengan realisasi penerimaan pajak yang
tetap melanjutkan pertumbuhan positif sejak awal tahun hingga akhir Juni 2023. Sampai
dengan akhir Juni 2023, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp970,2 triliun atau
56,5 persen terhadap target dalam APBN 2023. Realisasi tersebut tumbuh 9,9 persen jika
dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022.
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GRAFIK 2.2.2
REALISASI PENERIMAAN PAJAK SEMESTER 1,2019-2023
(triliun rupiah)

58,2

3,9

) (12,0)
O
604,3 5318 557,8
2019 2020 I 2021 I 2022 2023
= Pajak =0O=Pertumbuhan (%)

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 2.1

Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat sebagai Kunci Kepercayaan atas
Pengelolaan APBN

Kepatuhan pajak merupakan kunci untuk menjaga keuangan negara dalam mendukung
pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan. Hal ini dapat
diwujudkan dengan tata kelola yang baik dan implementasi best practices internasional.
Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD (2021), terdapat
beberapa urgensi atas kepatuhan WP terutama untuk (1) mengoptimalkan pendapatan negara,
(2) menjaga keadilan dan kesetaraan dalam sistem pajak dengan memastikan bahwa beban
pajak didistribusikan secara adil di antara para WP; (3) mendukung pembangunan ekonomi
dengan memungkinkan pemerintah berinvestasi dalam barang publik, layanan, dan infrastruktur
yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja; (4)
memperkuat kohesi sosial dengan menguatkan persepsi bahwa setiap orang ikut berkontribusi
terhadap pembangunan nasional; (5) membangun aspek fundamental dari tata kelola yang baik
(transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum); (6) meningkatkan integritas dan kredibilitas
sistem pajak; serta (77) turut aktif dalam kerjasama internasional terkait penghindaran dan
penggelapan pajak.

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK TAHUN 2022-2023

Badan (juta WP) Orang Pribadi (juta WP) Total (juta WP)
14,15 14,35
13,16 13,29
0,99 1,07
7,3%
Badan Orang Pribadi Total
2022 m2023 2022 m2023 m 2022 m2023

Sumber: Kementerian Keuangan, per 4 Juli 2023

Selanjutnya kepatuhan wajib pajak sampai dengan semester I tahun 2023 mengalami
peningkatan terutama dilihat dari penyampaian SPT. Secara total, SPT yang telah disampaikan
pada semester I tahun 2023 mencapai 14,35 juta atau meningkat 1,4 persen dari periode yang
sama tahun 2022. Dari total tersebut, WP badan yang telah menyampaikan SPT mencapai
1,07 juta WP atau meningkat 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, WP orang pribadi telah menyampaikan SPT mencapai sebanyak 13,29 juta WP
atau meningkat 1,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara
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itu, dari sisi kemudahan penyampaian, saluran elektronik juga menjadi pilihan yang semakin
diminati. Hal ini terkonfirmasi dari porsi WP badan maupun orang pribadi yang menggunakan
saluran elektronik masing-masing sebanyak 91,24 persen dan 95,80 persen.

Selanjutnya peningkatan upaya administrasi dilakukan melalui pengukuran sesuai best practices
internasional. Pemerintah telah menggunakan Tax Administration Diagnostic Assessment
Tool (TADAT) guna melakukan analisis kinerja administrasi pajak yang dikembangkan oleh
berbagai organisasi internasional termasuk International Monetary Fund (IMF) dan World
Bank. Berdasarkan analisis menggunakan TADAT, Pemerintah menetapkan tujuan agenda
administrasi perpajakan. Pertama, memastikan adanya peraturan dan kebijakan pajak yang
jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh WP. Kedua, menggunakan pendekatan berbasis
risiko dalam mengidentifikasi WP yang memiliki risiko tinggi terkait dengan kepatuhan. Ketiga,
meningkatkan layanan dan komunikasi dengan WP melalui berbagai saluran, baik melalui
media sosial, website resmi, pusat layanan, atau melalui surat komunikasi resmi. Keempat,
memperkuat upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Kelima,
memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi
pajak. Melalui penggunaan sistem elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Payment,
Pemerintah dapat mempermudah WP dalam melaporkan dan membayar pajak secara elektronik,
serta meningkatkan pemantauan terhadap kepatuhan WP.

Pajak Penghasilan (PPh)

Kinerja positif penerimaan pajak hingga pertengahan tahun 2023 ditopang salah satunya dari
penerimaan Pajak Penghasilan yang turut mengalami pertumbuhan positif selama semester
I tahun 2023. Hingga akhir Juni 2023, Pajak Penghasilan telah terealisasi sebesar Rp605,9
triliun atau 64,8 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut tumbuh 7,0 persen
jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Capaian tersebut
dipengaruhi kinerja positif dari PPh Migas dan PPh Nonmigas selama semester I tahun 2023.

Selama semester I tahun 2023, realisasi PPh Migas telah mencapai Rp40,9 triliun atau 66,6
persen terhadap target APBN 2023 sebagaimana ditunjukkan Grafik 2.2.3. Capaian PPh
Migas tersebut dipengaruhi oleh tingginya pembayaran PPh tahunan karena peningkatan
harga minyak dan gas bumi pada tahun 2022. Hingga akhir Juni 2023, PPh Migas masih
terkontraksi 3,9 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun
2022. Namun demikian, secara nominal PPh Migas masih di atas pra pandemi (2019).

GRAFIK 2.2.3

REALISASI PENERIMAAN PPh MIGAS
SEMESTER1, 2019-2023 (triliun é‘upiah)
90,

0,1 (3,9)
(40,1)
N B

2019 2020 2021 2022 2023

= PPh Migas =0="Pertumbuhan (%)

Sumber: Kementerian Keuangan
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Selanjutnya realisasi PPh Nonmigas selama semester I tahun 2023 mampu tumbuh sangat
baik dan konsisten positif, bahkan mencapai double digit sebagaimana ditunjukkan pada
Grafik 2.2.4. Secara nominal, PPh Nonmigas hingga akhir Juni 2023 telah terealisasi sebesar
Rp565,0 triliun atau 64,7 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut tumbuh
7,8 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Kinerja
positif PPh Nonmigas tersebut didukung oleh pertumbuhan positif dari mayoritas jenis pajak
nonmigas.

GRAFIK 2.2.4
REALISASI PENERIMAAN PPh NON MIGAS
SEMESTER I, 2019-2023 (triliun rupiah)

72,8
,8
54 (1(3:1) (2’9) 7
=
2019 2020 2021 2022 2023

= PPh Non-Migas «=0O=Pertumbuhan (%)

Sumber: Kementerian Keuangan

Hingga akhir Juni 2023, penerimaan PPh Pasal 21 tercatat tumbuh 18,3 persen dengan realisasi
sebesar Rp107,7 triliun atau 62,6 persen terhadap target APBN 2023. Kinerja positif PPh
Pasal 21 tersebut ditopang oleh pertumbuhan utilitas dan upah tenaga kerja seiring dengan
perekonomian yang semakin membaik.

Seperti halnya PPh Pasal 21, PPh Badan juga mengalami peningkatan cukup tinggi. Hingga
akhir Juni 2023, PPh badan telah terealisasi Rp263,7 triliun atau tumbuh 26,2 persen jika
dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Hal ini didorong oleh profitabilitas
perusahaan yang semakin membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi dan dampak harga
komoditas yang termoderasi.

Sementara itu, PPh Final mengalami kontraksi pada semester I tahun 2023. PPh Final
terealisasi sebesar Rp57,1 triliun atau terkontraksi 47,0 persen jika dibandingkan realisasi pada
periode yang sama tahun 2022. Kinerja tersebut dipengaruhi terutama oleh kebijakan tahun
2022 yang tidak berulang khususnya penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan
PPnBM)

Pada semester I tahun 2023, PPN dan PPnBM yang memiliki porsi cukup besar dalam
penerimaan pajak juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari capaian
realisasi sebesar Rp356,8 triliun atau tumbuh 14,6 persen sebagaimana ditunjukkan pada
Grafik 2.2.5. Kinerja positif tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap
terjaga selama semester I tahun 2023.
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GRAFIK 2.2.5
REALISASI PENERIMAAN PPN dan PPnBM
SEMESTER I, 2019-2023 (triliun rupiah)

43,0
14,8 14,6
(277) (10’7)
=
2019 2020 2021 2022 2023

mmm PPN dan PPnBM =~ =O=Pertumbuhan (%)

Sumber: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan positif PPN dan PPnBM pada semester I tahun 2023 didukung terutama oleh
peningkatan PPN Dalam Negeri (DN). PPN DN terealisasi sebesar Rp217,0 triliun dengan
pertumbuhan 23,5 persen jika dibandingkan dengan semester I tahun 2022. Aktivitas ekonomi
yang stabil mendorong tingkat produksi dan konsumsi domestik yang turut berpengaruh pada
realisasi penerimaan PPN DN pada semester I tahun 2023.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi penerimaan PBB hingga akhir semester I tahun 2023 mencapai Rp1,8 triliun atau
5,7 persen terhadap target APBN 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.6. Kinerja
tersebut tumbuh 21,5 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Hal tersebut
terutama dipengaruhi oleh pembayaran PBB Migas dan Pertambangan Panas Bumi.

GRAFIK 2.2.6
REALISASI PENERIMAAN PBB
SEMESTER I, 2019-2023 (triliun rupiah)

3.914,3
22,3) 9,9 (85,3) 21,5
N\ O 40
10,0 1,5 1,8
. . 4
2019 2020 2021 2022 2023

mmm Pajak Bumi dan Bangunan =O==Pertumbuhan (%)

Sumber: Kementerian Keuangan
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Pajak Lainnya

Sampai dengan akhir semester I tahun 2023, penerimaan Pajak Lainnya telah mencapai
Rps,7 triliun atau 65,6 persen terhadap target APBN 2023 sebagaimana ditunjukkan pada
Grafik 2.2.7. Dengan capaian tersebut, penerimaan Pajak Lainnya tumbuh 68,8 persen jika
dibandingkan realisasi pada semester I tahun 2022. Hal tersebut disebabkan terutama oleh
peningkatan yang signifikan atas penerimaan Bunga Penagihan PPh selama Semester I tahun
2023.

GRAFIK 2.2.7
REALISASI PENERIMAAN PAJAK LAINNYA
SEMESTER 1, 2019-2023 (triliun rupiah)

64,1 68,8

()

2019 2020 2021 2022 2023

mmm Pajak Lainnya e=O==Pertumbuhan (%)

Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja Pajak Sektoral

Jika dilihat secara sektoral, seluruh sektor utama menunjukkan kinerja yang positif selama
semester I tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.8. Sektor pertambangan
menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama semester I tahun 2023. Hal
ini terutama dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas tahun 2022 yang mengakibatkan
peningkatan profitabilitas dan PPh Badan yang dibayarkan saat pelaporan SPT Tahunan.
Sementaraitu, sektorindustri pengolahan dan sektor perdagangan tumbuh meskipun melambat
karena tingginya basis tahun 2022 serta perlambatan impor. Secara kontribusi, pajak-pajak
terkait aktivitas impor memiliki porsi lebih dari 30 persen dari total penerimaan pajak di
sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan
asuransi juga mampu tumbuh didorong oleh peningkatan penyaluran kredit dan suku bunga.
Di sisi lain, kinerja positif sektor transportasi dan pergudangan dipengaruhi oleh peningkatan
mobilitas masyarakat dan perjalanan wisata. Begitupun juga dengan sektor konstruksi dan
real estat juga mampu tumbuh sejalan pertumbuhan kegiatan konstruksi. Kinerja positif juga
dicatatkan oleh sektor informasi dan komunikasi yang didorong peningkatan pemanfaatan
teknologi. Momentum pertumbuhan juga masih terjaga pada sektor jasa perusahaan seiring
pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan atas jasa.
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Grafik 2.2.8

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Per Sektor
Semester I 2022-2023 (persen)

Industri 8,0
Pengolahan 51,6
7,3
Perdagangan
73,2
Jasa Keuangan & 27,5
Asuransi 16,0
1,
Pertambangan it
294,9
Konstruksi & Real 14,4
Estate 14,1
Informasi & 14,9
Komunikasi 14,1
Transportasi & 43,5
Pergudangan 16,9
28,6
Jasa Perusahaan '
20,0

B Pertumbuhan y-o-y 2023 B Pertumbuhan y-o-y 2022

Penerimaan sektoral tanpa PPS, DTP, PBB, dan PPh Migas
Sumber: Kementerian Keuangan

2.2.1.2 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga semester I tahun 2023 telah mencapai
Rp135,4 triliun atau 44,7 persen terhadap target APBN 2023. Capaian tersebut terkontraksi
sebesar 18,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh
penurunan cukai dan bea keluar, meskipun bea masuk masih menunjukkan peningkatan.

Penerimaan cukai sebagai komponen terbesar dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada
semester I tahun 2023 mampu mencapai Rp105,9 triliun atau 43,1 persen terhadap target
APBN 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.9. Kinerja cukai tersebut terkontraksi
sebesar 12,2 persen yang disebabkan karena penurunan produksi hasil tembakau utamanya
dari SKM dan SPM golongan I. Hal ini juga sejalan dengan fungsi pembatasan konsumsi
eksternalitas negatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan kebijakan kenaikan rata-rata
tertimbang tarif Cukai HT sebesar 10 persen. Penurunan juga dipengaruhi oleh tingginya basis
produksi bulan Maret 2022 akibat kenaikan PPN. Penerimaan CHT yang menjadi mayoritas
komponen cukai mengalami kontraksi 12,6 persen, mencapai Rp102,4 triliun atau 44,0 persen
terhadap target APBN 2023.
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GRAFIK 2.2.9
REALISASI PENERIMAAN CUKAI
SEMESTER I, 2019-2023 (triliun rupiah)
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Sumber: Kementerian Keuangan

Sementaraitu penerimaan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) pada semester
I tahun 2023 mencapai Rp3,4 triliun atau 39,5 persen terhadap target APBN 2023. Kinerja
cukai MMEA tumbuh 1,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor utama
yang memengaruhi kinerja tersebut adalah meningkatnya sektor pariwisata yang berdampak
produksi MMEA terutama dari dalam negeri. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan cukai
MMEA golongan A yang memiliki volume peredaran terbesar di pasar Indonesia.

Sementara itu, penerimaan Cukai Ethyl Alkohol (EA) mencapai Rpo,1 triliun atau sebesar
40,5 persen terhadap target APBN 2023. Capaian tersebut mengalami kontraksi sebesar 14,2
persen yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam mendukung keperluan medis
(sektor kesehatan) maupun bahan baku barang yang tidak dikenai cukai (sektor industri)
melalui pemberian fasilitas tidak dipungut atau pembebasan cukai EA.

Penerimaan yang berasal dari pajak perdagangan internasional dikontribusikan oleh bea masuk
dan bea keluar. Dari sisi penerimaan bea masuk, kinerja positif masih berlanjut mencapai
Rp24,2 triliun atau 50,9 persen terhadap target APBN 2023 sebagaimana ditunjukkan pada
Grafik 2.2.10. Kinerja tersebut tumbuh 4,6 persen yang disebabkan oleh menguatnya
nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, peningkatan tarif rata-rata bea masuk
dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, serta extra effort melalui kegiatan
penelitian dokumen impor, penelitian ulang dokumen impor, dan audit kepabeanan. Dari
sisi komoditas kontributor bea masuk terbesar yang menjadi pengungkit pertumbuhan adalah
kendaraan, suku cadang kendaraan, besi dan baja dasar serta barang modal berupa mesin
untuk keperluan pertambangan, penggalian, dan konstruksi.
GRAFIK 2.2.10

REALISASI PENERIMAAN BEA MASUK
SEMESTER 1, 2019-2023 (triliun rupiah)
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Sumber: Kementerian Keuangan
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Sementara itu, penerimaan bea keluar pada semester I tahun 2023 mencapai Rp5,3 triliun
atau 52,1 persen terhadap target APBN 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.11.
Capaian tersebut mengalami kontraksi sebesar 77,0 persen dipengaruhi oleh harga komoditas
Crude Palm Oil (CPO) yang lebih rendah, turunnya volume ekspor tembaga dan bauksit, serta
menurunnya tarif Bea Keluar produk mineral dampak hilirisasi SDA.

GRAFIK 2.2.11

REALISASI PENERIMAAN BEA KELUAR
SEMESTER 1, 2019-2023 (triliun rupiah)
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Sumber: Kementerian Keuangan

2.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kondisi perekonomian global yang masih mengalami perlambatan di tahun 2023 turut
memengaruhi pencapaian target PNBP pada semester I tahun 2023. Tren peningkatan harga
komoditas dunia yang mengalami peningkatan di tahun 2022, mulai melambat sejak memasuki
tahun 2023. Hal ini memengaruhi kinerja PNBP yang sebagian besar masih disumbang oleh
Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), namun secara umum masih menunjukkan kinerja
positif pada semester I tahun 2023. Kinerja positif ini terutama berasal dari Pendapatan
SDA Nonmigas khususnya mineral dan batubara (minerba). Realisasi Pendapatan SDA yang
bersumber dari minerba tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun 2022 seiring
dengan lebih tingginya harga minerba di pasaran walaupun mengalami moderasi sejak bulan
Januari 2023. Sedangkan Pendapatan SDA dari minyak dan gas bumi (migas) mengalami
penurunan seiring dengan turunnya lifting migas dan harga minyak mentah Indonesia (ICP)
di pasar internasional. Tren ICP dan Harga Batubara Acuan (HBA) selama tahun 2022-2023
dapat dilihat pada Grafik 2.2.12.

GRAFIK 2.2.12
PERKEMBANGAN ICP & HBA, 2022-2023
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Realisasi Pendapatan Non-SDA masih menunjukkan kinerja yang positif sampai dengan
semester I tahun 2023, terutama didukung oleh Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan
(KND) yang mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan Pendapatan KND pada semester
I tahun 2023 didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN atas membaiknya kinerja
BUMN sektor perbankan tahun buku 2022. Di sisi lain, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU
mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya pendapatan yang tidak berulang antara lain
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan denda serta penurunan
Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan kondisi tersebut,
secara keseluruhan PNBP pada semester I tahun 2023 mencapai Rp302,1 triliun atau 68,5
persen dari target APBN 2023, tumbuh 5,5 persen dari periode yang sama tahun yang lalu.
Perkembangan PNBP pada semester I tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.2.13 dan
Tabel 2.2.1.
GRAFIK 2.2.13

PERKEMBANGAN PNBP SEMESTER I, 2019-2023
(triliun rupiah)

38,4
18,3 11,
(11,2) 4 5,5
286,4 302,1
209,1 206,9
I ) I
2019 2020 2021 2022 2023
mmm PNBP  =O=Pertumbuhan (%)
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TABEL 2.2.1
PERKEMBANGAN PNBP REALISASI SEMESTER I, 2022-2023
(triliun rupiah)
2022 2023
Uraian Perpres | Realisasi | %thd | Pertumbuhan | ... | Realisasi [ %thd | Pertumbuhan
98/2022 | Semester1 | Perpres (%) Semester I | APBN (%)

Penerimaan Negara Bukan Pajak 481,6 286,4 59,5 38,4 441,4 302,1 68,5 5,5
a. Pendapatan SDA 226,5 115,2 50,9 92,8 196,0 138,3 70,6 20,1
1) Pendapatan Migas 139,1 7550 53,9 87,9 131,2 60,1 45,8 (19,9)
- Pendapatan SDA Minyak bumi 106,5 66,5 62,5 99,6 96,1 50,3 52,3 (24,5)

- Pendapatan SDA Gas Bumi 32,6 8,4 25,9 28,5 35,0 9,8 28,0 16,3

2) Pendapatan Nonmigas 87,4 40,2 46,0 102,8 64,8 78,3 120,8 94,7

- Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 78,9 36,5 46,3 120,5 54,0 74,7 138,2 104,7

- Pendapatan Kehutanan 5,2 2,2 42,9 1,6 5,2 2,3 45,3 4,1
- Pendapatan Perikanan 1,7 0,6 36,7 114,3 3.5 0,0 1,2 (93,1)

- Pendapatan Panas Bumi 1,6 0,8 52,4 8,3 2,1 1,2 56,2 40,0

b.P dari K Negara Dipi 37,1 35,5 95,7 122,9 49,1 42,4 86,3 19,4
c. PNBP Lainnya 112,2 87,8 78,2 23,8 113,3 83,0 73,2 (5,5)
-Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 23,0 28,9 125,6 161,2 31,2 24,1 77,2 (16,5)

- Pendapatan DMO 9,9 2,7 27,2 - 53 - -

- PNBP K/L 794 56,2 70,8 (6,0) 76,8 58,9 76,7 47
d. Pendapatan BLU 105,8 47,9 45,3 (20,6) 83,0 38,4 46,3 (19,8)

Sumber : Kementerian Keuangan

2.2.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Kinerja PNBP yang berasal dari SDA pada semester I tahun 2023 tumbuh 20,1 persen
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama
berasal dari kenaikan pada sektor nonmigas sebesar 94,7 persen. Kenaikan ini disebabkan
oleh masih menguatnya harga komoditas dunia terutama batubara sejak tahun 2022. Di sisi
lain, pendapatan sektor migas mengalami kontraksi akibat penurunan ICP dan lifting migas.

Realisasi pendapatan SDA migas pada semester I tahun 2023 mencapai Rp60,1 triliun atau
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45,8 persen terhadap target APBN 2023, terkontraksi sebesar 19,9 persen dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan
ICP dan lifting migas. Rata-rata ICP pada semester I tahun 2023 mencapai US$75,2/
barel, lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP pada semester I tahun 2022 yang mencapai
US$104,1/barel. Perkembangan Pendapatan SDA Migas semester I tahun 2019-2023 dapat
dilihat pada Grafik 2.2.14.

GRAFIK 2.2.14

PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS SEMESTER,
2019-2023 (triliun rupiah)

87,9
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Sementara itu, realisasi pendapatan SDA Nonmigas pada semester I tahun 2023 mengalami
peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan
tersebut dikontribusikan oleh pendapatan SDA pertambangan minerba, pendapatan SDA
kehutanan, dan pendapatan SDA panas bumi. Sementara itu, pendapatan SDA perikanan
mengalami perlambatan. Perkembangan realisasi semester I tahun 2019-2023 Pendapatan
SDA Nonmigas dapat dilihat pada Grafik 2.2.15.

GRAFIK 2.2.15

PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS SEMESTER,
2019-2023 (triliun rupiah)
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Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas semester I tahun 2023 mencapai sebesar
Rp78,3 triliun atau 120,8 persen terhadap target APBN 2023, tumbuh signifikan sebesar
94,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Peningkatan ini didukung
oleh Pendapatan SDA Pertambangan Minerba yang tumbuh 104,7 persen dibandingkan
periode yang sama pada tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan harga batubara. Rata-rata
HBA semester I tahun 2023 mencapai US$254,6/ton jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata
HBA semester I tahun 2022 yang mencapai US$239,8/ton. Selain itu, implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Energi
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dan Sumber Daya Mineral yang mengubah tarif royalti batubara maksimal 7,0 persen menjadi
maksimal 13,5 persen juga berpengaruh positif pada pencapaian target Pendapatan SDA
Pertambangan Minerba.

Realisasi Pendapatan SDA Kehutanan semester I tahun 2023 mencapai sebesar Rp2,3 triliun
atau 45,3 persen terhadap target APBN 2023, tumbuh 4,1 persen dibandingkan periode yang
sama pada tahun 2022. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan produksi kayu
bulat dan upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan.

Realisasi Pendapatan SDA Perikanan semester I tahun 2023 mencapai sebesar
Rpo,04 triliun atau 1,2 persen terhadap target APBN 2023, terkontraksi 93,1 persen
dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh
perubahan metode perhitungan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dari praproduksi
menjadi pascaproduksi dimana Wajib Bayar akan dihitung PNBP-nya pada saat mendaratkan
ikan. Rata-rata waktu kapal penangkap ikan beroperasi 2-4 bulan di laut sehingga selama
semester I tahun 2023 masih sedikit kapal yang mendaratkan ikan.

Realisasi Pendapatan SDA Panas Bumi semester I tahun 2023 mencapai sebesar
Rp1,2 triliun atau 56,2 persen terhadap target APBN 2023, tumbuh 40,0 persen
dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh
peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi karena adanya tambahan Setoran Bagian
Pemerintah (SBP) periode triwulan II tahun 2023 dengan diterimanya pembayaran listrik
Wayang Windu unit I periode Juli — Desember 2022 yang sebelumnya mengalami dispute
eskalasi harga.

2.2.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sampai dengan
semester I tahun 2023 mencapai sebesar Rp42,4 triliun atau 86,3 persen terhadap
target APBN 2023, tumbuh 19,4 persen dari periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan
tersebut terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) terutama dari sektor perbankan. Perkembangan Pendapatan KND semester I tahun
2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.2.16.

GRAFIK 2.2.16
PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND
SEMESTER I, 2019-2023 (triliun rupiah)
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Sumber: Kementerian Keuangan

2.2.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya yang terdiri dari PNBP Kementerian Negara/Lembaga (K/L),
Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan Domestic Market Obligation (DMO) sampai dengan
semester I tahun 2023 sebesar Rp83,0 triliun atau mencapai 73,2 persen terhadap target APBN
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2023. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 5,5 persen dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Secara lebih rinci, realisasi PNBP Lainnya sampai dengan semester I
tahun 2023 terdiri dari PNBP K/L sebesar Rp58,9 triliun atau tumbuh 4,7 persen dibandingkan
periode yang sama tahun lalu dan Pendapatan PHT sebesar Rp24,1 triliun atau terkontraksi
16,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk Pendapatan DMO
sampai dengan semester I tahun 2023 masih belum terdapat penerimaan. Perkembangan
PNBP Lainnya semester I tahun 2019 — 2023 dapat dilihat pada Grafik 2.2.17.

GRAFIK 2.2.17
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA SEMESTER 1,
2019-2023 (triliun rupiah)
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Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja PNBP Lainnya pada semester I tahun 2023 didukung oleh Pendapatan Layanan
K/L yang mengalami peningkatan, terutama kenaikan yang berasal dari pendapatan
pelayanan dan administrasi hukum, pendapatan jasa transportasi, serta layanan pertanahan.
Beberapa PNBP K/L yang mencatatkan kinerja positif sampai dengan semester I tahun 2023
antara lain Polri, Kemenhub, Kemenkumham, dan Kemen ATR/BPN. Hal ini disebabkan
oleh peningkatan volume pelayanan K/L seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat
sebagai dampak membaiknya pandemi Covid-19 di tahun 2023. Realisasi semester I tahun
2022 — 2023 PNBP Lainnya pada 10 K/L dengan target PNBP terbesar dapat dilihat pada
Tabel 2.2.2.

TABEL 2.2.2
REALISASI SEMESTER I TAHUN 2022 - 2023
PNBP LAINNYA PADA 10 K/L DENGAN TARGET PNBP TERBESAR (triliun rupiah)

2022 2023
No Kementerian/ Lembaga ;:721);;2 Semester I P':/:rg::s APBN Semester I |% thd APBN
1 |Kementerian Komunikasi dan Informatika 21,0 7,0 33,1 21,5 6,1 28,5
2 [Kepolisian Negara Republik Indonesia 9,1 4,2 46,8 10,3 4,5 44,3
3 |Kementerian Perhubungan 6,9 3,4 48,5 8,1 4,1 51,2
4 |Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3,8 2,4 64,1 4,3 4,5 106,6
5 |Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2,2 1,1 49,5 2,5 1,3 53,7
6 |Kementerian Pertahanan 2,2 1,4 62,5 2,3 1,2 54,9

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
7 Teknologi L8 L7 94,9 L9 L3 67,6
8 [Kementerian Agama 2,1 1,1 52,7 2,0 1,0 52,7
9 [Kementerian Ketenagakerjaan 1,2 0,9 75,9 1,2 0,9 75,6
10 |Kementerian Kesehatan 0,6 2,2 372,5 0,5 0,5 84,6

Sumber: Kementerian Keuangan
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Capaian realisasi pendapatan PNBP K/L pada 10 K/L dengan target PNBP terbesar secara
lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Realisasi PNBP Lainnya Kemenkominfo pada semester I tahun 2023 sebesar Rp6,1 triliun
atau 28,5 persen terhadap target APBN 2023, mengalami penurunan sebesar 12,0 persen
dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan
beberapa jenis PNBP yang belum optimal, antara lain Pendapatan Hasil Kerja Sama
Lembaga/Badan Usaha sebagai akibat terkendalanya pembangunan Base Transceiver
Station (BTS). Selain itu adanya efisiensi yang dilakukan lembaga penyiaran dengan
menonaktifkan beberapa wilayah siaran, untuk kemudian melakukan perluasan di wilayah
tertentu dengan sistem digital, berakibat pada penerimaan atas Izin Penyelenggaran
Penyiaran yang cenderung turun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Realisasi PNBP Lainnya Polri pada semester I tahun 2023 sebesar Rp4,5 triliun atau
44,3 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
6,8 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Hal ini dikarenakan
kondisi perekonomian akibat pandemi telah mulai kembali normal, sehingga penjualan
kendaraan bermotor tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan penjualan
tahun 2022. Dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor mengakibatkan
peningkatan PNBP Kepolisian terutama PNBP yang berasal dari STNK, BPKB, TNKB,
STCK, TCKB dan NRKB. Selain PNBP dari fungsi lantas, PNBP Polri juga meningkat dari
layanan Pengamanan Objek Vital dan pendapatan dari layanan Kedokteran Kepolisian
dan Kesehatan Kepolisian.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Realisasi PNBP Lainnya Kemenhub pada semester I tahun 2023 sebesar Rp4,1 triliun
atau 51,2 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami peningkatan
sebesar 22,9 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Peningkatan pada
PNBP Lainnya terutama bersumber dari pembayaran piutang PNBP Track Access Charge
(TAC) tahun 2022 di semester I tahun 2023. Selain itu dipengaruhi oleh tren kenaikan
pendapatan jasa navigasi penerbangan seiring pulihnya dampak pada transportasi udara
dari Pandemi Covid-19, serta adanya peningkatan pendapatan lain seperti Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Kepelabuhanan, dan Jasa Navigasi Pelayaran.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Realisasi PNBP Lainnya Kemenkumham pada semester I tahun 2023 sebesar
Rp4,5 triliun atau 106,6 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami
kenaikan sebesar 86,3 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Kenaikan
ini utamanya disebabkan antara lain dari peningkatan pendapatan pada layanan
keimigrasian, khususnya visa sebagai dampak pengaturan kembali negara subjek Bebas
Visa Kunjungan (BVK) menjadi 10 negara dari sebelumnya 169 negara dan dibukanya
layanan Visa On Arrival (VOA) bagi 2 negara, serta implementasi kemudahan pengajuan
permohonan dan pembayaran PNBP layanan keimigrasian secara elektronik dengan
menggunakan instrumen pembayaran internasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (Kementerian ATR/
BPN)

Realisasi PNBP Lainnya Kementerian ATR/BPN pada semester I tahun 2023 sebesar
Rp1,3 triliun atau sebesar 53,7 persen terhadap target APBN 2023, tumbuh sebesar
21,5 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Peningkatan ini berasal
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dari layanan pertanahan berbasis elektronik/digital yaitu layanan Hak Tanggungan
Elektronik (HT-el) dan layanan pengecekan sertifikat tanah.

6. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

Realisasi PNBP Lainnya Kemenhan pada semester I tahun 2023 sebesar Rp1,2 triliun
atau 54,9 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami penurunan
sebesar 9,8 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2022. Hal
ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat beberapa satker rumah sakit lingkup Kemenhan
yang mengalami perubahan status menjadi satker Badan Layanan Umum (BLU).

7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Realisasi PNBP Lainnya Kemendikbudristek pada semester I tahun 2023 sebesar
Rp1,3 triliun atau 67,6 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami
penurunan 27,8 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Penurunan
ini disebabkan dari Pendapatan Pendidikan akibat adanya perubahan status pengelolaan
keuangan pada PTN menjadi PTN BLU pada 10 PTN serta penurunan pada Pendapatan
Penerimaan Kembali Belanja TAYL utamanya dari Kartu Indonesia Pintar (KIP).

8. Kementerian Agama (Kemenag)

Realisasi PNBP Lainnya Kemenag pada semester I tahun 2023 sebesar Rp1,0 triliun atau
52,7 persen terhadap target APBN 2023, terkontraksi 5,6 persen dari realisasi pada periode
yang sama tahun 2022. Penurunan ini utamanya berasal dari pendapatan pada Layanan
Jasa Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan rendahnya angka peristiwa pencatatan
pernikahan baik di dalam maupun di luar KUA Kecamatan. Selain itu, penurunan juga
berasal dari Layanan Pendidikan Non-BLU dikarenakan beberapa satker Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Non-BLU berubah status menjadi satker BLU.

9. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

Realisasi PNBP Lainnya Kemnaker pada semester I tahun 2023 sebesar Rpo,9 triliun atau
75,6 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar
0,2 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan ini utamanya
berasal dari mulai menurunnya penerimaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
yang masuk ke Indonesia.

10. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Realisasi PNBP Lainnya Kemenkes pada semester I tahun 2023 sebesar Rpo,5 triliun
atau 84,6 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami kontraksi
79,4 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan realisasi
Kemenkes ini disebabkan adanya kebijakan dari Kemenkes yang meniadakan kewajiban
pelaksanaan vaksin meningitis bagi jamaah umroh sehingga berdampak pada
berkurangnya pendapatan yang berasal dari jasa layanan vaksin kesehatan.

2.2.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Realisasi pendapatan BLU sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp38,4 triliun atau
mencapai 46,3 persen terhadap target APBN 2023, terkontraksi 19,8 persen dibandingkan
periode yang sama tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan
dari Satker BLU rumpun pengelolaan dana yaitu Satker Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDPKS). Sementara itu, Pendapatan BLU pada beberapa K/L menunjukkan
kinerja positif terutama BLU yang berada di bawah kewenangan Kemenkes, Kemenkominfo,
Kemenhan, Kemenag, Polri, BP Batam, Kemenhub, dan KemenESDM. Perkembangan
Pendapatan BLU semester I tahun 2019—2023 dapat dilihat pada Grafik 2.2.18.
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GRAFIK 2.2.18
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU SEMESTERI,
2019-2023 (triliun rupiah)
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Sumber: Kementerian Keuangan

Capaian realisasi pendapatan BLU pada 10 K/L dengan target PNBP terbesar secara lebih rinci
dijelaskan sebagai berikut.

1.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Realisasi BLU Kemenkeu pada semester I tahun 2023 mencapai Rp19,9 triliun atau
46,9 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut terkontraksi 32,6 persen
jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan tersebut terutama berasal
dari PNBP BLU sawit. Sejak Maret 2023 terjadi penurunan harga CPO dengan salah
satu penyebabnya yaitu adanya penurunan permintaan minyak kelapa sawit dunia
dampak dari penurunan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai dan biji
bunga matahari. Penurunan tersebut berdasarkan asumsi perkembangan pasar Industri
Kelapa Sawit, yang diperkirakan pada tahun 2023 harga CPO akan berkisar antara
US$726-US$978/MT (referensi Kemendag), volume ekspor sebesar 36,3 juta ton.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Realisasi BLU Kemenkes pada semester I tahun 2023 mencapai Rp6,7 triliun atau
43,2 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami peningkatan
sebesar 5,9 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kenaikan tersebut
antara lain berasal dari meningkatnya realisasi pendapatan jasa pelayanan rumah sakit
dan jasa layanan pendidikan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Realisasi BLU Kemendikbudristek pada semester I tahun 2023 mencapai Rp3,7 triliun
atau 47,3 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut terkontraksi 12,5 persen
apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Penurunan ini
utamanya berasal dari jasa layanan pendidikan yang disebabkan oleh perubahan status
3 Perguruan Tinggi Negeri BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-
BH) yang berlaku efektif tahun 2023 yaitu Universitas Negeri Semarang, Universitas
Negeri Surabaya, dan Universitas Terbuka.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Realisasi BLU Kemenkominfo pada semester I tahun 2023 mencapai Rp2,2 triliun atau
60,0 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut terkontraksi 3,9 persen jika
dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal
dari Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha sebagai akibat terkendalanya
pembangunan BTS.
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10.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

Realisasi BLU Kemenhan pada semester I tahun 2023 mencapai Rpi,5 triliun atau
37,5 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut terkontraksi sebesar
11,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2022. Penurunan
ini utamanya berasal dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Realisasi BLU Polri pada semester I tahun 2023 mencapai Rp1,1 triliun atau 42,8 persen
terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 11,4 persen
jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2022. Penurunan realisasi
Pendapatan BLU tersebut utamanya berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah
Sakit di Rumah Sakit Polri.

Kementerian Agama (Kemenag)

Realisasi BLU Kemenag pada semester I tahun 2023 mencapai Rpi,4 triliun atau
59,3 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
21,3 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut
utamanya dipengaruhi oleh pendapatan dari Layanan Sertifikasi Halal dan Layanan
Pendidikan. Pada Pendapatan Layanan Pendidikan peningkatan disebabkan oleh adanya
alih status beberapa PTKN Non-BLU menjadi BLU serta peningkatan fasilitas pendidikan
yang turut meningkatkan daya tampung dan kualitas layanan.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Realisasi BLU BP Batam pada semester I tahun 2023 mencapai Rpo,5 triliun atau
27,1 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami peningkatan
sebesar 21,0 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun
2022. Peningkatan tersebut utamanya didorong atas layanan pertanahan otorita, layanan
kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
yang turut mendongkrak penerimaan BLU Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Batam (BPKPBPB).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Realisasi BLU Kemenhub pada semester I tahun 2023 mencapai Rpo,8 triliun atau
49,3 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami peningkatan
sebesar 32,1 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun
2022. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan penerimaan Jasa Pendidikan
dan Pelatihan pada beberapa satker BLU disebabkan oleh pelaksanaan pelatihan dan
pendidikan taruna yang mulai normal kembali pasca pandemi Covid-19.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM)

Realisasi BLU KemenESDM pada semester I tahun 2023 mencapai Rpo,2 triliun
atau 49,2 persen terhadap target APBN 2023. Realisasi tersebut mengalami
peningkatan sebesar 47,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama
tahun 2022. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari kebijakan perubahan
struktur BLU yang sebelumnya berada di bawah Balitbang Kementerian ESDM
menjadi di bawah unit eselon I teknis terkait sehingga BLU sudah mulai
berkegiatan seperti semula.
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Realisasi semester I tahun 2022-2023 Pendapatan BLU pada 10 K/L dengan target PNBP

terbesar dapat dilihat pada Tabel 2.2.3.
TABEL 2.2.3

REALISASI SEMESTER I TAHUN 2022 - 2023
PENDAPATAN BLU PADA 10 K/L DENGAN TARGET PNBP TERBESAR (triliun rupiah)

2022 2023
No Kementerian/ Lembaga ;);;75;:82 Semester I P(fr;];is APBN Semester I (% thd APBN
1 |Kementerian Keuangan 65,6 29,5 45,0 42,4 19,9 46,9
2 [Kementerian Kesehatan 14,8 6,3 42,5 15,4 6,7 43,2
3 Kementexjian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 8,5 42 501 78 3,7 473

Teknologi > > > ’ ? >
4 |Kementerian Komunikasi dan Informatika 3,8 2,2 59,6 3,6 2,2 60,0
5 |Kementerian Pertahanan 3,6 1,7 46,4 3,9 1,5 37,5
6 [Kepolisian Negara Republik Indonesia 2,2 1,3 57,6 2,6 1,1 42,8
7 |Kementerian Agama 2,2 1,2 53,4 2.4 1,4 59,3
o [ G rertsgnn b |y oy el as|es|
9 |Kementerian Perhubungan 1,6 0,6 37,5 1,6 0,8 49,3
10 |Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 0,4 0,1 31,1 0,4 0,2 49,2

Sumber: Kementerian Keuangan

2.2.3 Penerimaan Hibah

Realisasi penerimaan hibah pada semester I tahun 2023 mencapai Rpo,1triliun atau 36,0 persen
terhadap target APBN 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.19, yang dipengaruhi
terutama oleh penerimaan hibah yang berasal dari luar negeri. Penerimaan yang berasal dari
hibah luar negeri terutama digunakan sebagai berikut (1) pengelolaan hutan berkelanjutan;
(2) pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa; (3) perencanaan pembangunan
nasional; serta (4) percepatan penanganan stunting dan pemerataan pembangunan.
Sementara itu, realisasi penerimaan hibah yang bersumber dari dalam negeri terutama melalui
pemerintah daerah digunakan untuk (1) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan,
dan keamanan; serta (2) meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan dan pelatihan

vokasi.

GRAFIK 2.2.19

REALISASI PENERIMAAN HIBAH
SEMESTER I, 2019-2023 (triliun rupiah)

0,7
0,1 0,3 0,1
: E— .
2019 2020 2021 2022 2023
m Hibah

Sumber: Kementerian Keuangan
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2.3 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme
pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama tetap meningkatkan kewaspadaan dalam
merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Sejalan dengan hal itu, BPP tahun
2023 diarahkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan kebijakan
yang berfokus antara lain pada: (1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang
terampil, produktif, dan berdaya saing; (2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur
pendukung transformasi ekonomi dan pelayanan dasar; (3) mendukung revitalisasi
industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor; (4) mendukung adaptasi teknologi hijau,
pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan transisi energi; (5) meningkatkan ketepatan
sasaran penyaluran program bantuan sosial (bansos) dan subsidi; (6) meningkatkan efektivitas
implementasi reformasi birokrasi; (7) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat
nonprioritas; (8) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah;
dan (9) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan
kegiatan mendesak lainnya.

Sampai dengan semester I tahun 2023, penyerapan BPP menunjukkan kinerja yang positif
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Kinerja anggaran BPP sampai dengan
semester I tahun 2023 mencapai Rp891,6 triliun terutama disumbangkan oleh realisasi
belanja non-K/L antara lain untuk pembayaran subsidi dan kompensasi. BPP pada semester
I 2023 antara lain digunakan untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi serta
mempertahankan daya beli ditengah kondisi geopolitik dan ketidakpastian global yang masih
berlangsung. Hal ini dilakukan melalui beberapa program antara lain Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Sembako, bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), bantuan bencana, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi,
pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, serta pembayaran gaji dan tunjangan.

2.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Realisasi BPP pada semester I tahun 2023 mencapai Rp891,6 triliun atau 39,7 persen dari
APBN tahun 2023. Realisasi BPP terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp417,2 triliun
dan realisasi belanja non K/L sebesar Rp474,4 triliun. Kinerja realisasi BPP sampai dengan
semester I tahun 2023 tersebut meningkat sebesar 1,6 persen jika dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp877,2 triliun. Perkembangan Realisasi
BPP semester I dapat dilihat pada Grafik 2.3.1.

Grafik 2.3.1
Perkembangan Realisasi BPP Semester I, 2019-2023
(triliun rupiah)
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2.3.1.1 Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, belanja Kementerian Negara/Lembaga (belanja K/L)
merupakan salah satu instrumen yang sangat penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan
berbagai kebijakan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, antara lain
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan
demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pada tahun 2023, belanja K/L diarahkan
antara lain untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan
infrastruktur prioritas, melanjutkan reformasi birokrasi, dan mendukung pelaksanaan
revitalisasi industri. Selain itu, belanja K/L tahun 2023 juga diarahkan untuk mendukung
pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, mempercepat penurunan stunting,
meningkatkan kualitas belanja, serta memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi belanja K/L mencapai Rp417,2 triliun
atau 41,7 persen dari pagu APBN 2023. Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2022 yang mencapai Rp393,8 triliun atau
41,6 persen dari pagunya, yang antara lain dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi belanja
bantuan sosial, adanya pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 (tahun 2022 direalisasikan
pada bulan Juli 2022), serta lebih tingginya realisasi belanja yang bersumber dari pinjaman
dan surat berharga syariah negara (SBSN). Perkembangan realisasi semester I belanja K/L
disajikan dalam Grafik 2.3.2.

GRAFIK 2.3.2
REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L, 2019-2023
(triliun rupiah)

6
40,0 41,9 43 41,6 41,7

2019 2020 2021 2022 2023

mmmm Pagu s Realisasi Semester I % penyerapan

Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, apabila dilihat dari sumber dana, realisasi belanja K/L pada semester I tahun
2023 terdiri dari realisasi belanja K/L yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp363,1
triliun atau 43,4 persen dari pagu APBN 2023 dan non rupiah murni sebesar Rp54,1 triliun
atau 32,9 persen dari pagu APBN 2023. Realisasi belanja K/L yang bersumber dari rupiah
murni dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran BOS, PIP, PKH, Kartu Sembako, bantuan
iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi,
pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, pembangunan IKN, persiapan pelaksanaan
Pemilu tahun 2024, serta pembayaran gaji dan tunjangan. Sementara itu, realisasi belanja K/L
pada semester I tahun 2023 yang bersumber dari non rupiah murni digunakan antara lain
untuk pelayanan dasar bagi masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit),
penyaluran dana insentif biodiesel, pembangunan jalan dan jalur kereta api, serta revitalisasi
dan pengembangan asrama haji. Ringkasan belanja K/L berdasarkan sumber dana disajikan
pada Tabel 2.3.1
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TABEL 2.3.1
REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L BERDASARKAN SUMBER DANA, 2022-2023
(triliun rupiah)

2022 2023
sember pana gurbves | st | % | avmy | et |

Rupiah Murni (RM) 778,0 347,9 | 44,7 836,2 363,1 | 43,4
NonRupiah Murni (Non RM) 167,7 46,0 27,4 164,6 54,1 32,9
- Rupiah Murni Pendamping (RMP) 6,5 0,2 3,2 10,8 2,4 22,6

- Pagu Penggunaan PNBP/BLU 90,9 29,0 31,9 84,9 28,7 33,8

- Pinjaman dan Hibah 37,4 10,0 26,7 34,5 13,7 39,8

- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 32,9 6,8 20,6 34,4 9,3 26,9
Total 945,8 393,8 41,6 1.000,8 417,2 41,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, profil dari kinerja belanja K/L pada semester I tahun 2023 juga dapat
diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: (1) K/L dengan tingkat penyerapan di atas
rata-rata nasional (lebih dari 41,7 persen); (2) K/L dengan tingkat penyerapan antara 30,0
persen sampai dengan 41,7 persen; dan (3) K/L dengan tingkat penyerapan di bawah 30,0
persen. Distribusi jumlah K/L per kelompok tingkat penyerapan dapat dilihat pada Grafik
2.3.3.

GRAFIK 2.3.3
PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L
SEMESTER 1 TAHUN 2023

11 K/L dengan
tingkat penyerapan
di bawah 30,0%

31 K/L dengan ti

i

42 K/L dengan tingkat
penyerapan antara 30,0% -
41,7

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tahun 2023, prioritas pembangunan difokuskan pada bidang kesehatan, perlindungan
sosial, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta hukum, pertahanan, dan keamanan.
Selanjutnya, realisasi belanja K/L dalam semester I tahun 2023 akan dijelaskan berdasarkan
fokus pembangunan tersebut yang akan diwakili oleh beberapa K/L sebagai berikut.

Pembangunan Bidang Kesehatan
Kementerian Kesehatan

Pada tahun 2023, anggaran belanja pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diarahkan
untuk mendukung pencapaian arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 antara lain melalui
program kesehatan masyarakat, dan program pelayanan kesehatan dan JKN. Sampai dengan
semester I tahun 2023, Kemenkes telah merealisasikan anggaran sebesar Rp36,2 triliun atau
42,3 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp85,5 triliun. Realisasi anggaran tersebut lebih
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rendah apabila dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2022 yaitu sebesar
Rp54,7 triliun, yang antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya pembayaran klaim pasien
dan insentif untuk tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 sejalan dengan
menurunnya jumlah kasus Covid-19. Selanjutnya, realisasi anggaran pada semester I tahun
2023 tersebut antara lain dimanfaatkan untuk: (1) ) penyaluran bantuan iuran peserta PBI
JKN sebanyak 96,7 juta peserta; (2) ibu hamil kurang energi kronis yang mendapat makanan
tambahan dari buffer stock sebanyak 50,0 ribu orang; dan (3) balita kurus yang mendapat
makanan tambahan dari buffer stock sebanyak 138,9 ribu orang. Perkembangan realisasi
anggaran Kemenkes pada semester I disajikan dalam Grafik 2.3.4.

GRAFIK 2.3.4
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN KESEHATAN, 2019-2023
(triliun rupiah)

56,5
59,6 482 7553 ’

42,3
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Sumber : Kementerian Keuangan

Pembangunan Bidang Perlindungan Sosial

Kementerian Sosial

Pada tahun 2023, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu, serta dalam rangka pengentasan
kemiskinan ekstrem, Kementerian Sosial (Kemensos) melaksanakan beberapa kegiatan
antara lain pelaksanaan PKH, penyaluran bantuan pangan melalui program kartu sembako,
pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI), pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban
bencana alam, dan rumah sejahtera terpadu.

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp38,5 triliun
atau 49,2 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp78,2 triliun. Realisasi anggaran tersebut
dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran PKH kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) dan penyaluran bantuan program Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM. Penyaluran
bantuan sosial tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dan menjaga tingkat
konsumsi masyarakat miskin dan rentan. Selanjutnya, Kemensos juga telah merealisasikan
beberapa kegiatan prioritas lainnya seperti rehabilitasi sosial anak sebanyak 12,3 ribu orang,
rehabilitasi sosial lansia sebanyak 28,9 ribu orang, rehabilitasi sosial disabilitas sebanyak 18,2
ribu orang, dan bantuan logistik tanggap darurat sebanyak 111 ribu paket. Perkembangan
realisasi anggaran Kemensos pada semester I disajikan dalam Grafik 2.3.5.
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GRAFIK 2.3.5
REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN SOSIAL, 2019-2023
(triliun rupiah)
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Sumber : Kementerian Keuangan

Pembangunan Bidang Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pada tahun 2023, kegiatan-kegiatan prioritas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dilaksanakan melalui program-program antara
lain PIP, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru dan dosen, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi
Negeri (BOPTN), kampus merdeka, guru penggerak, dan merdeka belajar. Sampai dengan
semester I tahun 2023, Kemendikbudristek telah merealisasikan anggaran sebesar Rp30,6
triliun atau 38,2 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp80,2 triliun. Realisasi anggaran
tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran Program Indonesia Pintar untuk 9,3
juta siswa; (2) penyaluran KIP Kuliah untuk 666,6 ribu mahasiswa; (3) pembayaran Tunjangan
Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 222,5 ribu guru non-PNS; dan (4) BOPTN sebanyak 125
lembaga perguruan tinggi. Kinerja penyerapan anggaran Kemendikbudristek dalam semester
I sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.6.
GRAFIK 2.3.6
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI, 2019-2023
(triliun rupiah)
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Sumber : Kementerian Keuangan
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Kementerian Agama

Pada tahun 2023, Kementerian Agama (Kemenag) terus melanjutkan kegiatan prioritas dan
strategis khususnya bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber
daya manusia Indonesia. Sampai dengan semester I tahun 2023, Kementerian Agama telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp34,6 triliun atau 49,2 persen dari pagu APBN 2023
sebesar Rp70,4 triliun. Selama semester I tahun 2023, Kemenag telah melakukan kegiatan-
kegiatan prioritas antara lain: (1) penyaluran BOS kepada 6,0 juta siswa; (2) penyaluran
PIP kepada 1,6 juta siswa; (3) Bidik misi/KIP Kuliah untuk 44,1 ribu mahasiswa; dan (4)
pembayaran TPG non-PNS untuk 121,7 ribu guru. Selanjutnya kinerja penyerapan Kemenag
dalam semester I sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.7.

GRAFIK 2.3.7
REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN AGAMA,
2019-2023
(triliun rupiah)
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Sumber : Kementerian Keuangan

Pembangunan Bidang Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU
& PERA) memanfaatkan anggaran antara lain untuk percepatan atau penuntasan proyek-
proyek strategis melalui program infrastruktur konektivitas, program perumahan dan
kawasan permukiman, dan program ketahanan sumber daya air. Sampai dengan semester I
tahun 2023, Kementerian PU & PERA telah merealisasikan anggaran sebesar Rp38,5 triliun
atau 30,7 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp125,2 triliun. Beberapa output strategis
yang telah dicapai sampai dengan semester I tahun 2023 antara lain: (1) bendungan (progres
31,3 persen dari target sebanyak 31 unit terdiri atas 4 bendungan baru dan 27 bendungan
on going); (2) pembangunan jaringan irigasi (progres fisik 27,5 persen dari target 613,3
km); (3) rehabilitasi jaringan irigasi (progres fisik 31,2 persen dari target 1.016,7 km); (4)
pembangunan jalan sepanjang 159,5 km; (5) pembangunan jembatan sepanjang 3.935,1 m;
(6) rumah susun (progres fisik 10 persen dari target sebanyak 1.369 unit); dan (7) rumah
khusus (progres fisik 15 persen dari target sebanyak 2.422 unit).

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian PU & PERA
juga memanfaatkan anggarannya antara lain untuk pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A,
pembangunan embung KIPP, pembangunan jalan kerja logistik IKN, pembangunan jalan
Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur, pembangunan Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang
— KKT Kariangau, pembangunan gedung kawasan istana Kepresidenan, Kemenko, dan
Kemensetneg. Kinerja penyerapan anggaran Kementerian PU & PERA dalam semester I
disajikan dalam Grafik 2.3.8.
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GRAFIK 2.3.8
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, 2019-2023
(triliun rupiah)
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Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Perhubungan

Pada tahun 2023, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melanjutkan kegiatan
prioritas dan strategis utamanya bidang infrastruktur transportasi. Kegiatan prioritas tahun
2023 tersebut dilaksanakan melalui Program Infrastruktur Konektivitas. Sampai dengan
semester I tahun 2023, Kemenhub telah merealisasikan anggaran sebesar Rp12,6 triliun
atau 37,7 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp33,4 triliun. Realisasi anggaran tersebut
digunakan antara lain untuk: (1) bidang transportasi udara yaitu pembangunan 6 bandara
baru; (2) pembangunan jalur kereta api dengan progres fisik 40,1 persen dari target sepanjang
+44 Km’sp; dan (3) pembangunan 22 pelabuhan penyeberangan baru. Disamping itu, sampai
dengan semester I tahun 2023, Kemenhub juga telah memanfaatkan anggarannya untuk
mendukung pembangunan IKN antara lain pengembangan bandara APT Pranoto Samarinda,
rehabilitasi dermaga, trestle serta lapangan penumpukan pelabuhan Penajam Paser. Kinerja
penyerapan anggaran Kemenhub dalam semester I disajikan dalam Grafik 2.3.9.

GRAFIK 2.3.9

REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2019-2023
(triliun rupiah) 34,5 37,7

27,1
22,9 24,3
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mmm Pagu mmmm Realisasi Semester I % Penyerapan

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sebagai leading sector untuk isu transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kementerian Kominfo) berkomitmen untuk mendukung implementasi proyek
atau major project transformasi digital guna meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan
digital Indonesia. Fokus pekerjaan Kementerian Kominfo adalah mengupayakan akselerasi
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Transformasi Digital Nasional guna mencapai pemulihan pascapandemi Covid-19 yang
optimal. Teknologi digital terbukti telah menjadi enabler bagi pertumbuhan berbagai sektor
ketika pembatasan mobilitas diterapkan selama pandemi. Akselerasi transformasi digital
dipusatkan pada empat sektor strategis yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital,
masyarakat digital, dan ekonomi digital.

Sampai dengan semester I tahun 2023, Kementerian Kominfo telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp2,9 triliun atau 14,7 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp19,7 triliun. Realisasi
anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) operational and maintenance (OM)
BTS/Lastmile sebanyak 1.596 titik/lokasi; (2) OM akses internet sebanyak 4.928 titik/lokasi;
(3) utilisasi Palapa Ring sebanyak 24 kabupaten/kota; dan (4) penyediaan kapasitas satelit
sebesar 12 Gbps. Perkembangan realisasi anggaran Kementerian Kominfo selama semester I
sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.10.

GRAFIK 2.3.10

REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, 2019-2023
(triliun rupiah)
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Sumber : Kementerian Keuangan

Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang
pertanian hadir untuk memastikan ketersediaan logistik produksi melalui penyaluran bantuan
benih/bibit unggul, alat mesin pertanian, serta sarana penunjang produksi lainnya. Berbagai
program yang dilaksanakan oleh Kementan antara lain program nilai tambah dan daya saing
industri, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta program nilai
tambah dan daya saing industri.

Sampai dengan semester I tahun 2023, Kementan telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp3,9 triliun atau 25,7 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp15,3 triliun. Realisasi anggaran
tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan prioritas antara lain: (1)
rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 444 unit; (2) pembantuan/peningkatan jalan
usaha tani sebanyak 155 unit; (3) bantuan alat dan mesin pertanian pra panen tanaman pangan
sebanyak 3,2 ribu unit; (4) bantuan alat dan mesin pertanian pra panen hortikultura sebanyak
1,3 ribu unit; (5) pengembangan kawasan padi seluas 35.695 ha; dan (6) pengembangan
kawasan jagung seluas 4.115 ha. Kinerja penyerapan anggaran Kementan dalam semester I
sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.11.
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GRAFIK 2.3.11
REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN,
2019-2023
(triliun rupiah)
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Sumber : Kementerian Keuangan

Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakanlembagayang melaksanakantugas pemerintahan
di bidang pangan. Pada tahun 2023, kegiatan utama Bapanas diarahkan untuk pemantapan
ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan
pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, serta pemantapan penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan.

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi anggaran Bapanas mencapai Rp80,5 miliar
atau 77,8 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp103,5 miliar. Realisasi anggaran tersebut
dimanfaatkan antara lain untuk sertifikasi sarana dan produk pangan segar yang memenuhi
standar keamanan dan mutu pangan sebanyak 2.100 produk dan distribusi pangan ke 20
kelompok masyarakat. Dalam rangka pengendalian inflasi pangan serta pemenuhan kebutuhan
gizi masyarakat di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Bapanas juga telah melaksanakan
penyaluran bantuan telur dan daging ayam serta bantuan beras melalui penugasan kepada
BUMN di bidang pangan.

Pembangunan Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Kementerian Pertahanan

Tahun 2023 Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terus melanjutkan kegiatan prioritas
dan strategis untuk mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF)
agar menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya
keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara kestabilan negara. Kegiatan prioritas
tersebut dilaksanakan melalui Program Pelaksanaan Tugas TNI, Program Profesionalisme
dan Kesejahteraan Prajurit, Program Modernisasi Alat Utama Sistem Senjata TNI (Alutsista)/
Non-Alutsista Sarpras Pertahanan, dan Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan.

Sampai dengan semester I tahun 2023, Kemenhan telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp58,8 triliun atau 43,8 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp134,3 triliun. Kinerja
penyerapan dalam semester I tersebut merupakan yang paling tinggi dalam lima tahun terakhir,
sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.12. Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan
antara lain untuk pemeliharaan/perawatan alutsista, pengadaan alutsista, pengadaan non
alutsista, pembangunan/pengadaan sarpras pertahanan,
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GRAFIK 2.3.12
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2019-2023
(triliun rupiah) 43,8
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Sumber : Kementerian Keuangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara RI (Polri) terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya
menjaga stabilitas hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik dalam
rangka mendukung pemulihan ekonomi serta melaksanakan reformasi struktural. Kegiatan
prioritas tersebut dilaksanakan antara lain melalui: (1) harkamtibmas yang kondusif guna
menciptakan rasa aman ditengah masyarakat; (2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik;
(3) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik; (4)
meningkatkan profesionalisme SDM Polri; serta (5) pemenuhan sarana dan prasarana dan
alat material khusus (almatsus) modern.

Sampai dengan semester I tahun 2023, Polri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp54,6
triliun atau 49,2 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp111,1 triliun. Sejalan dengan kinerja
anggaran, Polri juga telah merealisasikan capaian output strategisnya, antara lain: (1)
pemenuhan almatsus sebanyak 59.518 unit; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana
umum sebanyak 47.082 kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba
sebanyak 10.462 kasus; (4) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme sebanyak
25 kasus; dan (5) layanan pengendalian operasi kepolisian sebanyak 1.066 operasi. Kinerja
penyerapan dalam semester I tahun 2023 merupakan yang paling tinggi dalam lima tahun
terakhir sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.13.
GRAFIK 2.3.13
REALISASI SEMESTER I BELANJA KEPOLISIAN NEGARA RI,

2019-2023
(triliun rupiah)
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Sumber : Kementerian Keuangan
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Realisasi Belanja K/L semester I tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.2.

TABEL 2.3.2

REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2022-2023

(triliun rupiah)

2022 2023
No. KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BA Perpres Realisasi % APEN Realisasi %
98/2022 Semester I Semester I
1 | 001 |MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 07 03| 434 0,9 04| 397
2 002 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 57 2,5 44,1 6,1 2,9 47,9
3 | 004 |BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 3.7 17| 468 4,0 22| 542
4 005 |MAHKAMAH AGUNG 11,8 4,9 41,8 12,2 5,7 46,4
5 | 006 |KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 10,1 4,0 39,2 14,1 58 41,3
6 | 007 |SEKRETARIAT NEGARA 1,9 0,8 41,1 2,6 11 42,8
7 | o010 |KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3.0 14| 445 3,0 15 514
8 | on |KEMENTERIAN LUAR NEGERI 8,0 27| 334 87 3,2 37,1
9 | o012 |KEMENTERIAN PERTAHANAN 134,7 543 | 403 134,3 588 | 438
10 | 013 |KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 17,5 66| 377 18,6 76| 407
1 | o015 |KEMENTERIAN KEUANGAN 44,0 23,2 52,8 45,2 23,3 51,5
12 | 018 |KEMENTERIAN PERTANIAN 14,5 42| 289 15,3 3,9 25,7
13 019 |KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2,9 0,9 32,8 3,2 1,0 32,6
14 | 020 |KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 59 16| 269 55 18 31,9
15 022 (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 32,9 11,4 34,5 33,4 12,6 37,7
16 | 023 |KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 73,0 289 | 397 80,2 30,6 | 38,2
17 | 024 |KEMENTERIAN KESEHATAN 96,9 547| 565 85,5 362| 423
18 025 [KEMENTERIAN AGAMA 66,5 28,3 42,6 70,4 34,6 49,2
19 026 (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 5.4 1,1 20,6 5,0 1,1 21,4
20 027 |KEMENTERIAN SOSIAL 78,3 40,4 51,6 78,2 38,5 49,2
21 [ 029 |KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 71 22 31,0 6,9 24 354
22 | 032 |KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6,1 23| 376 6,8 22| 323
23 | 033 |KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 100,6 32,0 31,8 125,2 38,5 30,7
24 034 (KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 0,3 0,1 36,2 0,3 0,1 42,2
25 | 035 |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 04 02| 399 05 02| 386
26 | 036 |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 0,2 01| 342 0,2 01| 368
27 | 040 |KEMENTERIAN PARTWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 38 12| 329 34 11| 318
28 | 041 |KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 0,2 o1| 380 0,3 0,1 38,3
29 044 |KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1,4 0,3 24,2 1,4 0,3 21,8
30 | 047 |KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 03 o1 | 361 0,3 01| 362
31 | 048 |KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRAST 03 01| 384 0,3 01| 495
32 050 |BADAN INTELIJEN NEGARA 10,5 3,3 31,2 10,3 4,3 41,4
33 | o051 |BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 0,6 0,2 20,5 0,6 0,2 32,4
34 052 [DEWAN KETAHANAN NASIONAL 0,1 0,02 40,2 0,1 0,02 41,2
35 054 [BADAN PUSAT STATISTIK 57 2,3 40,4 8,0 31 39,1
36 | 055 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS 14 05| 358 1,6 06| 356
37 | 056 |KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 8,0 2,6 32,1 7,6 28| 374
38 | o057 |PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 07 02| 340 0,7 03| 382
39 | 059 |KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21,8 58 26,4 19,7 2,9 14,7
40 | 060 |KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 111,0 50,3 45,3 11,1 54,6 49,2
41 | 063 |BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 22 08| 355 2,2 09| 428
42 | 064 |LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 0,2 o1| 404 0,2 0,1 43,5
43 | 065 |KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 07 02| 306 11 03| 259
44 | 066 |BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1,8 06| 359 1,8 08| 410
45 067 [KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 3,1 1,0 33,5 3,0 1,1 37,0
46 068 |BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 3,9 1,4 36,1 4,2 2,0 47,1
47 | o074 |KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA o1 0,04 | 390 0,1 005| 42,3
48 | o75 |BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 3.1 08| 242 3,0 11| 354
49 | o076 |KOMISI PEMILIHAN UMUM 25 10| 393 16,0 8,2 515
50 077 |[MAHKAMAH KONSTITUSI RI 0,3 0,1 41,2 0,4 0,1 32,0
51 | 078 |PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 0,2 o1 431 0.3 01| 442
52 | 083 |BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 0.5 01 14,9 0,4 01| 282
53 | 084 |BADAN STANDARISASI NASIONAL 0,2 o1| 307 0,2 01| 360
54 | 085 |BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 01 0,04 36,5 0,1 0,05| 396
55 | 086 |LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 0,3 01| 380 0,3 01| 406
56 087 [ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 0,3 0,1 29,3 0,3 0,1 354
57 088 |BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 0,6 0,2 38,3 0,6 0,3 50,2
58 | 089 |BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 17 07| 382 1,9 08| 389
59 | 090 |KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2,4 07 31,1 23 09| 388
60 | 092 |KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1,9 13| 666 25 10| 405
61 | 093 [KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1,3 0,5 36,4 1,3 0,6 43,5
62 095 [DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1,0 0,5 49,5 1,2 0,5 45,8
63 100 |KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 0,2 0,1 27,3 0,2 0,1 36,0
64 103 |BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1,1 0,5 43,9 1,0 1,7 167,6
65 104 |BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 0,3 0,1 42,7 0,3 0,2 454
66 106 |LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 0,2 0,05 26,2 0,2 0,1 36,8
67 107 |BADAN SAR NASIONAL 2,0 0,7 35,2 19 0,7 36,5
68 108 |KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 0,1 0,05 48,5 0,1 0,1 51,6
69 110 (OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 0,2 0,1 37,0 0,2 0,1 36,6
70 111 (BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 0,2 0,1 34,4 0,2 0,1 44,9
71 112 |BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 2,3 0,3 11,1 2,1 0,5 25,1
72 113 |BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 0,5 0,2 36,9 0,4 0,2 43,2
73 114 |SEKRETARIAT KABINET 0,3 0,1 391 0,4 0,2 44,1
74 | 115 |BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 2,0 07 34,5 7,1 3.5 491
75 116 |LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 1,0 0,4 34,8 1,1 0,4 36,3
76 117 |TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 1,7 0,4 23,7 17 0,6 32,8
77 118 |BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG) 0,1 0,02 27,9 0,1 0,02 23,4
78 119 |BADAN KEAMANAN LAUT 0,4 0,1 31,4 0,9 0,4 44,5
79 120 |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 0,3 0,1 42,0 0,3 0,1 39,8
80 | 122 |BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 0,3 0,1 25,7 0,4 0,1 28,8
81 123 |LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 0,2 0,05 32,1 0,2 0,1 354
82 124 [(BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 6,1 1,6 26,0 6,4 1,9 29,1
83 125 [(BADAN PANGAN NASIONAL - - - 0,10 0,08 77,8
84 126 [OTORITA IBU KOTA NUSANTARA - - - - 0,03 -
Total 945,8 393,8 41,6 1.000,8 417,2 41,7
Sumber: Kementerian Keuangan
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2.3.1.2 Belanja Non Kementerian/Lembaga

Realisasi belanja Non K/L di semester I tahun 2023 mencapai Rp474,4 triliun atau lebih rendah
1,9 persen dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp483,7 triliun. Hal ini utamanya disebabkan
penurunan realisasi anggaran kompensasi pada belanja lainnya karena perbedaan periode
tagihan atas kewajiban kompensasi BBM dan listrik sesuai hasil audit. Penjelasan lebih lanjut
belanja Non K/L dijelaskan sebagai berikut.

Program Pengelolaan Utang

Pembayaran bunga utang merupakan kewajiban Pemerintah kepada investor atau pemberi
pinjaman sebagai konsekuensi penggunaan utang untuk menutup kebutuhan defisit APBN
dan kebutuhan pembiayaan lain, misalnya penyertaan modal negara. Pembayaran bunga
utang mencakup kupon dan diskon surat berharga negara, bunga pinjaman, dan biaya-biaya
lain yang timbul akibat pengelolaan utang Pemerintah. Pembayaran bunga utang sangat
dipengaruhi oleh outstanding utang Pemerintah, tambahan utang Pemerintah, dan volatilitas
di pasar keuangan, khususnya nilai tukar dan tingkat bunga. Perubahan nilai tukar akan
berdampak pada perubahan atas bunga utang dalam mata uang asing, sedangkan perubahan
tingkat bunga akan berpengaruh pada yield SBN sehingga berdampak pada biaya pengadaan
utang baru dan berdampak pada suku bunga acuan.

Pada semester I tahun 2023, realisasi program pengelolaan utang untuk pembayaran bunga
utang sebesar Rp216,0 triliun atau 48,9 persen dari pagu APBN tahun 2023 yang terdiri
dari realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp203,7 triliun atau 47,7 persen
dari pagu APBN tahun 2023, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp12,3
triliun atau 84,2 persen dari pagu APBN tahun 2023. Sebagai perbandingan, pada semester
I tahun 2022 realisasi program pengelolaan utang untuk pembayaran bunga utang mencapai
Rp187,7 triliun atau 46,3 persen dari alokasinya dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022.
Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp183,0
triliun atau 46,5 persen dari alokasinya dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022, dan realisasi
pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp4,8 triliun atau 39,2 persen dari alokasinya
dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun
2022-2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.3.
TABEL 2.3.3

REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG TAHUN 2022-2023
(triliun rupiah)

2022 2023
Uraian s cach o scach
Perpres Realisasi % thd Perpres APBN Realisasi 9% thd APBN
98/2022 Semester I 98/2022 Semester 1
I.  Dalam Negeri 393,7 183,0 46,5 426,8 203,7 47,7
II. Luar Negeri 12,2 4,8 39,2 14,6 12,3 84,2
Jumlah 405,9 187,7 46,3 441,4 216,0 48,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada semester I tahun 2023, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri telah mencapai 84,2
persen dari pagu APBN tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya suku bunga acuan
dalam pembayaran bunga pinjaman luar negeri. Peningkatan suku bunga acuan ini seiring
dengan peningkatan suku bunga global yang antara lain dipicu oleh peningkatan inflasi global.
Selanjutnya, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp203,7 triliun atau
47,7 persen dari pagu, antara lain dipengaruhi oleh tren penurunan imbal hasil SBN 10 tahun,
kebijakan backloading penerbitan SBN, dan capital inflow (pembelian SBN oleh asing), serta
penurunan imbal hasil SBN Valas. Penurunan imbal hasil SBN Valas antara lain disebabkan
oleh pengetatan moneter yang dilakukan The Fed sudah less hawkish dibandingkan tahun
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2022. Ekspektasi pasar memperkirakan The Fed akan mengakhiri program pengetatan moneter
pada semester II tahun 2023 yang ditandai dengan mulai melandainya inflasi Amerika Serikat
menuju target The Fed.

BOKS 2.2
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT JENIS
BELANJA

Belanja pegawai merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam memperhatikan
kesejahteraan aparatur negara sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mendorong produktivitas
dan kinerja aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2023, anggaran untuk belanja
pegawai K/L dialokasikan sebesar Rp272,9 triliun. Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi
belanja pegawai telah mencapai Rp134,2 triliun atau 49,2 persen dari pagu APBN tahun 2023
atau lebih tinggi 11,1 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Anggaran tersebut
terutama digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai
dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L, termasuk pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) dan Gaji ke-13. Pencapaian tersebut sejalan dengan kebijakan belanja pegawai pada
tahun 2023 yang diarahkan untuk: (1) mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai
dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan (2) melanjutkan reformasi
birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap
mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

Dalam APBN Tahun 2023 anggaran belanja barang K/L dialokasikan sebesar Rp375,2 triliun. Sampai
dengan semester I tahun 2023, realisasi belanja barang telah mencapai Rp147,4 triliun atau 39,3
persen dari pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut lebih tinggi 2,0 persen bila dibandingkan
periode yang sama tahun 2022, yang terutama adanya peningkatan penyaluran dana BOS Kemenag
dan pembentukan badan Ad hoc dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Realisasi
belanja barang tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pemeliharaan barang milik negara
(BMN) pada Kemenhan dalam rangka mendukung alutsista matra darat, laut, udara dan integratif;
(2) penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan
nasional pada Kementerian PU & PERA; (3) pengadaan/dukungan logistik dan pelayanan kesehatan
pada POLRI; (4) penyaluran dana BOS pada Kemenag; dan (5) pembentukan badan ad-hoc dalam
rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu tahun 2024 pada KPU. Pencapaian realisasi belanja barang
K/Ltersebut tetap sejalan dengan komitmen Pemerintah yang terus meningkatkan kualitas belanja
(spending better), namun dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam APBN tahun 2023 anggaran belanja modal dialokasikan sebesar Rp209,2 triliun. Realisasi
belanja modal sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp62,0 triliun atau 29,7 persen
dari APBN 2023. Realisasi tersebut lebih tinggi 8,3 persen bila dibandingkan periode yang sama
tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan belanja modal untuk proyek
infrastruktur Kementerian PU & PERA dan peralatan intelijen Kejaksaan. Secara keseluruhan,
kinerja realisasi belanja modal dipengaruhi antara lain oleh: (1) belanja modal peralatan dan
mesin dengan pemanfaatan antara lain pengadaan almatsus oleh POLRI, pengadaan alutsista pada
Kemenhan, dan pengadaan peralatan intelijen pada Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN);
(2) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan
bendungan, jaringan irigasi, dan preservasijalan dan jembatan oleh Kementerian PU & PERA, serta
pembangunan prasarana perkeretaapian, fasilitas bandar udara dan pelabuhan oleh Kemenhub; (3)
belanja modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain pembangunan gedung kantor
pemerintahan kawasan IKN oleh Kementerian PU & PERA, terminal bandara pada Kemenhub,
gedung perkuliahan pendidikan tinggi pada Kemendikbudristek, rumah sakit pada Kemenkes, dan
rusun prajurit TNI & Polri.

Dalam APBN tahun 2023 anggaran belanja bantuan sosial K/L dialokasikan sebesar Rp143,6 triliun.
Sampai dengan semester I tahun 2023 realisasi belanja bansos mencapai Rp73,6 triliun atau 51,3
persen dari pagu APBN 2023. Realisasi tersebut meningkat 3,4 persen bila dibandingkan periode
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yang sama tahun 2022 yang utamanya dipengaruhi oleh membaiknya pensasaran bansos terutama
pada program Kartu Sembako dan bantuan iuran PBI JKN. Realisasi tersebut dimanfaatkan antara
lain untuk: (1) penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH; (2) penyaluran bantuan pangan
melalui Program Kartu Sembako; (3) penyaluran bantuan pendidikan melalui PIP untuk siswa
sekolah; (4) penyaluran bantuan pendidikan melalui Program KIP Kuliah untuk mahasiswa; (5)
pembayaran iuran bagi peserta PBI Program JKN; (6) pemberian akses layanan kesehatan bagi ibu
dan bayi baru lahir yang tidak mampu dan tidak terdaftar Program JKN melalui jaminan persalinan
(Jampersal); dan (7) penyaluran bantuan bencana antara lain bantuan stimulan perumahan
terdampak gempa Cianjur.

Program Pengelolaan Belanja Subsidi

Program pengelolaan belanja subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban
masyarakat, menjaga daya beli, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu
menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, pemberian Subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian,
meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi,
serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Anggaran Belanja Subsidi dalam APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp298,5 triliun, yang
terdiri dari Subsidi energi sebesar Rp212,0 triliun dan Subsidi non energi sebesar Rp86,5
triliun. Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp95,8
triliun atau 32,1 persen dari pagu APBN tahun 2023. Realisasi Subsidi tersebut terdiri dari
Subsidi Energi Rp67,1 triliun atau 31,6 persen terhadap pagu APBN 2023 dan Subsidi Non
Energi Rp28,8 triliun atau 33,2 persen terhadap pagu APBN 2023. Realisasi Belanja Subsidi
tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan asumsi makro seperti harga minyak
mentah dan nilai tukar, dan volume penyaluran barang bersubsidi. Perkembangan realisasi
Subsidi semester I dapat dilihat pada Grafik 2.3.14.

GRAFIK 2.3.14
REALISASI SUBSIDI SEMESTER 1, 2019-2023
(triliun rupiah)

94,4

71,9 70,8

2019 2020 2021 2022 2023
u Subsidi Energi ®Subsidi Nonenergi

Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Realisasi Subsidi Energi sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp67,1 triliun,
atau 31,6 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut secara nominal lebih
rendah Rp8,5 triliun dibandingkan realisasi semester I tahun 2022 sebesar Rp75,6 triliun.
Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 terdapat pembayaran kurang bayar subsidi energi
sebesar Rp10,2 triliun sedangkan pada tahun 2023 belum terdapat pembayaran kurang bayar
subsidi energi. Untuk realisasi subsidi energi tahun berjalan (diluar kurang bayar) pada
semester I tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
utamanya dipengaruhi oleh peningkatan volume penyaluran BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan
listrik bersubsidi.
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Realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sampai dengan semester I tahun
2023 mencapai Rp41,0 triliun atau mencapai 29,4 persen terhadap pagunya dalam APBN
tahun 2023. Realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan volume penyaluran
Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. Volume penyaluran Jenis BBM Tertentu sampai
dengan bulan Mei tahun 2023 mencapai 7,2 juta kilo liter, meningkat 1,8 persen apabila
dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,0 juta kilo liter. Sementara itu, realisasi volume penyaluran
LPG Tabung 3 Kg sampai dengan bulan Mei tahun 2023, mencapai 3,3 juta metrik ton (MT),
meningkat 5,4 persen apabila dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,2 juta MT. Peningkatan
volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dipengaruhi oleh peningkatan
konsumsi masyarakat. Sebaran realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung
3 Kg Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.3.1.

Realisasi Subsidi Listrik sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp26,1 triliun, atau
mencapai 36,0 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi Subsidi Listrik dipengaruhi
oleh jumlah pelanggan dan konsumsi listrik bersubsidi. Sampai dengan bulan Mei tahun 2023,
volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 26,8 TWh yang menjangkau 39,2 juta pelanggan.

GAMBAR 2.3.1
SEBARAN REALISASTI PENYALURAN SUBSIDI JENIS BBM TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KG TAHUN 2023

Mendukung aktivitas B— e
ekonomi masyarakat

2022 4201 1,8 172,6

SUMATERA 2023 4255 18 1841

2022 4728 23,7 218,4

2023 516,8 23,5 228,5
v

s

2022 2.099,2

2023 2.127,7 7,0 664,1

KONSUMEN

/"LPG Tabung 3 Kg -~ )
Il Perpres 104/2007 : ﬁ‘sl:l‘lz}‘hﬁ‘(‘:gga ~
S -

Perpres 38/2019 : Nelayan Sasaran

Petani Sasaran

(JAWA, BALI, NUSA TENGGARA)

T Jenis Minyak Tanah » gymah Tangga 2022 104,4 126,1
* UsahaPerikanan |
- 2022 37405 451 21455
T Jenis Minyak Solar  gektor Transportasi |

[EICRCIAOPM  + Pelayanan Umum | 2023 37923 | 454 | 22502 Catatan:

= Usaha Perikanan dan | 1. Realisasi volume s.d. Bulan Mei 2023
Pertanian 2. Realisasi volume s.d. Bulan Mei 2022

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Subsidi Non Energi

Realisasi Subsidi Non Energi sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp28,8 triliun
atau 33,2 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Jumlah tersebut secara nominal lebih
tinggi Rpo,9 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp18,8 triliun.
Realisasi Subsidi Non Energi tersebut antara lain terdiri dari Subsidi Pupuk, Subsidi Public
Service Obligation (PSO), Subsidi Bunga Kredit Program, dan Subsidi Pajak Ditanggung
Pemerintah (DTP).

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi Subsidi Pupuk telah mencapai Rp8,2 triliun
atau 32,3 persen dari pagu APBN tahun 2023, yang berarti lebih tinggi dari realisasi semester
I tahun 2022 sebesar Rp6,0 triliun atau 23,9 persen dari pagunya. Tingginya realisasi Subsidi
Pupuk tersebut terutama disebabkan adanya perbaikan dalam administrasi dan verifikasi
tagihan subsidi sehingga proses pembayaran Subsidi Pupuk menjadi lebih cepat. Dari sisi
kinerja penyaluran pupuk bersubsidi, sampai dengan semester I tahun 2023, penyaluran
pupuk bersubsidi telah mencapai 3,5 juta ton terdiri dari pupuk Urea 2,1 juta ton, NPK 1,4
juta ton, dan NPK Khusus 0,03 juta ton.

Selanjutnya, realisasi Subsidi PSO sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp1,1
triliun atau 13,8 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi subsidi PSO tersebut lebih

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023 2-45



Perkembangan Realisasi APBN Semester I Tahun 2023 Bab 2

tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2022 sebesar Rpo,6 triliun atau
9,7 persen dari pagunya. Realisasi Subsidi PSO tersebut terdiri dari PSO kepada PT KAI, PSO
kepada PT Pelni, dan PSO kepada Perum LKBN Antara.

Realisasi Subsidi Bunga Kredit Program sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai
Rp16,5 triliun atau 36,3 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi Subsidi Bunga
Kredit Program tersebut secara nominal lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi
semester I tahun 2022 sebesar Rpi2,2 triliun. Tingginya realisasi Subsidi Bunga Kredit
Program terutama dipengaruhi oleh Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Subsidi
Perumahan.

Realisasi Subsidi Bunga KUR sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp14,4 triliun
atau 35,1 persen dari pagu APBN tahun 2023, yang berarti lebih tinggi Rp3,2 triliun apabila
dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2022 sebesar Rpi11,2 triliun. Tingginya
realisasi subsidi bunga KUR tersebut terutama karena adanya pembayaran atas kekurangan
subsidi bunga KUR tahun sebelumnya.

Selanjutnya, realisasi Subsidi Perumahan sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai
Rp1,7 triliun atau 40,3 persen dari pagu APBN tahun 2023. Jumlah tersebut berarti lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan semester I tahun 2022 sebesar Rpo,4 triliun atau 7,1
persen dari pagunya. Subsidi Bunga Kredit Perumahan sampai dengan semester I digunakan
untuk pembayaran bunga atas akad kredit perumahan yang terjadi pada tahun sebelumnya,
dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dimanfaatkan untuk 84,5 ribu unit rumah yang
merupakan akad kredit tahun 2023.

Kemudian untuk Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, realisasinya sampai dengan semester
I tahun 2023 sebesar Rp43,4 miliar atau 25,2 persen dari pagu APBN tahun 2023. Jumlah
tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp33,1
miliar atau 14,3 persen dari pagunya.

Realisasi Subsidi Imbal Jasa Penjaminan UMKM, Korporasi, dan BUMN sampai dengan
semester I tahun 2023 mencapai Rpo,4 triliun terutama disebabkan adanya percepatan
pelunasan oleh debitur dan pembatalan penjaminan sebagai tindak lanjut temuan tim
Pemeriksa.

Sementara itu, realisasi Subsidi Pajak DTP sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai
Rp3,0 triliun atau 38,0 persen dari pagu APBN tahun 2023, yang berarti lebih tinggi dibanding
realisasi semester I tahun 2022 yang masih nihil.

Rincian realisasi semester I belanja subsidi disajikan pada tabel 2.3.4.

TABEL 2.3.4
REALISASI SEMESTER I
BELANJA SUBSIDI TAHUN 2022-2023
(triliun rupiah)

2022 2023
URAIAN . % thd . o
Perpres Realisasi Perpres APBN Realisasi % thd
98/2022 Semester I P 2023 SemesterI | APBN
98/2022
A. ENERGI 208,9 75,6 36,2 212,0 67,1 31,6
1. Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg 149,4 54,3 36,4 139,4 41,0 20,4
2. Subsidi Listrik 59,6 21,3 35,7 72,6 26,1 36,0
B. NONENERGI 74,7 18,8 25,2 86,5 28,8 33,2
1. Subsidi Pupuk 25,3 6,0 23,9 25,3 8,2 32,3
2. Subsidi PSO 6,0 0,6 9,7 7,8 11 13,8
3. Subsidi Bunga Kredit Program 30,8 12,2 39,7 45,6 16,5 36,3
4. Subsidi Pajak DTP 12,7 - - 7,9 3,0 38,0
JUMLAH 283,7 94,4 33,3 298,5 95,8 32,1

Sumber: Kementerian Keuangan
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Program Pengelolaan Hibah

Program pengelolaan hibah negara pada tahun 2023 mengalami perubahan tata kelola
sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-
Undang tersebut hibah ke daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan dana alokasi khusus.
Dengan demikian, kebijakan hibah ke daerah di tahun 2023 mencerminkan desain baru hibah
ke daerah sebagai bagian dari transfer ke daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus
pengalokasian transfer ke daerah. Akibat perubahan tersebut, program pengelolaan hibah pada
tahun 2023 hanya terdiri atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan pengelolaan
hibah lainnya. Dalam APBN tahun 2023, program pengelolaan hibah dialokasikan sebesar
Rp10,1 miliar dan sampai dengan semester I tahun 2023 terealisasi sebesar Rpo,1 miliar atau
sebesar 1,0 persen dari pagunya, dengan rincian realisasi sebagai berikut.

Pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing pada program pengelolaan
hibah merupakan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pengesahan belanja hibah
yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan
Internasional (LDKPI). Pada tahun 2023, LDKPI akan sepenuhnya menggunakan PNBP hasil
kelolaan dana untuk memberikan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Sampai
dengan semester I tahun 2023 belum terdapat realisasi pemberian hibah kepada pemerintah
asing/lembaga asing.

Selain pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam pos pengelolaan hibah
juga dialokasikan pengelolaan hibah lainnya untuk pembayaran banking commision dengan
alokasi sebesar Rp151,0 juta. Sampai dengan semester I tahun 2023, banking commision telah
terealisasi sebesar Rp101,2 juta atau sebesar 67,0 persen dari alokasinya yang dimanfaatkan
untuk pembayaran tagihan banking commision kepada MUFG Bank (Mitshubishi UFJ
Finansial Group). Perkembangan realisasi pengelolaan hibah dalam semester I dapat dilihat
pada grafik 2.3.15.

Grafik 2.3.15
Realisasi Pengelolaan Hibah Semester I, 2019-2023
(triliun rupiah)

27,0
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Sumber: Kementerian Keuangan

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program Pengelolaan Belanja Lainnya merupakan belanja pemerintah pusat yang menampung
dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Alokasi
anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada APBN tahun 2023 mencapai Rp349,3
triliun. Arah kebijakan penggunaan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada
APBN tahun 2023, antara lain antisipasi risiko fiskal, antisipasi kebijakan ketahanan pangan
dan stabilisasi harga pangan, antisipasi penanggulangan bencana, antisipasi pembayaran
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kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit, dukungan pelaksanaan Program Kartu Prakerja,
antisipasi tambahan pegawai baru dan belanja pegawai lainnya, dan antisipasi keperluan
mendesak.

Realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya sampai dengan semester I tahun
2023 mencapai Rp69,3 triliun atau 19,9 persen dari pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut
utamanya digunakan untuk: (1) pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp66,1
triliun untuk pembayaran kewajiban Pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM
dan listrik dalam negeri yang terjangkau oleh masyarakat; dan (2) pelaksanaan Program Kartu
Prakerja sebesar Rp2,3 triliun untuk bantuan biaya pelatihan dan insentif hingga 529.118
peserta serta biaya operasional program. Selain itu, realisasi Program Pengelolaan Belanja
Lainnya sampai dengan semester I tahun 2023 juga dimanfaatkan untuk belanja lainnya yang
terprogram, yakni: (1) bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden; (2) operasional
SKK Migas; (3) operasional Kawasan Bintan dan Karimun; (4) ongkos angkut beras PNS di
distrik pedalaman Papua dan Papua Barat; dan (5) bantuan operasional Layanan Pos Universal.

Apabila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2022, realisasi anggaran Program
Pengelolaan Belanja Lainnya sampai dengan semester I tahun 2023 menurun sebesar 37,7
persen. Penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh perbedaan periode tagihan atas kewajiban
kompensasi BBM dan listrik sesuai hasil audit, dimana pada semester I tahun 2022 meliputi
pembayaran tagihan kompensasi tahun 2019 sampai tahun 2021 yang mencapai Rp104,8
triliun sedangkan pada semester I tahun 2023 hanya meliputi pembayaran tagihan kompensasi
triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp66,1 triliun. Selain itu, penurunan realisasi sampai dengan
semester I tahun 2023 juga dipengaruhi adanya penyesuaian mekanisme penyelenggaraan
Program Kartu Prakerja dari skema semi bansos menjadi skema normal, serta penyesuaian
target peserta dan pagu Program Kartu Prakerja sesuai dengan perkembangan kebijakan.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp156,4 triliun,
antara lain untuk: (1) pembayaran Kontribusi Sosial; (2) pembayaran kontribusi Pemerintah
pada Lembaga Internasional dan Trust Fund; (3) pemberian fasilitas pendanaan/dukungan
kelayakan proyek-proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
dalam bentuk Project Development Facility (PDF) dan Viability Gap Fund (VGF); (4) biaya
operasional penyelenggaraan manfaat pensiun; dan (5) penggantian biaya dan margin investasi
Pemerintah. Penyerapan anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus tersebut sampai
dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp93,2 triliun atau 59,6 persen terhadap pagu APBN
2023. Kinerja realisasi anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus tersebut tumbuh
sebesar 5,2 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2022.

Penyerapan anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus tersebut paling besar
dimanfaatkan untuk belanja Kontribusi Sosial bagi Aparatur Negara antara lain berupa
pembayaran manfaat pensiun termasuk THR dan Pensiun ke-13, serta pembayaran iuran
Jaminan Kesehatan bagi Pensiunan, ASN, dan anggota TNI/POLRI. Sampai dengan semester
I tahun 2023, penyerapan anggaran manfaat pensiun telah mencapai Rp87,5 triliun atau 61,3
persen dari pagu APBN 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen apabila dibandingkan
dengan realisasi anggaran pada semester I tahun 2022. Kenaikan tersebut disebabkan antara
lain kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun, terutama yang berasal dari PNS Daerah.
Sementara itu, realisasi iuran Jaminan Kesehatan ASN/TNI/Polri telah mencapai Rps5,0
triliun atau 46,6 persen dari pagu APBN 2023.

Selain untuk kontribusi sosial, pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus juga terdapat
alokasi anggaran untuk pembayaran kontribusi Pemerintah pada lembaga internasional dan
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Trust Fund tahun 2023. Pembayaran kontribusi tersebut merupakan amanah dari Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia
pada organisasi internasional. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) merupakan penanggung jawab untuk
pembayaran Trust Fund Indonesia pada organisasi internasional. Pembayaran kontribusi
tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas maupun komitmen
Pemerintah sebagai bagian integral dari masyarakat internasional, yang dituangkan dalam
bentuk kerjasama bilateral dan multilateral dalam wadah organisasi/lembaga keuangan
internasional. Realisasi anggaran belanja kontribusi ke lembaga internasional sampai dengan
semester I tahun 2023 mencapai Rp69,9 miliar atau 90,5 persen dari pagu APBN 2023 yang
dimanfaatkan untuk pembayaran kepada lembaga OPEC Fund for International Development
(OFID), ASEAN Mineral Trust Fund (AMTF), Asian Development Fund (ADF), dan USAID
Trust Fund.

Pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus juga dialokasikan dukungan Pemerintah
untuk percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain
penugasan kepada badan usaha dalam rangka penyiapan proyek infrastruktur dengan skema
KPBU. Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi anggaran PDF mencapai Rp42,1 miliar
atau 12,1 persen dari pagu APBN 2023 untuk pelaksanaan penugasan kepada PT SMI dan PT
PII dalam rangka penyiapan 12 proyek infrastruktur dengan skema KPBU, antara lain proyek
SPAM Kamijoro, Rusun Karawang Spuur, dan SPAM Jatigede. Penyerapan anggaran tersebut
lebih tinggi dari periode yang sama pada semester I tahun 2022 yang mencapai Rp40,0 miliar
atau 9,5 persen dari pagu anggaran tahun 2022. Kenaikan penyerapan tahun 2023 tersebut
disebabkan oleh peningkatan jumlah proyek dan capaian keluaran dibandingkan dengan
periode yang sama di tahun 2022.

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran PDF untuk penyiapan proyek dengan
skema KPBU pada Ibu Kota Nusantara dan dukungan optimalisasi barang milik negara di
Ibu Kota Jakarta sebesar Rp214,9 miliar. Namun demikian, sampai dengan semester I
tahun 2023, belum terdapat realisasi anggarannya. Selanjutnya, terdapat juga alokasi PDF
sebesar Rp131,5 miliar dalam rangka memberikan fasilitas dukungan kelayakan, antara
lain: (1) fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan (PPSP) yang masih dalam
proses penyusunan KMK tentang penugasan dan dokumen turunan untuk pelaksanaan
fasilitas; (2) fasilitas optimalisasi BMN, dimana perkembangannya masih dalam tahap
penyusunan perjanjian penugasan fasilitas; dan (3) fasilitas pengembangan proyek (FPP)
yang masih menunggu permohonan fasilitas dari PJPK kepada Kementerian Keuangan.
Selain PDF, Pemerintah juga memberikan VGF, yaitu berupa dukungan fiskal Pemerintah
bersifat finansial antara lain kontribusi atas sebagian biaya konstruksi pada proyek KPBU yang
sudah layak secara ekonomi, namun belum layak secara finansial. Realisasi anggaran sampai
dengan semester I tahun 2023, VGF tersebut belum terdapat realisasi. Namun demikian,
total akumulasi dukungan fasilitas VGF yang telah direalisasikan oleh Pemerintah sejak 2016
sampai dengan 2022 sudah mencapai Rp1,1 triliun. Nilai tersebut diberikan untuk tiga proyek
skema KPBU yakni SPAM Umbulan senilai Rp818,0 miliar, SPAM Bandar Lampung senilai
Rp258,8 miliar, dan SPAM Kota Pekanbaru senilai Rp26,9 miliar.

2.3.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Alokasi anggaran BPP juga disajikan berdasarkan klasifikasi fungsi. Fungsi-fungsi tersebut
terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan
keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi
perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi
agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Realisasi BPP menurut
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fungsi sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp891,6 triliun atau 39,7 persen
terhadap alokasinya dalam APBN tahun 2023. Realisasi BPP berdasarkan klasifikasi Fungsi
dapat dilihat pada tabel 2.3.5.
TABEL 2.3.5
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I MENURUT FUNGSI, 2022-2023

(triliun rupiah)

2022 2023

NO. FUNGSI Perpres Realisasi % thd Realisasi % thd

98/2022 Semester I ;Jse;'::;i APBN Semester I APBN
o1 PELAYANAN UMUM 628,2 228,6 36,4 664,1 272,6 41,1
02 PERTAHANAN 134,6 54,3 40,3 134,3 58,8 43,8
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 176,7 71,5 40,5 182,6 82,2 45,0
04 EKONOMI 749,9 255,6 34,1 6341 214,6 33,8
o5 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 14,1 4,3 30,3 13,1 4,6 35,0
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 17,3 6,6 38,0 31,7 10,8 34,2
o7 KESEHATAN 121,7 56,4 46,4 96,6 38,4 39,7
o8 PARIWISATA 3,7 1,8 48,9 3,6 1,5 42,5
09 AGAMA 10,6 4,5 42,3 11,2 5,3 47,7
10 PENDIDIKAN 193,2 58,8 30,5 234,1 69,4 29,7
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 251,7 134,9 53,6 241,0 133,3 55,3
TOTAL 2.301,6 877,2 38,1 2.246,5 891,6 39,7

Sumber : Kementerian Keuangan

2.3.2.1 Fungsi Pelayanan Umum

Realisasi anggaran fungsi pelayanan umum sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai
Rp272,6 triliun atau 41,1 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp664,1 triliun. Realisasi
anggaran tersebut meningkat 19,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya antara lain
karena adanya pembayaran gaji ke-13 pada semester I tahun 2023 dan dukungan persiapan
Pemilu 2024. Kinerja penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum sejalan dengan upaya
Pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik sehingga dapat mengakomodasi
kebutuhan masyarakat secara responsif, efektif, dan efisien melalui: (1) penguatan diplomasi
dan kerja sama internasional, termasuk perlindungan WNI di luar negeri; (2) peningkatan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (3) penguatan sistem, proses, dan prosedur kerja
yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; (4) pembinaan profesi dan tata kelola
aparatur sipil negara; dan (5) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas.

Realisasi anggaran fungsi pelayanan umum pada K/L dalam semester I tahun 2023 utamanya
berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik, Komisi
Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Realisasi tersebut antara lain
digunakan untuk: (1) pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada beberapa K/L yang fungsinya
melakukan pelayanan umum terhadap masyarakat; dan (2) realisasi pemenuhan beberapa
program pelayanan lainnya, seperti Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang
Kerja Sama Multilateral, Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik antara lain
statistik ketahanan sosial dan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Selain itu,
realisasi fungsi pelayanan umum juga terdapat pada Non-K/L antara lain untuk pembayaran
bunga utang dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah atas penarikan utang, baik yang
berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan secara efisien dan hati-hati.
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2.3.2.2 Fungsi Pertahanan

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi anggaran fungsi pertahanan telah mencapai
Rp58,8 triliun atau sebesar 43,8 persen dari pagu APBN tahun 2023 sebesar Rp134,3 triliun.
Realisasi anggaran tersebut meningkat 8,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kinerja penyerapan anggaran Fungsi Pertahanan utamanya dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional/logistik pertahanan serta pemeliharaan, perawatan dan pengadaan alpalhankam/
alutsista. Realisasi anggaran tersebut utamanya dipergunakan untuk: (1) pengadaan/
pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis; (2) pengelolaan organisasi dan SDM matra
darat, laut, udara, dan integratif; (3) pengelolaan keuangan, BMN, dan umum matra darat,
laut, udara, dan integratif; (4) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista matra udara;
(5) pengadaan non alutsista matra darat, laut, udara, dan integratif; (6) penyelenggaraan
kesehatan matra darat; serta (7) pelaksanaan tugas operasi keamanan TNI.

Realisasi anggaran fungsi pertahanan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan langkah-
langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pertahanan yang
dilaksanakan beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Lembaga Ketahanan Nasional melalui: (1) percepatan proses pengadaan dan pemenuhan
alpalhankam/alutsista; (2) pemeliharaan dan perawatan alutsista; (3) penguatan pertahanan
wilayah perbatasan, deterrent effect dan penegakan kedaulatan di perairan Indonesia; (4)
peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta pelayanan keamanan terutama menjelang
Pemilu serentak tahun 2024; serta (5) bela negara.

2.3.2.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Dalam semester I tahun 2023, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan telah
mencapai Rp82,2 triliun atau sebesar 45,0 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp182,6
triliun. Realisasi anggaran tersebut meningkat 15,0 persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh modernisasi almatsus dan sarana
prasarana, kegiatan pengamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengamanan mudik
lebaran tahun 2023.

Anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tersebut dilaksanakan oleh beberapa K/L
antara lain Polri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, BIN,
dan Kejaksaan. Anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tersebut dimanfaatkan untuk:
(1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) pengembangan/modernisasi
peralatan Polri/almatsus; (3) penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara;
(4) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (5) pembangunan/pengadaan/peningkatan
sarana dan prasarana Kejaksaan; (6) operasi intelijen dalam negeri; (7) pelayanan kesehatan
Polri; dan (8) pelayanan keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tersebut sejalan dengan kebijakan dan
langkah antisipasi yang ditempuh terutama untuk penguatan kebijakan ketertiban dan
keamanan antaralain: (1) penanganan kejahatan konvensional, transnasional, dan pelanggaran
hukum di wilayah laut dan perbatasan, serta keamanan perbatasan NKRI terutama Pos
Lintas Batas Negara dan lokasi prioritas; (2) penguatan prasarana Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) yang mendukung E-Court, E-litigasi, dan pengungkapan tindak pidana/
kejahatan, serta layanan peradilan melalui sidang di luar gedung peradilan; (3) pencegahan dan
penanggulangan narkoba, terorisme, dan konflik sosial; (4) optimalisasi penindakan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; (5) penguatan regulasi keamanan dan
ketahanan siber dan sandi nasional; serta (6) peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat,
dan pelayanan keamanan dalam rangka mendukung agenda strategis, antara lain persiapan
Pemilu tahun 2024, keketuaan Indonesia di ASEAN maupun pengamanan pembangunan IKN
tahun 2023.
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2.3.2.4 Fungsi Ekonomi

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi anggaran fungsi ekonomi mencapai Rp214,6
triliun atau 33,8 persen dari pagu APBN tahun 2023 sebesar Rp634,1 triliun. Realisasi tersebut
lebih rendah 16,0 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 yang utamanya dipengaruhi
oleh lebih tingginya pembayaran kompensasi karena adanya perbedaan periode tagihan dan
pembayaran kurangbayarsubsidienergiyang dibayar padatahun2022. Kinerjaanggaran fungsi
ekonomi antara lain dipengaruhi oleh realisasi belanja non K/L utamanya untuk penyaluran
subsidi BBM dan LPG, subsidi bunga KUR, subsidi pupuk, subsidi PSO perkeretaapian dan
PSO angkutan laut, serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik melalui Program Belanja
Lainnya. Selain itu, realisasi anggaran fungsi ekonomi juga didorong oleh realisasi belanja
K/L diantaranya melalui Kementerian PU & PERA, Kemenhub, Kementan, Kementerian
Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM. Realisasi melalui
belanja K/L tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan dan preservasi jalan dan
jembatan, pembangunan bendungan baru, pembangunan jalur kereta api, pembangunan
dan pengembangan bandar udara, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
pelabuhan laut, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jaringan
telekomunikasi palapa ring dan kapasitas satelit, peningkatan akses internet, prasarana bidang
kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur jaringan pipa transmisi gas bumi.
Pemerintah terus mendorong sejumlah K/L dan pemerintah daerah untuk melaksanakan
berbagai program prioritas yang mendukung kegiatan untuk pembangunan infrastruktur
konektivitas termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, mendukung ketahanan
pangan, mendukung ketahanan energi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi, serta mendukung akses permodalan dan daya saing UMKM dalam mendorong
produktivitas masyarakat dan dunia usaha.

2.3.2.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup sampai dengan Semester
I tahun 2023 mencapai Rp4,6 triliun atau 35,0 persen dari pagunya dalam APBN 2023.
Realisasi tersebut lebih tinggi 7,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Anggaran
pada fungsi perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial. Sejalan dengan kinerja anggaran
tersebut, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup pada semester I tahun 2023
dimanfaatkan antara lain untuk: (1) rehabilitasi hutan; (2) pengendalian kebakaran hutan
dan lahan, (3) pengelolaan sampah, (4) konservasi tanah, air, dan keanekaragaman hayati,
(5) perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi, (6) pemulihan kerusakan ekosistem
gambut dan mitigasi perubahan iklim, (7) pendaftaran tanah dan ruang, (8) pengukuran dan
pemetaan kadastral, dan (9) penyediaan peta dasar .

2.3.2.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Pada tahun 2023, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum diarahkan untuk
meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan
permukiman, air minum, dan sanitasi; memperluas akses masyarakat terhadap perumahan
dan permukiman yang layak dan terjangkau; melanjutkan penanganan rumah tidak layak
huni dan penanganan permukiman kumuh. Anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum
dilaksanakan oleh Kementerian PU & PERA, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, dan melalui belanja non-K/L yaitu subsidi bunga air bersih.
Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas
umum mencapai Rp10,8 triliun atau 34,2 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp31,7 triliun.
Realisasi tersebut lebih tinggi 65,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yang
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dipengaruhiantaralainolehlebih tingginyarealisasianggaran untuk penyediaan aksesterhadap
air minum yang layak dan sanitasi. Sejalan dengan kinerja anggaran tersebut, anggaran fungsi
perumahan dan fasilitas umum pada semester I tahun 2023 dimanfaatkan antara lain untuk:
(1) pembangunan rumah susun; (2) pembangunan rumah khusus; (3) penyediaan air minum
dan sanitasi yang layak; dan (4) pengembangan pemberdayaan masyarakat desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi.

2.3.2.7 Fungsi Kesehatan

Realisasi belanja fungsi kesehatan sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp38,4
triliun atau 39,7 persen dari pagu APBN tahun 2023 sebesar Rp96,6 triliun, turun 32,0
persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Penurunan ini
utamanya dipengaruhi karena pada tahun 2022 masih terdapat pelaksanaan program dan
kegiatan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19, antara lain pengadaan vaksin dan
obat Covid-19, pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, serta pemberian insentif tenaga
kesehatan.

Realisasi belanja fungsi kesehatan dilaksanakan oleh K/L bidang kesehatan, yaitu Kemenkes,
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN). Realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk: (1)
penyaluran bantuan iuran peserta PBI JKN; (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu
hamil kurang energi kronis dan balita kurus; (3) pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi
pencegahan dan pengendalian TBC; (4) penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal; (5)
pengujian sampel makanan; (6) pengujian sampel obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan;
(7) pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (8) pemberian fasilitasi dan pembinaan
1000 hari pertama kehidupan (HPK) bagi keluarga dengan bayi dua tahun (baduta); dan (9)
pemberian fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Kampung KB
percontohan.

2.3.2.8 Fungsi Pariwisata

Realisasi anggaran fungsi pariwisata sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp1,5
triliun atau 42,5 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp3,6 triliun. Realisasi anggaran
tersebut turun 17,1 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022.
Realisasi belanja fungsi pariwisata dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sejalan dengan kinerja anggaran tersebut, anggaran fungsi pariwisata yang telah dicapai pada
semester I tahun 2023 dimanfaatkan antara lain untuk: (1) promosi, event, dan konferensi;
(2) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) fasilitasi dan pembinaan
industri parekraf; dan (4) fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, start-up, dan UMKM
parekraf.

2.3.2.9 Fungsi Agama

Realisasi anggaran fungsi agama sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp5,3 triliun
atau 47,7 persen dari pagunya sebesar Rp11,2 triliun. Realisasi anggaran tersebut meningkat
18,7 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Realisasi
belanja fungsi agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Pertumbuhan ini terutama
disebabkan penyelenggaraan haji pada tahun 2023 dilaksanakan pada semester I, sedangkan
pada tahun 2022 dilaksanakan di semester II. Sejalan dengan kinerja anggaran tersebut,
anggaran Fungsi Agama yang telah dicapai pada semester I tahun 2023 dimanfaatkan antara
lain untuk: (1) tunjangan penyuluh non-PNS; (2) bantuan rumah ibadah; (3) bimbingan
pranikah; (4) penyelenggaraan haji; dan (5) sertifikat halal.
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2.3.2.10 Fungsi Pendidikan

Pada APBN tahun 2023 anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp234,1 triliun. Dari
alokasi tersebut, sampai dengan semester I tahun 2023 telah dimanfaatkan sebesar Rp69,4
triliun atau sekitar 29,7 persen dari pagu APBN tahun 2023. Realisasi anggaran tersebut
meningkat 18,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, hal ini
antara lain dipengaruhi oleh adanya percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) di Kemenag serta realisasi kartu prakerja. Realisasi anggaran pada fungsi pendidikan
dilaksanakan oleh beberapa K/L seperti Kemendikbudristek, Kemenag, serta K/L lain yang
memiliki satuan pendidikan yang bersifat kedinasan maupun yang bersifat umum. Fungsi
pendidikan dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional yaitu peningkatan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu modal dalam percepatan
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan
antara lain: (1) peningkatan pemerataan layanan dan kualitas pendidikan; (2) peningkatan
pemerataan akses peserta didik di semua jenjang; serta (3) penguatan peran perguruan tinggi
dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada. Berbagai program prioritas pendidikan
yang telah berjalan tetap dilanjutkan antara lain PIP, KIP Kuliah, Tunjangan Guru PNS dan
Non PNS, dan program link and match untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan
kebutuhan tenaga kerja.

2.3.2.11 Fungsi Perlindungan Sosial

Sesuai tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, APBN akan terus dioptimalkan
pada upaya penguatan sosial-ekonomi masyarakat salah satunya melalui pengalokasian
anggaran fungsi perlindungan sosial guna memberikan perlindungan dan pelayanan sosial
terutama untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam APBN Tahun 2023, Pemerintah telah
mengalokasikan belanja fungsi perlindungan sosial sebesar Rp241,0 triliun yang dilaksanakan
baik melalui belanja K/L bidang sosial seperti Kemensos dan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun melalui belanja non-K/L.

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi belanja fungsi perlindungan sosial mencapai
Rp133,3 triliun atau 55,3 persen dari pagu APBN 2023 atau meningkat dibandingkan dengan
periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 53,6 persen dari pagunya yang dipengaruhi
antara lain oleh perbaikan pensasaran program kartu sembako di Kemensos.

Realisasi belanja fungsi perlindungan sosial yang dilaksanakan melalui K/L dimanfaatkan
antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan PKH; (2) penyaluran bantuan pangan melalui
Program Kartu Sembako; (3) pemberian rehabilitasi sosial dan layanan sosial korban
penyalahgunaan NAPZA, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; (4) pemenuhan kebutuhan
dasar bagi korban bencana alam; (5) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam
kewirausahaan dan penanganan komprehensif kepada anak yang memerlukan perlindungan
khusus (AMPK); serta (6) pemberian perlindungan bagi perempuan melalui penguatan
kelembagaan perlindungan perempuan.

Sementara itu, belanja fungsi perlindungan Sosial melalui non-K/L dimanfaatkan antara lain
untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran
asuransi kesehatan PNS/ TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran; dan (2) melanjutkan
subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan.
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2.4 Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah

Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan
keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, serta demi mewujudkan pemerataan
layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan pembaruan
atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pembaruan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai
diimplementasikan pada APBN tahun anggaran 2023.

Dalam APBN tahun 2023, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pokok-
pokok kebijakan TKD tahun 2023 antara lain: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat
dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan
TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan; (3) meningkatkan kemampuan
perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan
berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; (4) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan
untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan
melalui pemanfaatan creative financing (pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan/
atau KPBU), integrated funding (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi
belanja K/L, TKD, dan APBD), serta pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan TKD di atas, anggaran TKD pada APBN tahun 2023
dialokasikan sebesar Rp814,7 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus
meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dan kegiatan pembangunan lainnya. Selanjutnya, realisasi penyaluran TKD sampai dengan
semester I tahun 2023 mencapai Rp364,1 triliun atau 44,7 persen terhadap pagu APBN tahun
2023, realisasi tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan realisasi semester I tahun
2022 sebesar Rp367,7 triliun atau 45,7 persen dari pagu. Hal tersebut utamanya dipengaruhi
oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran pada seluruh jenis
TKD, termasuk perubahan pengaturan penyaluran DAU yang telah memperhatikan kinerja.
Secara lebih rinci, realisasi anggaran TKD pada semester I tahun 2022-2023 dan perkembangan
realisasi TKD semester I periode tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 2.4.1 dan Grafik
2.4.1 berikut.

TABEL 2.4.1
REALISASI TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I, 2022-2023
(triliun rupiah)

2022 2023
URAIAN Perpres Realisasi % APBN Realisasi . %
98/2022 | Semester I Semester I”

1. Dana Bagi Hasil 140,4 31,6 22,5 136,3 51,4 37,7
2. Dana Alokasi Umum 378,0 216,7 57,3 396,0 197,4 49,8
3. Dana Alokasi Khusus : 189,6 76,0 40,1 185,8 72,8 39,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik 60,9 5.6 9.1 534 51 9,5

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 128,7 70,4 54,7 130,3 67,2 51,6

c. Hibah kepada Daerah (mulai TA 2023) - - - 2,1 0,6 28,8

4. Dana Otonomi Khusus : 20,4 6,1 30,0 17,2 4,6 26,7
a. Dana Otsus dan DTI Provinsi-provinsi di Wilayah Papua 12,9 3,9 30,0 13,3 3,4 25,8

b. Dana Otsus Aceh 7,6 2,3 30,0 4,0 1,2 30,0

5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 1,3 1,1 80,0 1,4 1,1 80,0
6. Dana Desa 68,0 34,2 50,2 70,0 34,7 49,5
7. Insentif Fiskal 7,0 2,0 28,6 8,0 2,0 25,0
TOTAL 804,8 367,7 [ 457 814,7 364,1( 44,7

Keterangan: ~ Realisasi Sementara

Sumber: Kementerian Keuangan
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GRAFIK 2.4.1
REALISASI TRANSFER KE DAERAH SEMESTER 1, 2019-2023
(triliun rupiah)
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Sumber: Kementerian Keuangan

2.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Pada tahun 2023 pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam UU HKPD dimana penerimaan negara yang dibagihasilkan adalah perkiraan realisasi
tahun anggaran sebelumnya (T-1). Selain itu, diterapkan juga persentase pembagian baru
yang memperhatikan keadilan distribusi untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah
pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (pemerataan). Pada tahun
2023, Pemerintah telah menambah jenis DBH lainnya, yaitu DBH Perkebunan Sawit yang
ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan strategis lainnya
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penyaluran DBH tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
(s.t.t.d.) PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus, dan PMK Nomor 76/PMK.07/2022 (s.t.t.d.) PMK Nomor
18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus. Untuk
mendorong kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, penyaluran
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan DBH Pajak Penghasilan (PPh) triwulan I, triwulan
II, dan triwulan III dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
menerima laporan berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Pemerintah Daerah
(Pemda), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) setempat atas penyetoran pajak pusat ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang
telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Realisasi penyaluran DBH sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp51,4 triliun atau
37,7 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp31,6 triliun atau 22,5 persen terhadap pagu.
Realisasi penyaluran DBH pada semester I tahun 2023 meliputi realisasi DBH Pajak sebesar
Rp17,7 triliun atau 28,0 persen terhadap pagu, dan realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA)
sebesar Rp33,7 triliun atau 35,2 persen terhadap pagu. Lebih tingginya realisasi DBH pada
semester I tahun 2023 tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan alokasi DBH SDA
tahun 2023 sebesar Rp34,2 triliun sejalan dengan meningkatnya penerimaan negara akibat
naiknya harga komoditas, khususnya migas dan batubara pada tahun 2022.
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2.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu jenis TKD yang mempunyai peranan penting
dalam mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan
UU HKPD disebutkan bahwa DAU bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah dan percepatan ekualisasi layanan publik antardaerah.

Pemerintah pusat mengalokasikan DAU pada tahun 2023 sebesar Rp396,0 triliun, yang terdiri
atas dua bagian yaitu DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp286,8 triliun,
dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp109,2 triliun. DAU yang Ditentukan
Penggunaannya meliputi: (1) DAU Penggajian Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) sebesar Rp25,7 triliun; (2) DAU bidang pendanaan kelurahan sebesar Rp1,7
triliun; (3) DAU bidang pendidikan sebesar Rp40,1 triliun; (4) DAU bidang kesehatan sebesar
Rp26,0 triliun; dan (5) DAU bidang pekerjaan umum sebesar Rp15,7 triliun.

Penyaluran DAU pada tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022
tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dalam PMK tersebut diatur
bahwa penyaluran DAU dilakukan untuk bagian DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
dan bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan
Penggunaannya dilakukan setiap bulan sebesar seperduabelas dari pagu alokasi setelah
Menteri Keuangan c.q. DJPK menerima laporan syarat penyaluran berupa laporan realisasi
belanja pegawai. Kemudian, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan pemotongan dan/
atau penundaan penyaluran DAU jika pemda belum menyampaikan kewajiban antara lain: (1)
tunggakan kewajiban pembayaran pinjaman daerah; (2) pembayaran kewajiban hibah daerah
induk kepada daerah otonom baru; (3) pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran
bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemerintah
daerah; (4) pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja wajib
dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
(5) penyampaian data/informasi keuangan daerah dan nonkeuangan daerah secara langsung
dan/atau melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); dan (6) pemenuhan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya dilaksanakan sebagai berikut:
(1) DAU penggajian formasi PPPK dilakukan setiap bulan sesuai laporan pengangkatan dan
pembayaran gaji PPPK yang diangkat di tahun 2023; (2) DAU pendanaan kelurahan disalurkan
dua tahap; dan (3) DAU bidang pendidikan, DAU bidang kesehatan, serta DAU bidang
pekerjaan umum disalurkan tiga tahap. Penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q DJPK menerima laporan syarat penyaluran berupa
laporanrencana anggaran maupun laporan realisasi masing-masingjenis DAU yang Ditentukan
Penggunaannya.

Memperhatikan hal-hal di atas, realisasi penyaluran DAU sampai dengan semester I tahun 2023
mencapai Rp197,4 triliun atau 49,8 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut
lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp216,7 triliun atau
57,3 persen terhadap pagu. Hal tersebut antara lain dikarenakan beberapa pemerintah daerah
masih melakukan penyesuaian penganggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya dalam
APBD dan menyiapkan laporan rencana penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
sebagai syarat penyaluran serta adanya pemerintah daerah yang terkena sanksi penundaan
penyaluran DAU terkait dengan pemenuhan kewajiban penyampaian data/informasi keuangan
daerah maupun pemenuhan kewajiban penganggaran belanja wajib sesuai ketentuan. Secara
lebih rinci, realisasi anggaran DAU pada semester I tahun 2019-2023 disajikan dalam Grafik
2.4.2 berikut.
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GRAFIK 2.4.2
REALISASI DAU SEMESTERI1, 2019-2023
(triliun rupiah)
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2.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.4.3.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2023 mengacu pada PMK Nomor 198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023. Selanjutnya, DAK Fisik dialokasikan
dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian
output dan outcome, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik. Adapun
yang menjadi sasaran DAK Fisik antara lain: (1) pemenuhan standar pelayanan minimal; (2)
pencapaian prioritas nasional; dan (3) percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan
karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Dalam perkembangannya, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan DAK Fisik
untuk mendorong tata kelola DAK Fisik yang lebih optimal. Pemerintah telah melakukan
percepatan penyusunan Rencana Kegiatan (RK) yaitu pada bulan Desember 2022 sehingga
daerah dapat segera memulai pelaksanaan kegiatan pada awal tahun 2023. Selain itu,
Pemerintah juga mendorong penguatan APIP daerah dalam melakukan reviu atas kelengkapan
dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik melalui aplikasi OMSPAN. Memperhatikan hal-
hal di atas, realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai
Rp5,1 triliun atau 9,5 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut lebih rendah
dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp5,6 triliun atau
9,1 persen terhadap pagu. Hal ini utamanya dikarenakan pada tahun 2023 sebagian besar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulai pelaksanaan lelang atas kegiatan DAK Fisik
sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada Grafik 2.4.3 disajikan perkembangan realisasi DAK Fisik sampai dengan
semester I tahun 2023. Penyaluran DAK Fisik bulan April-Juni tahun 2023 mulai mengalami
peningkatan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebagian daerah
sudah memulai proses lelangnya sejak awal tahun dan menyelesaikannya pada akhir triwulan
I. Merujuk pada pola penyaluran beberapa tahun sebelumnya, diperkirakan penyaluran
tertinggi akan terjadi pada bulan-bulan yang menjadi batas waktu penyaluran tahap I sampai
dengan tahap III (Bulan Juli, Oktober, dan Desember).
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GRAFIK 2.4.3
PERKEMBANGAN REALISASI DAK FISIK
SEMESTER I TAHUN 2023
(triliun rupiah)
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2.4.3.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Pemerintah mengalokasikan anggaran DAK Nonfisik dengan tujuan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik di daerah. Pada APBN tahun 2023, alokasi
DAK Nonfisik ditetapkan sebesar Rp130,3 triliun dan kebijakan penyaluran anggaran DAK
Nonfisik dilaksanakan dengan mengacu kepada PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan DAK Nonfisik.

Selanjutnya, realisasi DAK Nonfisik sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp67,2
triliun atau 51,6 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut lebih rendah
dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp70,4 triliun
atau 54,7 persen terhadap pagu. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja penyampaian
syarat salur dari pemerintah daerah dan rekomendasi penyaluran dana dari masing-masing
K/L pengampu DAK Nonfisik, terutama DAK Nonfisik yang memiliki pagu alokasi yang tinggi
seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan persyaratan penyaluran semua
jenis anggaran DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dilakukan Pemerintah dalam
rangka mengoptimalkan pelaksanaan DAK Nonfisik. Perkembangan realisasi penyaluran dan
capaian output DAK Nonfisik per jenis dapat dilihat dalam Tabel 2.4.2 dan Gambar 2.4.1
berikut.
TABEL 2.4.2

REALISASI DAK NONFISIK SEMESTER, 2022-2023

(triliun rupiah)

2022 2023
Uraian isasi isasi
gbsose |Semesmert | % | APBN |G| %

1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 54,1 3,2 | 57,6 53,6 26,7 | 49,8
2 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 4,3 2,1 | 487 4,0 2,0 | 50,0
3 BOP Pendidikan Kesetaraan 1,0 0,5 | 487 1,5 0,7 | 50,0
4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND 52,0 28,5 | 54,7 50,5 27,6 | 54,8
5 Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru ASND 1,7 0,7 | 44,3 1,5 0,7 | 459
6 Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus 1,7 0,7 | 43,2 1,7 0,8 | 49,7
7 BOP Museum dan Taman Budaya 0,2 0,1 | 49,0 0,2 0,1 | 50,0
8 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 9,9 4,8 | 486 12,9 6,2 | 485
9 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 2,8 1,4 | 49,5 3,2 1,6 | 50,0
10 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK 0,2 0,1 | 50,0 0,3 0,1 | 50,0
11 Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,1 0,1 | 487 0,1 0,1 | 50,0
12 Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah 0,1 - - 0,1 0,0 [ 50,0
13 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,1 0,1 | 50,0 0,1 0,1 | 50,0
14 Dana Fasilitasi Penanaman Modal 0,2 0,1 | 489 0,3 0,1 | 498
15 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,2 0,1 | 47,8 0,3 0,2 | 50,0
16 Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 0,2 0,1 - 0,2 0,1 | 50,0

TOTAL 128,7 70,4 | 54,7 130,3 67,2 | 51,6

Sumber: Kementerian Keuangan
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GAMBAR 2.4.1
REALISASI OUTPUT DAK NONFISIK SEMESTER 1 2023
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Sumber: Kementerian Keuangan

2.4.3.3 Hibah kepada Daerah

Padatahun 2023, Hibah kepada daerah menjadi bagian dari Transfer ke Daerah dan merupakan
bagian dari anggaran DAK sesuai amanat Pasal 131 UU HKPD, sedangkan pengelolaan
Hibah kepada Daerah sampai dengan tahun 2022 dilaksanakan melalui mekanisme Belanja
Pemerintah Pusat. Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik
dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah
dan pemerintah daerah. Hibah kepada Daerah terdiri atas: (1) Hibah kepada Daerah yang
bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri; dan (2) Hibah kepada Daerah yang bersumber
dari penerimaan dalam negeri. Dalam APBN tahun 2023, Hibah kepada Daerah ditetapkan
sebesar Rp2.077,5 miliar.

Selanjutnya, realisasi penyaluran Hibah kepada Daerah sampai dengan semester I tahun
2023 mencapai Rp599,3 miliar atau 28,8 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi
penyaluran tersebut secara persentase lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama di
tahun 2022 yang mencapai 14,5 persen terhadap pagu. Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah
sampai dengan semester I tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh: (1) karakteristik Hibah
kepada Daerah dimana beberapa jenis hibah diajukan permintaan penyalurannya oleh daerah
pada semester II setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan; (2) keterlambatan permintaan
penyaluran hibah dari pemerintah daerah; dan (3) keterlambatan pelaksanaan teknis kegiatan
di daerah karena hambatan pelaksanaan dan proses verifikasi. Secara lebih rinci, realisasi
anggaran Hibah kepada Daerah pada semester I tahun 2019-2023 disajikan dalam Grafik
2.4.4 berikut.
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GRAFIK 2.4.4
REALISASI HIBAH KEPADA DAERAH
SEMESTERI, 2019-2023
(triliun rupiah)
28,8

12,9 6,0 14,5

5.1
0,8
1,9 0,7 0.4 > 2,1 0,6
0.0 [ ] — [ [ ]

2019 2020 2021 2022 2023
mmmm Pagu s Real Semester [ =O==9% Salur

Sumber: Kementerian Keuangan

2.4.4 Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dilakukan untuk mendukung pelaksanaan
Otonomi Khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua
Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat
Daya. Dana Otsus untuk Provinsi-Provinsi di wilayah Papua ditujukan antara lain untuk
meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui penyediaan sarana prasarana
publik, pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Dana Otsus
Provinsi Aceh ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan
ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan bidang pendidikan, sosial,
dan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.

Sejak tahun 2022, Dana Otsus untuk Provinsi-Provinsi di Papua terbagi menjadi dua yaitu
Dana Otsus yang bersifat umum sebesar 1,0 persen dari pagu DAU Nasional dan Dana Otsus
yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25
persen dari pagu DAU Nasional. Penyaluran Dana Otsus untuk Provinsi-Provinsi di wilayah
Papua dilakukan secara langsung dari RKUN ke RKUD masing-masing daerah provinsi/
kabupaten/kota penerima Dana Otsus di wilayah Papua. Selain Dana Otsus, daerah di Papua
juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus yang
ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air
bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Alokasi Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus pada APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar
Rp17,2 triliun. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Otsus
dan DTI dalam rangka Otsus sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp4,6 triliun atau
26,7 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan
realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,1 triliun atau 30,0 persen
terhadap pagu. Hal tersebut utamanya dipengaruhi karena penurunan pagu Dana Otsus Aceh
dari sebesar 2,0 persen menjadi 1,0 persen terhadap pagu DAU Nasional pada tahun 2023 dan
masih terdapat 20 daerah (40 persen dari jumlah pemerintah daerah penerima Dana Otsus
Block Grant dan DTI) dan 19 daerah (38 persen dari jumlah pemerintah daerah penerima
Dana Otsus Specific Grant) yang belum menyampaikan dokumen syarat salur secara lengkap
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dan benar. Selanjutnya, realisasi Dana Otsus pada semester I tahun 2023 tersebut terdiri atas:
(1) realisasi Dana Otsus dan DTI Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp3,4 triliun atau
25,8 persen terhadap pagu; dan (2) realisasi Dana Otsus Aceh sebesar Rp1,2 triliun atau 30,0
persen terhadap pagu.

2.4.5 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dengan tujuan untuk
penyelenggaraan kewenangan keistimewaannya sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi tata cara pengisian jabatan,
kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, pertanahan, tata ruang,
kelembagaan pemerintah DIY, serta kebudayaan.

Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam UU Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
demokratis, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, tata pemerintahan, dan tatanan
sosial yang menjamin kebhinekaan dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintahan yang
baik, serta melembagakan peran dan tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga
dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Alokasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1,4
triliun. Selanjutnya, realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sampai dengan
semester I tahun 2023 mencapai Rp1,1 triliun atau 80,0 persen terhadap pagu APBN tahun
2023. Realisasi penyaluran tersebut sama dengan realisasinya pada periode yang sama tahun
sebelumnya, utamanya dipengaruhi oleh kecepatan dan kepatuhan pemerintah daerah dalam
memenuhi dokumen persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta serta adanya
perbaikan regulasi sehingga penyaluran tahap II tahun 2023 telah dilakukan pada bulan Mei,
lebih cepat dibandingkan tahun lalu yang disalurkan pada bulan Juni.

2.4.6 Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun
2023, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dan
Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengatur
bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2023 yaitu: (1) paling sedikit sebesar 10,0 persen dan
paling banyak 25,0 persen digunakan untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
(2) paling sedikit sebesar 20,0 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani; (3) dana
operasional pemerintah desa maksimal sebesar 3,0 persen; (4) program kesehatan termasuk
penanganan stunting; dan (5) penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa, dan
program prioritas lainnya. Selanjutnya, besaran anggaran BLT Desa pada tahun 2023 masih
sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp300.000/KPM/bulan selama 12 bulan. Penyaluran
BLT Desa dilaksanakan secara langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) per triwulan dan
pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dibayarkan untuk
tiga bulan sekaligus.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa mengacu kepada PMK Nomor 201/
PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur lebih lanjut mengenai
penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, monitoring dan evaluasi Dana Desa.
Pada tahun 2023, penyaluran Dana Desa non-BLT Desa dan BLT Desa dilakukan secara
terpisah, dimana penyaluran non-BLT Desa disalurkan tiga tahap untuk desa reguler (40,0
persen; 40,0 persen; dan 20,0 persen) dan dua tahap untuk desa mandiri (60,0 persen dan
40,0 persen). Sedangkan penyaluran BLT Desa dilakukan per triwulan dengan ketentuan
paling cepat awal triwulan yang bersangkutan.
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Selanjutnya, BLT Desa ditetapkan minimum sebesar 10,0 persen dan maksimum sebesar 25,0
persen dari pagu Dana Desa dan apabila kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa lebih kecil
dari besaran yang ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN, maka Dana Desa non-BLT Desa
disalurkan paling tinggi sebesar 90,0 persen dari pagu Dana Desa setiap desa. Sedangkan
selisih Dana Desa yang tidak disalurkan akan menjadi sisa dana di RKUN.

Dana Desa dalam APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp70,0 triliun dan memperhatikan
hal-hal di atas realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan semester I tahun 2023
mencapai Rp34,7 triliun atau 49,5 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut
relatif lebih rendah secara persentase namun lebih tinggi secara nominal dibandingkan
realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp34,2 triliun atau 50,2
persen terhadap pagu. Hal tersebut utamanya disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat
kebijakan Tambahan Alokasi Dana Desa Tahun Berjalan yang pelaksanaan penyalurannya
dilakukan pada semester II tahun 2023. Tujuan tambahan alokasi Dana Desa tersebut dalam
rangka meningkatkan kinerja desa. Sedangkan penyaluran BLT Desa tahun 2023 antara lain
dipengaruhi adanya penurunan batas minimal penyaluran BLT Desa yang semula minimal
sebesar 40,0 persen dari pagu Dana Desa menjadi minimal sebesar 10,0 persen dan maksimal
sebesar 25,0 persen dari pagu Dana Desa. Realisasi Dana Desa pada semester I tahun 2023
digunakan untuk: (1) pelaksanaan BLT Desa sebesar Rp4,3 triliun atau 25,5 persen dari
proyeksi kebutuhan BLT Desa sebesar Rp17,0 triliun; dan (2) penyaluran Dana Desa non-BLT
Desa sebesar Rp30,3 triliun.

2.4.7 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai
digunakan dalam APBN tahun 2023. Insentif Fiskal merupakan instrumen penghargaan yang
diberikan bagi daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar
publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp8,0 triliun untuk pemberian Insentif Fiskal yang terdiri atas: (1)
Pemberian Insentif Fiskal atas Daerah yang Berkinerja Baik Tahun Sebelumnya sebesar Rp3,0
triliun; (2) Pemberian Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp4,0 triliun; dan
(3) Penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada daerah tertinggal sebesar Rp1,0 triliun.

Perhitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah
berkinerja baik dihitung berdasarkan: (1) klaster daerah yang diukur dengan kapasitas fiskal
daerah; (2) indikator kesejahteraan yang dinilai berdasarkan variabel persentase penduduk
miskin, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka; (3) kriteria utama
menggunakan indikator opini BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD tepat waktu; serta
(4) kategori kinerja yang merupakan penilaian terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja
pemerintah daerah yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik,
dan pelayanan umum pemerintahan.

Perhitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi
daerah tertinggal dihitung berdasarkan kategori kinerja yang dikelompokkan atas tata kelola
keuangan daerah dan pelayanan dasar publik. Adapun perhitungan alokasi Insentif Fiskal
untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp4,0 triliun akan diatur lebih lanjut dalam
PMK tersendiri dan akan disalurkan paling cepat pada bulan Juni 2023. Realisasi penyaluran
Insentif Fiskal sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp2,0 triliun atau 25,0 persen
terhadap pagu APBN tahun 2023, secara nominal sama dengan realisasi pada periode tahun
sebelumnya sebesar Rp2,0 triliun atau 28,6 persen terhadap pagu.
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2.5 Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Kebijakan fiskal pada tahun 2023 bersifat ekspansif dengan menjaga defisit anggaran dalam
batas aman. Kebijakan defisit anggaran ditempuh untuk mendukung program prioritas
Pemerintah sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga
kesinambungan fiskal. Dalam menutup defisit anggaran tersebut, Pemerintah memanfaatkan
berbagai sumber pembiayaan dan mengupayakan kombinasi yang efisien dengan tetap
mempertimbangkan risiko.

Pembiayaan anggaran pada APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84
persen terhadap PDB, melanjutkan kinerja konsolidasi fiskal yang sudah terwujud pada
APBN tahun 2022. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berbagai risiko
global menjadi tantangan bagi pelaksanaan APBN tahun 2023 terutama terkait fungsi dan
peran APBN untuk menjamin optimalisasi dan stabilisasi perekonomian serta pencapaian
target pembangunan nasional. Pengelolaan pembiayaan anggaran dilaksanakan dengan tetap
menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Berbagai faktor risiko global tetap perlu
diwaspadai dan Pemerintah tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN agar capaian
atas target defisit anggaran tetap terjaga.

Pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup
defisit anggaran. Kinerja pembiayaan utang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Selanjutnya, pemanfaatan
pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang
dilakukan melalui pembiayaan investasi Pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMN/
Pemda/Lembaga/Badan lainnya, dan pemberian penjaminan yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Pada semester I tahun 2023, realisasi pembiayaan
anggaran sebesar Rp135,1 triliun, yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp166,5 triliun,
pembiayaan investasi sebesar negatif Rp33,4 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp1,8
triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rpo,2 triliun.

2.5.1 Perkembangan Realisasi Defisit APBN

Pada semester I tahun 2023, terdapat surplus APBN sebesar Rp152,3 triliun atau 0,71 persen
terhadap PDB yang disumbangkan oleh realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.407,9 triliun
dan belanja negara sebesar Rp1.255,7 triliun. Kinerja surplus anggaran ini melanjutkan kinerja
yang sama pada semester I tahun 2022. Hal ini merupakan dampak dari pemulihan ekonomi
yang kuat dan didukung kinerja pendapatan negara yang membaik serta strategi Pemerintah
dalam menjaga disiplin pelaksanaan belanja negara sehingga dapat mengefisienkan
pembiayaan anggaran. Perkembangan realisasi surplus/defisit anggaran dapat dilihat pada
Grafik 2.5.1.
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Sumber: Kementerian Keuangan

Ringkasan realisasi APBN semester I tahun 2022—2023 disajikan dalam Tabel 2.5.1.

GRAFIK 2.5.1
REALISASI SEMESTER I KESEIMBANGAN PRIMER DAN
DEFISIT ANGGARAN, 2019 - 2023

(283,1)

2021

TABEL 2.5.1

(triliun rupiah)

2022

REALISASI APBN SEMESTER 1, 2022-2023

368,2

287,3

h a

2023

2022 2023
URAIAN Perpres Realisasi P‘;/nrtphr(elzs APBN Realisasi % thd
98/2022 Semester I 08/2022 Semester I APBN
A. Pendapatan Negara 2.266,2 1.336,1 59,0 2.463,0 1.407,9 57,2
B. Belanja Negara 3.106,4 1.244,9 40,1 3.061,2 1.255,7 41,0
C. Keseimbangan Primer (434,4) 279,0 (64,2) (156,8) 368,2 (234,9)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (840,2) 91,2 (10,9) (598,2) 152,3 (25,5)
% terhadap PDB (4,50) 0,49 (10,9) (2,84) 0,71 (25,1)
E. Pembiayaan Anggaran 840,2 158,6 18,9 598,2 135,1 22,6
I.  Pembiayaan Utang 943,7 196,9 20,9 696,3 166,5 23,9
II. Pembiayaan Investasi (230,2) (40,3) 17,5 (176,0) (33,4) 19,0
III. Pemberian Pinjaman 0,6 1,6 278,5 5,3 1,8 33,9
IV. Kewajiban Penjaminan (1,1) - - (0,3) - -
V.  Pembiayaan Lainnya 127,3 0,5 0,4 72,8 0,2 0,3
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 0,0 249,9 0,0 287,3

Sumber : Kementerian Keuangan

2.5.2 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran

2.5.2.1 Pembiayaan Utang

Kebutuhan pembiayaan utang tahun 2023 masih sangat tinggi yang disebabkan adanya
kebutuhan belanja dan pembiayaan Pemerintah untuk percepatan pemulihan sosial-ekonomi,
namun juga melakukan konsolidasi untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi
struktural, penguatan peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, serta
melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Target pembiayaan utang dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp696,3 triliun yang terdiri dari
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SBN (neto) sebesar Rp712,9 triliun, Pinjaman Luar Negeri (neto) sebesar negatif Rp17,4 triliun,
dan Pinjaman Dalam Negeri (neto) sebesar Rpo,7 triliun. Pengelolaan dan timing penerbitan
utang baik melalui SBN dan pinjaman terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun
2023.

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang sebesar
Rp166,5 triliun atau 23,9 persen dari targetnya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2023
sebesar Rp696,3 triliun, yang terdiri dari SBN (neto) sebesar Rp157,9 triliun, Pinjaman Luar
Negeri (neto) sebesar Rp6,1 triliun, dan Pinjaman Dalam Negeri (neto) sebesar Rp2,5 triliun,
dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5.2. Realisasi pembiayaan utang tersebut
turun 41,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp196,9 triliun.

TABEL 2.5.2
REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER 1, 2022—2023
(triliun rupiah)

2022 2023
URAIAN Perpres Realisasi P‘;/ortphrl(i-:s APBN Realisasi % thd
98/2022 | Semester I 98/2022 Semester I APBN
I. Surat Berharga Negara (Neto) 961,4 182,6 19,0 712,9 157,9 22,1
II. Pinjaman (Neto) (17,7) 14,2 (80,5) (16,6) 8,6 (51,8)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1,8 2,0 111,2 0,7 2,5 330,2
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 3,6 2,9 80,5 3,5 3,5 99,8
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (1,8) (0,9) 50,9 2,7) (1,0) 36,5
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (19,5) 12,3 (63,2) (17,4) 6,1 (35,4)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 63,5 51,9 81,6 62,1 46,2 74,4
i. Pinjaman Tunai 28,7 40,9 142,6 29,5 35,8 121,5
ii. Pinjaman Kegiatan 34,8 11,0 31,5 32,6 10,3 31,7
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (83,0) (39,6) 47,7 (79,4) (40,0) 50,4
JUMLAH 943,7 196,9 20,9 696,3 166,5 23,9

Sumber : Kementerian Keuangan

Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi SBN (neto) pada semester I tahun 2023 mencapai Rp157,9 triliun atau 22,1 persen
terhadap target dalam APBN tahun 2023, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada
periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp182,6 triliun atau 19,0 persen terhadap targetnya
dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dalam
negeri yang terus menunjukkan perbaikan telah mendorong perbaikan kondisi ekonomi dan
kinerja positif dari penerimaan negara sehingga dapat menurunkan defisit APBN.

Realisasi penerbitan SBN yang lebih rendah tersebut merupakan implementasi dari kebijakan
backloading strategy yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

a. Kebutuhan belanja Pemerintah yang cenderung lebih besar pada semester II

Beberapa tahun terakhir, belanja negara dan pengeluaran pembiayaan anggaran
cenderung lebih besarpada semester II. Pada semester I, K/L cenderung mempersiapkan
aspek dokumentasi maupun proses pengadaan barang dan jasa, sehingga penyerapannya
relatif rendah. Pada bulan April 2023 terjadi perlambatan kinerja serapan belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya yang dipengaruhi hari libur dan cuti bersama
nasional yang menyebabkan efektif hari kerja hanya 12 hari. Dengan mempertimbangkan
kondisi tersebut, Pemerintah melakukan penyesuaian target lelang SBN agar saldo kas
negara berada pada level yang optimal.
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b. Kebutuhan untuk kewajiban pembiayaan utang, baik pembayaran pokok maupun bunga
utang

Pengadaan utang Pemerintah dipergunakan selain sebagai pembiayaan defisit APBN, juga
sebagai pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang jatuh tempo. Untuk itu, pengadaan
utang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Pemerintah harus memperhitungkan
dengan prudent kebutuhan utang jatuh tempo, agar dapat dipenuhi dengan baik sehingga
terhindar dari risiko gagal bayar.

c. Volatilitas pasar keuangan akibat dari ketidakpastian global

Faktor global memberikan dampak secara terbatas terhadap pasar SBN domestik, karena
likuiditas domestik yang masih tinggi, terutama dari investor perbankan, asuransi, dan
investor individu, serta mulai pulihnya aktivitas perekonomian nasional. Kinerja pasar
SBN pada semester I tahun 2023 relatif stabil di tengah volatilitas yang terjadi, baik di
pasar global maupun domestik. Yield curve SBN secara keseluruhan sepanjang semester I
tahun 2023 cenderung menurun.

d. Saldo kas Pemerintah yang cukup tinggi yang bersumber dari SAL dan/atau SiLPA tahun
2022

Realisasi defisit anggaran tahun 2022 hanya sebesar 2,35 persen terhadap PDB berada di
bawah target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 yaitu sebesar 4,50
persen terhadap PDB. Kondisi ini menyebabkan adanya SiLPA tahun 2022 yang cukup
tinggi, sehingga meningkatkan likuiditas kas yang dikelola Pemerintah. Dengan kondisi
tersebut, Pemerintah menyesuaikan strategi penerbitan SBN dari front loading strategy
menjadi backloading strategy.

e. Pengembangan pasar SBN

Penerbitan SBN pada semester I tahun 2023 dilaksanakan melalui lelang dan nonlelang.
Pelaksanaanlelang SBN dilaksanakan secarareguler setiap minggu, dengan mengutamakan
seri-seri benchmark. Benchmark series dibedakan menurut jenis instrumen dan tenornya.
Benchmark SUN diterbitkan dengan tenor 5, 10, 15, dan 20 tahun, sedangkan SBSN
diterbitkan dengan tenor 2, 4, 13, dan 25 tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk
mendorong pengembangan pasar SBN.

Penerbitan SBN nonlelang dilakukan melalui private placement dan bookbuilding, yaitu
SBN ritel dan SBN valas. Selama semester I tahun 2023, penerbitan melalui private
placement dilakukan sebanyak 5 (lima) kali untuk SUN dan 5 (lima) kali untuk SBSN
sebagaimana digambarkan pada Grafik 2.5.2 dan Grafik 2.5.3. Penerbitan SBN ritel
pada semester I tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Savings Bond
Retail (SBR), Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Tabungan (ST). Penerbitan SBN valas telah
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari SUN valas pada bulan Januari 2023
dan Samurai Bond pada bulan Mei 2023. Penerbitan SBN valas dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan kondisi kas negara. Volatilitas yang
tinggi di pasar keuangan mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan waktu penerbitan
SBN valas pada semester I tahun 2023. Selain itu, terdapat pergeseran target penerbitan
SBN valas dengan mempertimbangkan kondisi kas valas negara yang sangat ample.
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GRAFIK 2.5.2
PERKEMBANGAN PENERBITAN SUN DI PASAR PERDANA
SEMESTER I TAHUN 2023
(triliun rupiah)
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GRAFIK 2.5.3
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBSN DI PASAR PERDANA
SEMESTER I TAHUN 2023
(triliun rupiah)
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Pinjaman (Neto)

Penarikan pinjaman (neto) semester I tahun 2023 sebesar Rp8,6 triliun, yang terdiri dari
Pinjaman Dalam Negeri (neto) sebesar Rp2,5 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (neto) sebesar
Rp6,1 triliun. Realisasi Pinjaman Luar Negeri kegiatan didominasi penarikan pinjaman
dari lembaga multilateral dan bilateral. Penarikan pinjaman digunakan oleh K/L untuk
melaksanakan pembangunan fisik maupun nonfisik untuk mencapai target pembangunan
yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
antara lain dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta pemenuhan sarana penanganan
kesehatan, pertahanan, keamanan, dan ketertiban.
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Pinjaman Dalam Negeri

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto) sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar
Rp3,5 triliun dengan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1,0 triliun,
sehingga Pinjaman Dalam Negeri (neto) sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp2,5
triliun atau 330,2 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2023.

Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp46,2
triliun dengan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp40,0 triliun,
sehingga Pinjaman Luar Negeri (neto) sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp6,1
triliun.

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) terdiri dari pinjaman tunai sebesar Rp35,8 triliun
atau 121,5 persen dari target APBN tahun 2023 dan pinjaman kegiatan sebesar Rp10,3 triliun
atau 31,7 persen dari target APBN tahun 2023. Pinjaman tunai merupakan general financing
yang dapat ditarik dengan persyaratan tertentu dan penggunaan dananya sebagai pembiayaan defisit
APBN sebagaimana telah ditetapkan dalam APBN.

Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi realisasi penarikan Pinjaman Luar Negeri
kegiatan diantaranya adanya penyesuaian terhadap prioritas kegiatan yang akan dibiayai
dengan pinjaman. Selain itu, terdapat K/L yang selama beberapa waktu sebelumnya tidak
mengelola kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman yang mengakibatkan diperlukannya waktu
yang lebih lama untuk menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Realisasi penarikan pinjaman tunai yang cukup tinggi dibandingkan dengan APBN disebabkan
oleh adanya pinjaman tunai yang telah dipersiapkan sejak tahun 2022, sehingga dananya dapat
ditarik pada triwulan I tahun 2023. Namun demikian, potensi pinjaman tunai diperkirakan
masih lebih besar dari target yang ditetapkan. Optimalisasi pinjaman tunai dilakukan sebagai
bagian dari fleksibilitas pembiayaan utang tunai dalam rangka pengendalian biaya utang dan
risiko utang Pemerintah, sehingga Pemerintah memperoleh biaya yang lebih menguntungkan.

2.5.2.2 Pembiayaan Investasi

Alokasi pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp176,0 triliun yang terbagi
berdasarkan klaster, yaitu 1) klaster infrastruktur; 2) klaster pendidikan; 3) klaster perlindungan
masyarakat; 4) klaster pangan dan lingkungan hidup; 5) klaster kerja sama internasional; dan
6) klaster lainnya. Realisasi pembiayaan investasi (neto) pada semester I tahun 2023 sebesar
Rp33,4 triliun atau 19,0 persen dari alokasinya. Realisasi ini terdiri dari realisasi pengeluaran
pembiayaan investasi sebesar Rp39,0 triliun dan realisasi penerimaan kembali pembiayaan
investasi sebesar Rp5,6 triliun.

Kontribusi realisasi pengeluaran pembiayaan investasi berasal dari investasi klaster
infrastruktur, klaster pendidikan, dan klaster kerja sama internasional. Realisasi klaster
infrastruktur sebesar Rp22,0 triliun terdiri dari pencairan investasi yang disalurkan kepada
BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan investasi program Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari total alokasi investasi kepada LMAN sebesar Rp25,4
triliun, realisasi semester I tahun 2023 sudah mencapai Rp10,0 triliun atau 39,3 persen
terhadap alokasinya. Investasi kepada LMAN tahun 2023 ini digunakan untuk pendanaan
pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN). Dampak yang diharapkan dari investasi ini
berupa manfaat atas percepatan pembangunan infrastruktur yang nantinya akan memperbaiki
konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, serta investasi di berbagai bidang.
Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat tercipta.
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Untuk program FLPP, realisasi investasi Pemerintah semester I tahun 2023 sebesar Rp12,0
triliun atau 61,6 persen dari total alokasinya sebesar Rp19,5 triliun. Alokasi program FLPP
dalam APBN sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam pengurangan backlog perumahan
terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Investasi klaster pendidikan merupakan investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) yang telah terealisasi 75,0 persen pada semester I tahun 2023, yaitu sebesar
Rp15,0 triliun. Pengalokasian investasi kepada LPDP menjadi salah satu kebijakan Pemerintah
dalam peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Dana abadi di bidang pendidikan
dialokasikan untuk mendukung penyiapan SDM berkualitas di berbagai bidang pembangunan.
Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas dengan memperbesar akumulasi dana abadi
sekaligus hasil investasinya agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program
pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi.

Investasi klaster kerja sama internasional dilakukan melalui investasi kepada BLU Lembaga
Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang telah terealisasi sebesar Rp2,0
triliun atau 100,0 persen dari alokasinya. Sementara investasi kepada Lembaga Keuangan
Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI) direncanakan dilakukan pada semester
II tahun 2023.

Pada semester I tahun 2023, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp5,6 triliun
yang berasal dari pengembalian dana Investasi Pemerintah Non-Permanen PEN (IP PEN)
sebesar Rp4,0 triliun (yang terdiri dari pengembalian dana PMN PT Waskita Karya (Persero)
Tbk sebesar Rp3,0 triliun, pengembalian dana cadangan IP PEN PT Krakatau Steel (Persero)
Tbk sebesar Rpo,8 triliun, dan pembayaran cicilan pokok IP PEN dari PT Kereta Api Indonesia
(Persero) sebesar Rpo,2 triliun), Pinjaman PEN Daerah sebesar Rpi,5 triliun, dan Dana
Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar Rpo,1 triliun. Sementara itu, cadangan
pembiayaan investasi dan pembiayaan pendidikan belum terdapat realisasi di semester I tahun
2023.

Rincian terkait realisasi pembiayaan investasi semester I tahun 2022 - 2023 dapat dilihat
dalam Tabel 2.5.3 berikut.
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2022 2023

URAIAN .. % thd
Perpres Realisasi Perpres APBN
98/2022 | Semester I P

Realisasi % thd
Semester I APBN

98/2022

1. Investasi Klaster Pendidikan (20,0) (20,0) 100,0 (20,0) (15,0) 75,0
1. Investasi kepada BLU Lembaga (20.,0) (20.0) 100.0 (20.0) (15.0) 5.0

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ’ > ’ > > ”
a. Dana Abadi Pendidikan (20,0) (20,0) 100,0 (10,0) (5,0) 50,0
b. Dana Abadi Penelitian 0,0 0,0 0,0 (5.0) (5,0) 100,0
c. Dana Abadi Kebudayaan 0,0 0,0 0,0 (2,0) (2,0) 100,0
d. Dana Abadi Perguruan Tinggi 0,0 0,0 0,0 (3.0) (3,0) 100,0

m. I tasi Klaster Perlind:

nvestasi Klaster Perlindungan (3,0) 0,0 0,0 4.3) 0,0 0,0

Masyarakat

1. Investasi kepada BLU Badan Pengelola
Dana Lingkungan Hidup (3,0) 0,0 0,0 (4,3) 0,0 0,0
(BPDLH)/Pooling Fund Bencana

IV. Investasi Klaster Kerjasama

Internasional (1,9) (1,0) 5L5 3.4 (2,0 58,8
1. Investasi kepada BLU Lembaga Dana
Kerja Sama Pembangunan (1,0) (1,0) 100,0 (2,0) (2,0) 100,0
Internasional (LDKPI)
2. Investasi kepada Islamic Development
Bank (IsDB) (0.,1) 0,0 0,0 (0,2) 0,0 0,0
3. Investasi kepada International Finance
Corporation (IFC) (0,3) 0,0 0,0 (0,3) 0,0 0,0
4. Investasi kepada International Fund for 0.0 0.0 0.0 (0,1) 0.0 0.0
Agricultural Development (IFAD) ’ ' ’ ’ ’ '
5. Investasi kepada International (0.2) 0.0 0.0 (0.3) 0.0 0.0
Development Association (IDA) ’ ’ ’ >3 ’ ’
6. Investasi kepada International Bank for
Reconstruction and Development (0,2) 0,0 0,0 (0,4) 0,0 0,0
(IBRD)
7. Investasi kepada Credit Guarantee and
0,0 0,0 0,0 (0,1) 0,0 0,0

Investment Facility (CGIF)
V. Investasi Klaster Lainnya 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0

1. PMN kepada PT Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero)

PMN kepada PT Len Industri (Persero) 0,0 0,0 0,0 (2,2) 0,0 0,0

3. PMN kepada Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia
(LPPNPI)/Airnav Indonesia

4. Investasi kepada BLU Badan Pengelola
Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 0,0 0,0 0,0 (2,2) 0,0 0,0
untuk Pengalihan Dana Reboisasi

0,0 0,0 0,0 (2,6) 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 (0,7) 0,0 0,0

VI. Cadangan Pembiayaan Investasi (21,5) 0,0 0,0 (5,7) 0,0 0,0
VII. Investasi Lainnya (97,4) 0,0 0,0 (49,5) 0,0 0,0
1. Pembiayaan Pendidikan (97,4) 0,0 0,0 (49,5) 0,0 0,0

VIII. Penerimaan Kembali Investasi 0,0 7,6 n.a. 0,0 5,6 n.a.
1. Pinjaman PEN Daerah 0,0 0,1 n.a. 0,0 1,5 n.a.
Penerimaan IP Non-Permanen PEN 0,0 7,5 n.a. 0,0 4,0 n.a.

?:11;; ?EE%E%LU Badan Pengatur 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,1 n.a.

JUMLAH (230,2) (40,4) 17,5 | (175,9) (33,4) 19,0

Terdapat pos-pos pembiayaan investasi yang belum terealisasikan pada semester I tahun
2023. Investasi dalam klaster infrastruktur diperkirakan baru akan terealisasi seluruhnya
pada semester II tahun 2023, yaitu melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN
diantaranya PMN kepada PT Hutama Karya (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial
(Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sebagian investasi kepada BLU LMAN
dan investasi program FLPP akan terealisasi pada semester II tahun 2023. Investasi dalam
klaster kerja sama internasional yaitu investasi kepada Organisasi/LKI/BUI diperkirakan akan
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terealisasi seluruhnya pada semester II tahun 2023. Untuk klaster perlindungan masyarakat,
yaitu investasi kepada BLU BPDLH, cadangan pembiayaan investasi, dan pembiayaan investasi
lainnya, sebagian sisa alokasinya diperkirakan baru akan terealisasi pada semester II tahun
2023.

Faktor penyebab belum terealisasinya beberapa pembiayaan investasi pada semester I tahun
2023 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, peraturan pelaksanaan untuk investasi kepada
BUMN masih dalam tahap penyelesaian. Berdasarkan undang-undang di bidang BUMN dan
Perbendaharaan Negara, bahwa setiap penyertaan modal negara pada perusahaan negara/
daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kedua, realisasi investasi kepada
Organisasi/LKI/BUI peraturan pelaksanaannya telah selesai tetapi pencairannya disesuaikan
dengan kebutuhan jatuh tempo pembayaran yang terjadwal pada semester II tahun 2023.

Meskipun pada semester I tahun 2023 belum semua alokasi dalam pembiayaan investasi
terealisasi, beberapa Lembaga/Badan terkait tetap memiliki hasil capaian. Hal ini dikarenakan
capaian Lembaga/Badan tersebut tidak hanya didukung alokasi investasi APBN pada tahun
berjalan, namun dapat bersumber dari dana alokasi tahun-tahun sebelumnya. Beberapa
Lembaga/Badan tersebut antara lain sebagai berikut: 1) BLU LMAN telah merealisasikan
pendanaan lahan PSN selama semester I tahun 2023 sebesar Rp7,6 triliun dengan total lahan
seluas 19,1 juta m2. Secara akumulasi, sejak tahun 2016 hingga semester I tahun 2023, LMAN
telah mendanai lahan PSN hingga mencapai Rp113,3 triliun pada 111 PSN; 2) BLU LPDP
telah merealisasikan penyaluran beasiswa (Beasiswa LPDP dan beasiswa kolaborasi dengan
K/L) selama semester I tahun 2023 kepada 43.547 orang. Beasiswa tersebut terdiri dari
beasiswa native LPDP kepada 4.634 orang (beasiswa degree) dan beasiswa kolaborasi dengan
Kemendikbudristek kepada 38.913 orang (11.216 beasiswa degree dan 27.698 beasiswa non-
degree). Secara akumulasi, sejak tahun 2013 hingga semester I tahun 2023, LPDP telah
menyalurkan beasiswa kepada 219.995 orang dan 2.109 riset. Total akumulasi dana abadi di
bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP sejak tahun 2010 hingga semester I tahun 2023
telah mencapai Rp134,1 triliun; 3) Program FLPP telah disalurkan sebesar Rpi12,9 triliun
hingga semester I tahun 2023 dengan total unit rumah mencapai 114.500 unit dari target
sebanyak 229.000 unit atau setara Rp25,9 triliun. Secara akumulasi, sejak tahun 2010 hingga
semester I tahun 2023, penyaluran Program FLPP telah mencapai Rp113,2 triliun atau setara
1,3 juta unit rumah; 4) BLU LDKPI telah menyalurkan hibah internasional sebanyak Rpo,2
triliun kepada 32 negara sejak tahun 2020 hingga semester I tahun 2023. Secara akumulasi,
sejak tahun 2020 hingga semester I tahun 2023, dana kerja sama pembangunan internasional
yang dikelola oleh LDKPI telah mencapai Rp8,0 triliun.

2.5.2.3 Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman berperan sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam
capital expenditure pada BUMN/Pemda, khususnya proyek penugasan Pemerintah. Pada
APBN tahun 2023, telah dianggarkan pemberian pinjaman kepada 3 (tiga) BUMN selaku
executing agencies, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Sarana Multi
Infrastruktur (SMI) (Persero). Pemberian pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai 7
(tujuh) proyek pinjaman yang terbagi atas proyek ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan
(EBT), infrastruktur pelayanan umum, dan green economy, terutama dalam menanggulangi
dampak perubahan iklim.

Terkait dengan penerusan pinjaman ke Pemda, direncanakan penyaluran atas 1 (satu)
proyek infrastruktur transportasi massal melalui Construction of Jakarta Mass Rapid
Transit Project Phase II. Pendanaan proyek tersebut didanai melalui pinjaman JICA IP-585,
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melanjutkan pendanaan pinjaman JICA IP-571 yang berakhir masa berlakunya pada Maret
2022. Adapun belum dialokasikannya proyek pinjaman Construction of Jakarta Mass Rapid
Transit Project Phase II dikarenakan Subsidiary Loan Agreement (SLA) masih dalam proses
penandatanganan.

Realisasi penyaluran pemberian pinjaman sampai dengan semester I tahun 2023 adalah
sebesar Rpo,2 triliun atau 20,2 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp1,1
triliun. Angka tersebut merupakan nilai pencairan atas proyek pembangkit listrik dan EBT
milik PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), serta proyek pendanaan infrastruktur
milik PT SMI (Persero). Nilai kinerja penyaluran pemberian pinjaman tahun 2019 - 2023
tersaji dalam Tabel 2.5.4.

TABEL 2.5.4
KINERJA PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN, 2019—SEMESTER I 2023
(triliun rupiah)
Tahun APBN Realisasi® e
2019 6,6 5.7 86,9
2020 4,7 3,6 77:3
2021 3.5 2,0 57.3
2022 3,6 1,8 50,5
2023 1,1 0,2 20,2

Sumber : Kementerian Kenangan
*) 2019 - 2022 menggunakan data LKBUN Audited
*)  Nilai realisasi 2025 merupakan angka total penyaluran s.d. 30 Juni 2023

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman merupakan nilai pembayaran kembali
kewajiban pokok dan bunga yang disepakati dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman
SLA dalam mata uang tertentu. Pembayaran cicilan piutang pemberian pinjaman dicatat
sebagai pengurang nilai kewajiban BUMN/Pemda atas piutang Pemerintah dari komitmen
pinjaman yang telah disepakati. Penerimaan pokok pemberian pinjaman tahun 2023
mencakup penerimaan piutang yang berasal dari SLA/Rekening Dana Investasi (RDI) serta
PMN nontunai kepada BUMN induk holding pertahanan dan BUMN induk holding pangan.

Realisasi penerimaan pokok pemberian pinjaman pada semester I tahun 2023 sebesar Rp2,0
triliun atau 31,6 persen dari target penerimaan pokok pemberian pinjaman tahun 2023.
Penerimaan pokok pemberian pinjaman masih didominasi oleh penerimaan piutang dari
BUMN dengan kontribusi sebesar 97,4 persen. PT PLN (Persero) masih mendominasi sebagai
penyumbang penerimaan piutang terbanyak diikuti oleh PT SMI (Persero).

Nilai kinerja penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman tahun 2019-2023
disajikan pada Tabel 2.5.5.

TABEL 2.5.5
PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN, 2019—SEMESTER I 2023
(triliun rupiah)
Tahun APBN Realisasi* % Real thd APBN
2019 4,2 4.4 104,9
2020 10.5 4,6 44,2
2021 3.9 3.9 100,7
2022 4.2 4,0 96,1
2023 6,4 2,0 31,6

Sumber : Kementerian Keuangan
*) 2019 - 2022 menggunakan data LKBUN Audited
*)  Nilai realisasi 2023 merupakan angka total penyaluran s.d. 30 Juni 2023
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2.5.2.4 Kewajiban Penjaminan

Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rpo,3 triliun,
yang terdiri atas anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan percepatan pembangunan
infrastruktur nasional sebesar Rpo,3 triliun dan penugasan penyediaan pembiayaan
infrastruktur daerah sebesar Rpo,03 triliun. Hingga semester I tahun 2023, belum terdapat
realisasi anggaran kewajiban penjaminan atau belum dipindahbukukan ke dalam rekening
dana cadangan penjaminan, sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Belum
adanya realisasi anggaran kewajiban penjaminan tersebut dikarenakan belum ada kebutuhan
tambahan dana mengingat belum terdapat klaim atas jaminan Pemerintah. Namun demikian,
dengan perubahan kondisi perekonomian dan kondisi keuangan pihak terjamin yang sangat
dinamis, kecukupan dana dalam rekening dana cadangan penjaminan sangat penting untuk
memastikan kesiapan Pemerintah untuk membayar klaim penjaminan apabila terjadi,
sehingga kredibilitas program penjaminan Pemerintah dapat terjaga.

Sampai dengan semester I tahun 2023, akumulasi saldo rekening Dana Cadangan Penjaminan
Pemerintah adalah sebesar Rpi1,5 triliun dan saldo rekening Dana Jaminan Penugasan
Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rpo,4 triliun, yang berasal dari pemindahbukuan
anggaran kewajiban penjaminan tahun-tahunsebelumnya. Adapun posisi eksposur penjaminan
proyek infrastruktur sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebagai berikut.

a. Untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara
(proyek 10.000 MW tahap I), Pemerintah telah menerbitkan 32 surat jaminan untuk
proyek pembangkit dan 4 (empat) surat jaminan untuk proyek transmisi dengan nilai
total jaminan Pemerintah sebesar Rp100,6 triliun. Adapun penjaminan yang masih efektif
sebanyak 5 (lima) surat jaminan dengan posisi outstanding sebesar Rp3,8 triliun.

b. Untuk percepatan penyediaan air minum, Pemerintah telah menerbitkan 14 suratjaminan
kepada 13 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rpo,6 triliun.
Adapun penjaminan yang masih efektif sebanyak 7 (tujuh) surat jaminan dengan posisi
outstanding penjaminan sebesar Rpo,02 triliun.

c. Untuk proyek KPBU, Pemerintah melalui mekanisme penjaminan bersama (co-guarantee)
dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), telah menandatangani 7 (tujuh)
perjanjian penjaminan bersama yaitu untuk 1 (satu) proyek pembangkit listrik dan 6
(enam) proyek ruas jalan tol dengan nilai total penjaminan sebesar Rp132,5 triliun dan
posisi outstanding penjaminan sebesar Rp96,9 triliun.

d. Untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, Pemerintah juga telah menjamin 6
(enam) pinjaman dan 4 (empat) penerbitan obligasi dengan total komitmen pinjaman dan
obligasi sebesar Rp63,9 triliun dan posisi outstanding penjaminan sebesar Rp43,4 triliun.

e. Untuk pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung (direct lending) darilembaga
keuangan internasional kepada BUMN, Pemerintah telah menandatangani 11 perjanjian
penjaminan untuk komitmen pinjaman sebesar Rp71,0 triliun dengan posisi outstanding
penjaminan sebesar Rp37,6 triliun.

f.  Untuk program penyelenggaraan kereta api ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi
di wilayah Jabodebek, Pemerintah telah menerbitkan 2 (dua) penjaminan dengan nilai
Rp23,4 triliun dengan outstanding penjaminan sebesar Rp14,5 triliun.

g. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah telah
menerbitkan 4 (empat) penjaminan kredit senilai Rp15,2 triliun dan 3 (tiga) penjaminan
kelayakan usaha dengan nilai Rp137,9 triliun, dengan posisi outstanding penjaminan
sebesar Rp93,7 triliun.

h. Untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan,
batu bara, dan gas (10.000 MW tahap II), Pemerintah telah menerbitkan 10 surat jaminan
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kelayakan usaha PT PLN (Persero) dengan nilai komitmen sebesar Rp82,3 triliun. Adapun
penjaminan yang masih efektif sebanyak 7 (tujuh) surat jaminan dengan posisi outstanding
jaminan sebesar Rp60,2 triliun.

i. Untukpenugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, Pemerintah
telah menerbitkan 1 (satu) penjaminan kepada PT SMI (Persero) senilai Rp7,0 triliun
dengan outstanding sebesar Rp2,6 triliun.

Selain untuk mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, penjaminan
Pemerintah juga diberikan untuk mendukung program PEN yang penjaminannya diterbitkan
dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pemerintah bersama badan usaha penjaminan telah
memberikan dukungan berupa penjaminan kredit modal kerja, baik kepada pelaku UMKM,
pelaku usaha korporasi, maupun BUMN. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin untuk
pelaku UMKM sebesar Rp65,8 triliun dengan nilai outstanding penjaminan semester I tahun
2023 sebesar Rp31,9 triliun dan untuk pelaku usaha korporasi sebesar Rp7,4 triliun dengan
nilai outstanding penjaminan semester I tahun 2023 sebesar Rp3,3 triliun. Selain itu, untuk
PEN BUMN, telah diterbitkan penjaminan sebesar Rp63,2 triliun dengan nilai outstanding
penjaminan semester I tahun 2023 sebesar Rp10,4 triliun.

2.5.2.5 Pembiayaan Lainnya

Alokasi pembiayaan lainnya dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp72,8 triliun yang terdiri
dari alokasi SAL sebesar Rp70,0 triliun, hasil pengelolaan aset sebesar Rpo,6 triliun, dan
rekening pembangunan hutan sebesar Rp2,2 triliun. Beberapa alokasi tersebut merupakan
penerimaan pembiayaan yang akan membiayai sebagian defisit anggaran APBN dan juga
pengeluaran pembiayaan investasi. Penggunaan alokasi SAL merupakan bagian dari upaya
pemerintah untuk mengurangi penerbitan utang, sehingga rasio utang terhadap PDB dapat
dijaga di tingkat yang optimal dan diupayakan turun secara bertahap. Hasil pengelolaan aset
merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari proses penjualan/likuidasi
aset-aset bank eks. BPPN/BDL. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber
dari rekening pembangunan hutan merupakan bagian dari proses pengalihan dana reboisasi
kepada BPDLH.

Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rpo,2 triliun
yang berasal dari hasil pengelolaan aset. Masih terdapat SiLPA yang mencukupi pada semester
I tahun 2023, sehingga penggunaan SAL belum diperlukan.
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BAB 3
PROGNOSIS APBN SEMESTER 11 TAHUN 2023

3.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dinamika perekonomian global ke depan perlu terus diantisipasi. Kinerja ekonomi global
di paruh pertama tahun 2023 menunjukkan tren pelemahan sebagaimana ditunjukkan oleh
realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I serta berbagaiindikator dini seperti PMI manufaktur
global yang masih berada di zona kontraktif. Sementara itu, kebijakan reopening di Tiongkok
belum mampu mendorong pemulihan ekonominya secara optimal seperti yang diharapkan
sebelumnya. Kinerja ekonomi Eropa juga terus menunjukkan pelemahan.

Prospek pemulihan ekonomi global pada semester II tahun 2023 juga masih diliputi risiko
dan ketidakpastian tinggi. Meskipun tekanan inflasi global mengalami moderasi, namun
belum diikuti oleh penurunan suku bunga acuan, khususnya di negara maju. Pada bulan Juni
2023, The Fed mempertahankan suku bunga acuan di level antara 5,0 - 5,25 persen, setelah 10
pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) sebelumnya selalu terjadi kenaikan suku
bunga. Akan tetapi, The Fed mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga acuan kemungkinan
besar masih akan dilakukan hingga mencapai sekitar 5,75 persen hingga akhir tahun 2023.
Berbagai proyeksi juga menunjukkan tingkat suku bunga acuan di Eropa dan Inggris masih
akan naik akibat inflasi yang masih tinggi, jauh di atas target jangka menengahnya di tingkat
dua persen. Selain kondisi suku bunga acuan global yang higher for longer, perekonomian
global juga menghadapi ketidakpastian yang tinggi terkait dengan meningkatnya fragmentasi
geopolitik. Selama tahun 2023, berbagai isu geopolitik seperti decoupling, re-shoring, friend-
shoring, hingga dedolarisasi kencang berhembus dan menciptakan risiko besar bagi pemulihan
ekonomi dunia.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Resiliensi perekonomian nasional diperkirakan masih terus terjaga di tengah kondisi
perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, khususnya ditopang oleh sisi
konsumsi. Aktivitas konsumsi di semester II 2023 diperkirakan masih tetap terjaga. Tingkat
inflasi yang diperkirakan tetap terkendali akan menjadi faktor utama dalam menjaga laju
pertumbuhan konsumsi masyarakat. Selain itu, persiapan menjelang Pemilu 2024 juga akan
memberikan dampak positif bagi aktivitas konsumsi, termasuk di masa kampanye yang
dijadwalkan mulai pada bulan November 2023. Keberlanjutan pembukaan lapangan kerja
juga akan turut menopang pertumbuhan konsumsi di sisa tahun 2023.

Aktivitas produksi juga diperkirakan masih akan terus ekspansif pada semester I1 2023. Hal ini
didukung indikator PMI Manufaktur Indonesia yang terus berada pada zona ekspansif selama
22 bulan berturut-turut sampai dengan bulan Juni 2023. Selain itu, impor barang modal dan
bahan baku/penolong yang tumbuh signifikan sebesar 60,3 persen (yoy) dan 4,4 persen (yoy)
pada Mei 2023 turut menjadi faktor pendukung. Sektor perdagangan juga diperkirakan masih
tumbuh solid seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan inovasi
teknologi dan transformasi digital seperti pada e-commerce akan meningkatkan efisiensi dan
dapat memperluas akses pasar sehingga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor
terkait pariwisata juga diperkirakan masih akan tumbuh kuat di sisa tahun 2023, terutama
pada masa liburan sekolah serta Natal dan akhir tahun.

Namun, tekanan perlambatan perekonomian dunia diperkirakan masih akan membayangi
pertumbuhan ekonomi nasional di semester II tahun 2023. Di tengah perlambatan ekonomi
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global, permintaan negara mitra dagang diperkirakan belum akan meningkat secara signifikan,
terutama pada produk barang konsumsi. Selain itu, disrupsi harga akibat faktor geopolitik
seperti perang Rusia-Ukraina sejak Februari tahun 2022, diperkirakan masih belum berakhir
dalam waktu dekat. Di sisi domestik, gangguan cuaca/iklim juga dapat memberikan dampak
pada tingkat produksi, khususnya di sektor pertanian dan pertambangan. Meskipun optimisme
pelaku usaha pada perekonomian nasional masih tetap terjaga, namun secara umum pelaku
usaha masih akan wait and see atas perkembangan ekonomi dunia.

Menyikapi risiko-risiko tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi
makro, khususnya dalam mempertahankan tingkat keyakinan para pelaku pada potensi
perekonomian nasional. Implementasi reformasi struktural dan agenda transformasi ekonomi
diharapkan dapat terus memperkuat daya tarik investasi serta daya saing produk ekspor.
Keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga diharapkan memiliki
efek pengganda yang substansial dan menstimulasi aktivitas perekonomian terkait lainnya.
Selain itu, dukungan Pemerintah dalam menstimulus keberlanjutan tahapan hilirisasi juga
diharapkan dapat mendorong investasi dan kinerja sektor-sektor yang memiliki keterkaitan
dalam rantai pasok dari industri tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa moderasi pertumbuhan investasi yang terjadi di triwulan
I tahun 2023 perlu mendapat perhatian. Kebijakan untuk mendorong investasi akan terus
dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui dukungan reformasi fiskal dan struktural
untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang
ditempuh Pemerintah adalah dengan memfokuskan anggaran untuk (1) penguatan kualitas
SDM; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur; (3) reformasi birokrasi dan regulasi; (4)
revitalisasi industri dan; (5) mendorong pembangunan ekonomi hijau. Pelaksanaan Pemilu
juga berpotensi untuk menahan investasi akibat perilaku investor yang cenderung wait and
see. Untuk memitigasi risiko tersebut Pemerintah akan menjaga stabilitas iklim politik dan
keamanan dalam negeri sehingga mampu menjaga tingkat kepercayaan investor terhadap
Indonesia. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan pertumbuhan investasi di semester II
tahun 2023 dapat membaik.

Dari sisi perdagangan internasional, meskipun mengalami tekanan dari turunnya harga
komoditas dan perlambatan perekonomian dunia, ekspor Indonesia masih mencatatkan
pertumbuhan yang cukup tinggi di semester I tahun 2023. Upaya Pemerintah dalam
melakukan hilirisasi produk komoditas Indonesia, terutama sumber daya alam diharapkan
mampu meningkatkan nilai tambah produk-produk ekspor Indonesia, sekaligus mengurangi
ketergantungan terhadap barang impor. Dengan demikian, perdagangan internasional
Indonesia pada semester II tahun 2023 diharapkan mampu tetap tumbuh kuat.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta potensi pertumbuhan ekonomi nasional
tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai
5,0 persen sampai dengan 5,3 persen. Secara keseluruhan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi
Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen.

3.1.2 Laju Inflasi

Tingkat inflasi domestik diperkirakan terus terkendali dan terjaga pada level yang lebih rendah
pada semester II tahun 2023. Perkembangan harga global yang sudah mulai mereda dan
bergerak stabil mendorong berkurangnya tekanan inflasi yang bersumber dari luar (imported
inflation). Namun, Pemerintah masih tetap perlu mewaspadai berbagai risiko, baik secara
global maupun domestik yang dapat memengaruhi pencapaian target inflasi di tahun 2023.
Harga komoditas global yang masih cenderung volatil seiring dengan krisis Rusia-Ukraina
tetap perlu menjadi perhatian Pemerintah terutama dalam pengendalian inflasi pangan dan
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energi nasional. Selain itu, cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi pada semester IT tahun
2023 dapat memicu bencana kekeringan sehingga berpotensi memengaruhi perkembangan
harga pangan.

Pemerintah dan berbagai institusi terkait di level pusat dan daerah akan terus bersinergi
untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi. Berbagai upaya antisipatif disiapkan untuk
menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. Pemerintah juga akan terus mendorong
agenda ketahanan pangan untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik sehingga dapat
meminimalisasi gejolak harga yang timbul karena masalah ketersediaan pasokan. Kelancaran
arus distribusi barang juga terus dipantau dan diperkuat melalui berbagai upaya seperti
pembangunan infrastruktur dan konektivitas, kerja sama antar daerah, serta penguatan
fasilitasi distribusi. Selain itu, ekspektasi inflasi juga terus dijaga melalui komunikasi publik
yang semakin efektif. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, laju inflasi pada
tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 3,3 — 3,7 persen.

3.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Meskipun rupiah masih akan menghadapi ketidakpastian global, volatilitas pasar keuangan
global diperkirakan akan mulai stabil di semester II tahun 2023. The Fed diproyeksikan
akan mengerem pengetatan kebijakan moneternya dan suku bunga acuan juga telah berada
pada titik puncaknya. Dinamika kebijakan moneter secara global yang akan lebih longgar
diperkirakan dapat mendorong masuknya aliran modal masuk asing ke dalam negeri (capital
inflow) yang dapat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

Dari sisi domestik, meskipun harga komoditas diperkirakan akan menurun, peningkatan nilai
ekspor diharapkan dapat terus terjaga seiring dengan hilirisasi yang terus dijalankan oleh
Pemerintah, serta dari sisi impor diharapkan ketergantungan terhadap barang impor dapat
semakin berkurang. Dengan menjaga kestabilan antara ekspor dengan impor diharapkan
surplus perdagangan yang terjadi pada semester I tahun 2023 dapat kembali berlanjut di
semester II tahun 2023.

Disisi lain, kerjasama bilateral dan kawasan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar
AS juga terus dilaksanakan dan diperluas. Akselerasi pemanfaatan Local Currency Settlement
(LCS) serta pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diharapkan akan dapat
terus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pemulihan ekonomi
nasional. Selain itu, implementasi revisi PP 1/2019 terkait kebijakan DHE diharapkan semakin
efektif sehingga cadangan devisa semakin kuat dan tahan terhadap goncangan, ketercukupan
likuiditas valas di dalam negeri terjaga, dan risiko volatilitas nilai tukar rupiah juga dapat lebih
ditekan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah
pada tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran Rp15.000 — 15.250 per dolar AS.

3.1.4 Suku Bunga SUN 10 Tahun

Meskipun masih terdapat potensi risiko berlanjutnya kenaikan tingkat suku bunga global,
tren peningkatan suku bunga SUN 10 tahun Indonesia diperkirakan masih akan berlanjut di
semester II tahun 2023. Dari sisi eksternal, tingkat suku bunga acuan beberapa negara saat ini,
termasuk AS telah berada di atas dari tingkat inflasi. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan
investor untuk melakukan sikap wait and see hingga bank-bank sentral benar-benar telah
menghentikan sepenuhnya siklus kenaikan tingkat suku bunga. Tekanan tersebut diperkirakan
akan mereda pada paruh kedua tahun 2023 seiring dengan kejelasan arah kebijakan bank-bank
sentral dalam mengendalikan inflasi dan ekspektasi laju inflasi yang sudah mulai terkendali.
Selain risiko kenaikan tingkat suku bunga, patut diwaspadai aksi bank-bank sentral yang
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telah menerapkan quantitative tightening untuk menarik likuiditas guna memperkuat aksi
pengendalian inflasi.

Dari sisi domestik, kinerja perekonomian Indonesia yang baik diharapkan menjadi
modal positif bagi penurunan suku bunga SUN 10 tahun. Kondisi ini juga didukung
dengan tingkat inflasi domestik yang semakin menurun, nilai tukar rupiah yang terjaga
dan stabil, serta keberlanjutan surplus neraca perdagangan yang akan menopang
terjaganya cadangan devisa nasional. Selain itu, kebijakan fiskal yang disiplin dengan
defisit APBN yang terjaga serta rasio utang yang stabil diharapkan menjadi salah satu
faktor penting yang dapat menjaga peringkat investment grade Indonesia. Dengan
mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, suku bunga SUN 10 tahun pada tahun
2023 diperkirakan berada pada kisaran 6,6 — 6,9 persen.

3.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Rata-rata harga minyak mentah dunia sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan lebih rendah
jika dibandingkan tahun 2022. Pergerakan harga minyak mentah dunia akan dipengaruhi
berbagai faktor fundamental, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi
permintaan, perlambatan ekonomi global diperkirakan menurunkan tingkat permintaan
minyak mentah dunia. US Energy Information Administration (EIA) memperkirakan konsumsi
rata-rata minyak global sepanjang tahun 2023 akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan
tahun 2022, namun dengan pertumbuhan yang lebih lambat dari tahun sebelumnya. Dari
sisi penawaran, pada paruh kedua tahun 2023 diperkirakan akan terjadi pengetatan pasokan
minyak mentah didorong oleh pemotongan produksi minyak negara OPEC+ sebagai respons
atas risiko berlebihnya pasokan minyak global.

Selain dari faktor fundamental, pergerakan harga minyak mentah dunia pada paruh kedua
tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh risiko konflik geopolitik, tingkat inflasi, serta
tingkat permintaan beberapa negara di dunia seperti Tiongkok dan AS. Faktor geopolitik
seperti perbedaan arah politik dan persaingan dagang dan ekonomi antara Amerika Serikat
dan Tiongkok juga menjadi salah satu pusat perhatian besar dari pelaku pasar minyak global,
mengingat Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan negara pengimpor minyak mentah
terbesar di dunia. Dengan memerhatikan proyeksi dan pergerakan harga minyak mentah
dunia, terutama jenis Brent serta mempertimbangkan faktor risiko ke depan, rata-rata ICP
tahun 2023 diperkirakan pada kisaran US$75 sampai dengan US$80 per barel.

3.1.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi tantangan
utama berupa penurunan alamiah sumur-sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas
yang semakin menurun. Pemerintah telah mempertimbangkan faktor-faktor yang akan
memengaruhi capaian lifting migas ke depan dan hasil evaluasi terhadap capaian lifting migas
dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang masih akan memengaruhi capaian lifting
migas adalah belum optimalnya mobilitas arus orang dan barang dalam kegiatan produksi
migas yang disebabkan oleh pandemi. Kondisi ini menyebabkan kegiatan hulu migas KKKS
tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga diperkirakan masih akan ada penundaan
dan/atau pentahapan kegiatan hulu migas. Faktor lain yang dapat memengaruhi capaian
lifting migas adalah harga minyak mentah. Semakin tinggi harga minyak mentah, biasanya
diikuti dengan semakin menggeliatnya aktivitas hulu migas.

Selain itu, penurunan lifting minyak dan gas bumi juga dipengaruhi oleh terjadinya unplanned
shutdown di beberapa lapangan migas. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus
dilakukan melalui optimalisasi produksi sumur migas eksisting dan efektivitas pengeboran
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ladang migas yang sudah tua. Kegiatan eksplorasi juga masih dilakukan sebagai upaya untuk
dapat menemukan lapangan migas baru. Selain itu, peningkatan cadangan minyak dan gas
bumi terus diupayakan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan enhanced oil recovery.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia, situasi terkini terkait kondisi
lapangan, serta upaya dan program kebijakan yang akan ditempuh, capaian rata-rata lifting
minyak sepanjang tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 610-640 ribu bph, sementara
rata-rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 950-1.100
ribu bsmph.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2023

Indikator APBN Sl:f:el:isstﬁ'i I S:rl:eysitls'ill Outlook
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,3 50-5219 50-53 50-53
b. Inflasi (%, yoy) 3,6 3,5 3,3-3,7 3,3-3,7
c. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun (%, weighted average) 7,9 6,70 6,6-71 6,6-6,9
d. Nilai tukar (Rp/US$, average) 14.800 15.071 14.950-15.400 | 15.000 - 15.250
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 90 75,2 74 - 84 75-80
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari) 660 6052 610- 640 610- 640
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.100 9552 950 - 1.100 950 - 1.100

keterangan:

! Realisasi triwulan 1 2023: 5,03%

? Realisasi s.d April (eop April lifting minyak: 580,5 rbph, lifting gas: 957,9 rbsmph)
Sumber: Kementerian Keuangan

3.2 Prognosis Pendapatan Negara

Kinerja pendapatan negara semester I tahun 2023 yang tumbuh positif diperkirakan mampu
terjaga sampai dengan akhir tahun. Outlook pendapatan negara tahun 2023 diperkirakan
mencapai Rp2.637,2 triliun atau 107,1 persen dari target APBN tahun 2023. Beberapa faktor
yang memengaruhi adalah meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan keberlanjutan
implementasi UU HPP. Dengan demikian, prognosis pendapatan negara semester II tahun
2023 mencapai Rp1.229,3 triliun yang dikontribusikan oleh penerimaan perpajakan, PNBP,
dan hibah.

3.2.1 Penerimaan Perpajakan

Kinerja perpajakan tahun 2023 dipengaruhi oleh tren kinerja positif perekonomian nasional
semester I, stabilitas makro ekonomi, dan efektivitas kebijakan fiskal yang terjaga dengan baik.
Dengan memperhitungkan realisasi semester I tahun 2023, penerimaan perpajakan akhir
tahun diperkirakan mencapai Rp2.118,3 triliun. Outlook tersebut lebih tinggi Rp97,1 triliun
dibandingkan target dalam APBN tahun 2023, atau tumbuh 4,1 persen dibandingkan realisasi
tahun 2022. Dengan demikian prognosis penerimaan perpajakan dalam semester II tahun
2023 diperkirakan sebesar Rp1.012,7 triliun yang dikontribusikan baik dari penerimaan pajak
maupun kepabeanan dan cukai. Realisasi semester I dan prognosis semester II penerimaan
perpajakan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.
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TABEL 3.2.1
REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II PERPAJAKAN, 2023
(triliun rupiah)

2023
Uraian n
APBN Semester] | %thdAPBN | LTOBOSIS | o yqappN Outlook % thd APBN
Semester II

1. Penerimaan Pajak 1.718,0 970,2 56,5 848,0 49,4 1.818,2 105,8
a. Pajak Penghasilan 935,1 605,9 64,8 443,6 47,4 1.049,5 112,2

- PPh Migas 61,4 40,9 66,6 30,7 50,0 71,7 116,6

- PPh Non Migas 873,6 565,0 64,7 412,9 47,3 977,9 111,9

b. PPN dan PPnBM 743,0 356,8 48,0 374,3 50,4 731,0 98,4

c.  Pajak Bumi dan Bangunan 31,3 1,8 5.7 25,1 80,1 26,9 85,8

d. Pajak lainnya 8,7 5,7 65,6 5,1 58,5 10,8 124,0

2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 303,2 135,4 44,7 164,7 54,3 300,1 99,0
a. Cukai 245,4 105,9 43,1 121,3 49,4 227,2 92,6

b. BeaMasuk 47,5 24,2 50,9 28,9 60,8 53,1 11,7

c. Bea Keluar 10,2 5,3 52,1 14,5 141,8 19,8 193,9
Total Penerimaan Perpajakan 2.021,2 1.105,6 54,7 1.012,7 50,1 2.118,3 104,8

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1 Penerimaan Pajak

Kinerja positif penerimaan pajak semester I tahun 2023 diperkirakan akan dapat terjaga
sampai dengan akhir tahun 2023 yang mencapai Rp1.818,2 triliun. Outlook tersebut lebih
tinggi Rp100,2 triliun dibandingkan target APBN tahun 2023 atau 105,8 persen dari target
APBN tahun 2023. Dengan demikian, prognosis penerimaan pajak semester II tahun 2023
diperkirakan Rp848,0 triliun. Beberapa faktor yang memengaruhi prognosis pajak semester
IT tahun 2023 diantaranya adalah perekonomian nasional yang tumbuh solid, keberlanjutan
implementasi UU HPP, dampak harga komoditas, serta efektivitas implementasi kebijakan
dan pengawasan kepatuhan.

3.2.1.2 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Prognosis Kepabeanan dan Cukai pada semester II tahun 2023 diperkirakan akan mencapai
Rp164,7 triliun atau secara keseluruhan outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada akhir
tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp300,1 triliun. Capaian tersebut sedikit lebih rendah dari
target APBN tahun 2023 sebagai dampak penurunan produksi hasil tembakau, harga CPO yang
termoderasi, penurunan volume ekspor mineral, dan turunnya tarif bea keluar mineral seiring
progress hilirisasi. Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan penerimaan Kepabeanan
dan Cukai pada paruh kedua tahun 2023, baik melalui upaya peningkatan pengawasan
terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal maupun upaya ekstensifikasi cukai
melalui pemungutan cukai produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Selain
itu, Pemerintah juga berupaya menyelesaikan peta jalan cukai agar terdapat kepastian dalam
kebijakan fiskal CHT dengan mempertimbangkan aspek pengendalian konsumsi, rokok ilegal,
penerimaan negara, dan kesejahteraan pekerja/petani tembakau dalam jangka menengah.

3.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kinerja PNBP semester IT tahun 2023 utamanya masih dipengaruhi oleh harga komoditas dunia
terutama minerba yang diperkirakan akan mengalami moderasi sampai dengan akhir tahun
2023. Berdasarkan realisasi capaian PNBP semester I tahun 2023 dan proyeksi perkembangan
kondisi perekonomian terkini, maka prognosis PNBP semester II tahun 2023 diperkirakan
Rp213,7 triliun atau 48,4 persen dari APBN tahun 2023. Secara keseluruhan sampai dengan
akhir tahun 2023, PNBP diperkirakan akan mencapai Rp515,8 triliun atau 116,9 persen dari
APBN tahun 2023. Prognosis PNBP tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2.2.
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TABEL 3.2.2
PROGNOSIS PNBP TAHUN 2023

(triliun rupiah)

2023
Uraian isasi i
APBN | oo | APEN | Semestertr | Appx | Outlook | Gud
Penerimaan Negara Bukan Pajak 441,4 302,1 68,5 213,7 48,4 515,8 116,9
a. Pendapatan SDA 196,0 138,3 70,6 85,0 43,4 223,3 113,9
1) Pendapatan Migas 131,2 60,1 45,8 43,5 33,2 103,6 79,0
- Pendapatan SDA Minyak bumi 96,1 50,3 52,3 26,1 27,1 76,4 79,4
- Pendapatan SDA Gas Bumi 35,0 9,8 28,0 17,4 49,7 27,3 77,8
2) Pendapatan Nonmigas 64,8 78,3 120,8 41,4 64,0 119,7 184,7
- Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 54,0 74,7 138,2 35,3 65,3 110,0 203,5
- Pendapatan Kehutanan 5,2 2,3 45,3 3,3 64,8 5,7 110,1
- Pendapatan Perikanan 3,5 0,0 1,2 1,6 45,3 1,6 46,5
- Pendapatan Panas Bumi 2,1 1,2 56,2 1,2 58,5 2,4 114,8
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 49,1 42,4 86,3 39,2 79,8 81,5 166,1
c. Pendapatan PNBP Lainnya 113,3 83,0 73,2 48,5 42,8 131,5 116,1
- Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 31,2 24,1 77,2 12,0 38,5 36,1 115,7
- Pendapatan DMO 5,3 - - 7,0 131,9 7,0 131,9
- PNBP K/L 76,8 58,9 76,7 29,5 384 88,4 115,1
d. Pendapatan BLU 83,0 38,4 46,3 41,0 49,4 79,5 95,7

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Kinerja Pendapatan SDA sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas terutama
minyak bumi, mineral, dan batubara. Tren perlambatan harga komoditas pada semester
I tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut pada semester II tahun 2023 yang memberikan
dampak langsung pada perlambatan pendapatan SDA, baik migas maupun nonmigas. Selain
itu, potensi lebih rendahnya lifting migas pada semester II tahun 2023 juga akan memberikan
kontribusi pada potensi menurunnya pendapatan.

Pendapatan SDA Migas pada semester II tahun 2023 diperkirakan relatif moderat terutama
dipengaruhi oleh fluktuasi ICP dan lifting migas. Rata-rata ICP hingga akhir tahun 2023
diperkirakan berada pada kisaran US$75—US$80 per barel, lebih rendah daripada asumsi
APBN tahun 2023 sebesar US$90 per barel. Demikian juga, rata-rata realisasi lifting minyak
bumi sampai akhir tahun 2023 yang diperkirakan berkisar pada 610-640 rbph lebih rendah
dari APBN tahun 2023 sebesar 660 rbph, serta rata-rata realisasi lifting gas bumi yang
diperkirakan berkisar antara 950—1.100 rbsmph sedikit lebih rendah dari APBN tahun 2023
sebesar 1.100 rbsmph.

Tren peningkatan harga komoditas terutama minerba yang masih terjaga pada semester
I tahun 2023 diperkirakan akan mengalami moderasi pada semester II tahun 2023 namun
masih akan memberikan dampak positif pada pendapatan SDA Nonmigas, terutama yang
bersumber dari batubara. Pencapaian target pendapatan SDA Nonmigas dari pertambangan
minerba akan didorong oleh peningkatan volume produksi batubara yang sampai akhir tahun
2023 diperkirakan akan mencapai 694,5 juta ton atau lebih tinggi dari asumsinya pada APBN
tahun 2023 sebesar 625,0 juta ton. Sementara itu proyeksi HBA hingga akhir tahun 2023
diperkirakan sekitar US$180 per ton, lebih rendah dari asumsinya pada APBN tahun 2023
sebesar US$200 per ton.

Berdasarkan kondisi tersebut, prognosis Pendapatan SDA semester II tahun 2023 diperkirakan
akan mencapai Rp85,0 triliun, terdiri atas pendapatan SDA migas diperkirakan Rp43,5 triliun
atau 33,2 persen dari APBN tahun 2023, dan Pendapatan SDA Nonmigas diperkirakan Rp41,4
triliun atau 64,0 persen dari APBN tahun 2023. Secara keseluruhan total Pendapatan SDA
sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan akan mencapai Rp223,3 triliun atau 113,9
persen dari APBN tahun 2023.
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3.2.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kinerja positif Pendapatan KND pada semester I tahun 2023 diperkirakan akan tetap
terjaga pada semester II tahun 2023 terutama didukung oleh peningkatan setoran dividen
BUMN. Berdasarkan hal tersebut, prognosis Pendapatan KND pada semester II tahun 2023
diperkirakan akan mencapai Rp39,2 triliun atau 79,8 persen dari APBN tahun 2023. Secara
keseluruhan, sampai akhir tahun 2023 realisasi Pendapatan KND diperkirakan mencapai
Rp81,5 triliun atau 166,1 persen dari APBN tahun 2023.

3.2.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Kinerja PNBP Lainnya pada semester I tahun 2023 yang masih didominasi oleh pendapatan
PNBP K/L terutama dari pendapatan layanan K/L diperkirakan akan tetap terjaga pada
semester II tahun 2023 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat yang kembali
berjalan normal. Meskipun demikian, terdapat potensi penurunan pada Pendapatan PHT yang
disebabkan oleh implementasi Revisi Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mulai berlaku
pada semester II tahun 2023 mengingat dalam peraturan dimaksud terdapat pengaturan tarif
royalti batubara yang berdampak pada penurunan Pendapatan PHT di semester II tahun 2023.

Berdasarkan hal di atas, maka prognosis PNBP Lainnya semester II tahun 2023 diperkirakan
akan mencapai Rp48,5 triliun atau 42,8 persen dari APBN tahun 2023, terdiri atas PNBP K/L
diperkirakan Rp29,5 triliun, Pendapatan PHT diperkirakan Rp12,0 triliun, dan Pendapatan
DMO diperkirakan Rp7,0 triliun. Secara keseluruhan total proyeksi PNBP Lainnya tahun 2023
diperkirakan akan mencapai Rp131,5 triliun atau 116,1 persen dari APBN tahun 2023.

3.2.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Kinerja Pendapatan BLU pada semester II tahun 2023 masih didominasi oleh pendapatan BLU
BPDPKS. Selain itu, Pendapatan Satker BLU yang berada di bawah kewenangan Kemenkes,
Kemenkominfo, Kemenhan, Kemenag, Polri, BP Batam, Kemenhub, dan KemenESDM juga
diperkirakan akan mengalami peningkatan pada semester II tahun 2023. Pendapatan BLU
pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp41,0 triliun atau 49,4 persen dari
APBN tahun 2023. Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2023, pendapatan BLU
diperkirakan akan mencapai Rp79,5 triliun atau 95,7 persen dari APBN tahun 2023.

3.2.3 Penerimaan Hibah

Outlook penerimaan hibah pada akhir tahun 2023 diperkirakan akan mencapai Rp3,1
triliun. Outlook tersebut diperkirakan lebih tinggi Rp2,7 triliun dibandingkan target APBN
tahun 2023. Memperhatikan capaian realisasi semester I tahun 2023, prognosis penerimaan
hibah semester II tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp3,0 triliun. Prognosis penerimaan
hibah semester II tahun 2023 antara lain dipengaruhi oleh akselerasi kegiatan K/L yang
didanai oleh sumber dana hibah sebagaimana Memorandum of Understanding (MoU)
yang telah dilakukan dengan pihak donor, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam
negeri. Penerimaan hibah yang berasal dari luar negeri pada semester II tahun 2023 antara
lain untuk (1) pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
(2) peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi; (3) penegakan dan pelayanan hukum;
serta (4) perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, prognosis penerimaan hibah
yang berasal dari dalam negeri pada semester II tahun 2023 antara lain untuk (1) memperkuat
stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; (2) mendukung pengelolaan dan
pelayanan pertanahan; serta (3) meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan.
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3.1 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat

Kinerja BPP pada semester II tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah
satunya kondisi ketidakpastian global yang masih dibayangi oleh inflasi dan ketidakstabilan
harga komoditas. Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah akan terus berusaha menjaga
laju inflasi dan daya beli masyarakat melalui berbagai program seperti pemberian bantuan
dan subsidi.

Berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan
anggaran yang ditetapkan serta mempertimbangkan realisasi sampai dengan semester I tahun
2023, realisasi anggaran BPP pada semester II tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp1.406,7
triliun sehingga sampai dengan akhir semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp2.298,2
triliun atau 102,3 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Kinerja penyerapan tersebut
telah memperhatikan pola penyerapan dalam beberapa tahun terakhir serta memperhatikan
perubahan pagu yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan UU APBN. Prognosis
realisasi semester II dan outlook BPP tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2023
(triliun rupiah
. Realisasi % thd | Prognosis | % thd
Uralan APBN 2023 SemesterI | APBN | Semester II | APBN Outlook

Belanja K/L 1.000,8 417,2 41,7 668,3 66,8 1.085,5

Belanja Non K/L 1.245,6 474,4 38,1 738,4 59,3 1.212,8

Belanja Pemerintah Pusat 2.246,5 891,6 39,7 1.406,7 62,6 2.298,2

Sumber: Kementerian Keuangan

3.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

3.3.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga

Penyerapan anggaran belanja K/L pada semester II tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa
hal antara lain kinerja pada semester I tahun 2023, penyelesaian berbagai program/kegiatan
prioritas yang telah direncanakan serta kesiapan sumber daya dalam rangka pencapaian
target-target pembangunan nasional, persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, dan pelaksanaan
pembangunan IKN. Berdasarkan hal tersebut, realisasi anggaran belanja K/L dalam semester
IT tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp668,3 triliun atau menyerap 66,8 persen dari pagunya
dalam APBN tahun 2023.

Secara keseluruhan pada tahun 2023, outlook anggaran belanja K/L diperkirakan mencapai
Rp1.085,5 triliun atau 108,5 persen dari pagu APBN tahun 2023. Kinerja penyerapan tersebut
telah memperhatikan pola penyerapan belanja K/L dalam beberapa tahun terakhir, perubahan
pagu yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan UU APBN, seperti percepatan
penarikan PHLN, perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU, dan pergeseran belanja untuk
kegiatan mendesak/strategis. Apabila dilihat dari sumber dananya, Prognosis realisasi
semester II dan outlook belanja K/L tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3.2.
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TABEL 3.3.2
REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II BELANJA K/L BERDASARKAN SUMBER DANA, 2023
(triliun rupiah)
Sumber Dana APBN Realisasi % Prognosis % Outlook
Semester I Semester I1

Rupiah Murni (RM) 836,2 363,1 | 43,4 491,8 58,8 854,9
NonRupiah Murni (Non RM) 164,6 54,1 32,9 176,5 107,2 230,6
- Rupiah Murni Pendamping (RMP) 10,8 2,4 22,6 6,9 63,8 9,3
- Pagu Penggunaan PNBP/BLU 84,9 28,7 33,8 97,9 115,3 126,6
- Pinjaman dan Hibah 34,5 13,7 39,8 47,0 136,3 60,8
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 34,4 9,3 26,9 24,7 71,7 34,0
Total 1.000,8 417,2 41,7 668,3 66,8 1.085,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, prognosis Belanja K/L semester II tahun 2023 pada masing-masing K/L yang
diwakili oleh 15 K/L dengan pagu terbesar dapat dilihat pada Tabel 3.3.3.

TABEL 3.3.3
REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II BELANJA K/L TAHUN 2023
(triliun rupiah)
No. K;I:E KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA APBN SE;T::::; % s: :x?eg;(;:llsl % Outlook
1 012 |KEMENHAN 134,3 58,8 43,8 85,5 63,6 144,3
2 033 |KEMEN PU & PERA 125,2 38,5 30,7 115,3 92,1 153,8
3 060 |POLRI 11,1 54,6 49,2 58,1 52,3 112,7
4 024 |(KEMENKES 85,5 36,2 42,3 50,6 59,2 86,8
5 023 |KEMENDIKBUDRISTEK 80,2 30,6 38,2 51,3 63,9 81,9
6 027 |KEMENSOS 78,2 38,5 49,2 38,9 49,7 77,3
7 025 |KEMENAG 70,4 34,6 49,2 35,5 50,5 70,2
8 015 [KEMENKEU 45,2 23,3 51,5 52,0 114,9 75,3
9 022 (KEMENHUB 33,4 12,6 37,7 227 67,9 35,3
10 059 [KEMENKOMINFO 19,7 2,9 14,7 16,7 84,6 19,6
11 013 |KEMENHUMHAM 18,6 7,6 40,7 10,9 58,4 18,4
12 076 |KPU 16,0 8,2 51,5 12,0 75,0 20,2
13 018 |KEMENTAN 15,3 3,9 25,7 11,0 72,1 15,0
14 006 |KEJAKSAAN 14,1 5,8 41,3 7,9 56,4 13,8
15 005 |MA 12,2 5,7 46,4 6,3 51,7 12,0
Jumlah 15 K/L Terbesar 859,5 361,8 42,1 574,8 66,9 936,6
Jumlah K/L Lainnya 141,3 55,4 39,2 93,5 66,2 148,9
Total 1.000,8 417,2 41,7 668,3 66,8 1.085,5

Sumber: Kementerian Keuangan

3.3.1.2 Belanja Non Kementerian/Lembaga

Realisasi anggaran belanja non K/L pada semester I tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp738,4
triliun sehingga outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp1.212,8
triliun atau 97,4 persen dari pagu APBN tahun 2023. Penyerapan anggaran tersebut terutama
dipengaruhi antara lain oleh peningkatan suku bunga acuan dan perubahan asumsi makro
seperti nilai tukar dan harga minyak.
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Program Pengelolaan Utang

Alokasi pembayaran bunga utang pada program pengelolaan utang tahun 2023 sebesar
Rp441,4 triliun diperkirakan masih mencukupi kebutuhan bunga utang hingga akhir tahun.
Dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global dan domestik serta faktor lainnya
yang memengaruhi realisasi pembayaran bunga utang, prognosis program pengelolaan
utang untuk pembayaran bunga utang pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai
Rp221,5 triliun atau sebesar 50,2 persen dari pagu APBN tahun 2023. Berdasarkan realisasi
pada semester I dan prognosis semester II tahun 2023, maka outlook pembayaran bunga
utang secara keseluruhan sebesar Rp437,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga
utang dalam negeri diperkirakan sebesar Rp412,2 triliun dan pembayaran bunga utang luar
negeri diperkirakan mencapai Rp25,2 triliun. Prognosis realisasi semester II dan outlook pada
semester II tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.4.

TABEL 3.3.4
PROGNOSIS PEMBAYARAN BUNGA UTANG TAHUN 2023
(triliun rupiah)

2023
Uraian APBN Realisasi % thd APBN Prognosis % thd APBN Outlook
Semester I Semester I1
1. Dalam Negeri 426,8 203,7 47,7 208,5 437,0 412,2
II. Luar Negeri 14,6 12,3 84,2 12,9 15,4 25,2
Jumlah 441,4 216,0 48,9 221,5 452,6 437,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Outlook pembayaran bunga utang dalam negeri lebih rendah dari pagunya, disebabkan antara
lain: (1) penurunan target pembiayaan utang pada tahun 2022 yang belum diperhitungkan
pada penyusunan pagu bunga utang tahun 2023; (2) penurunan imbal hasil SBN sehingga
menyebabkan penurunan pembayaran biaya diskon (tingkat yield SBN 10 Tahun menunjukkan
tren penurunan selama 2023 dan diperkirakan rata-rata yield pada akhir tahun 2023 berada di
kisaran 6,5-7,1 persen, lebih rendah dari asumsi yang digunakan dalam APBN tahun 2023 yaitu
sebesar 7,9 persen); dan (3) potensi penurunan pembiayaan utang yang disebabkan kinerja
pendapatan negara yang semakin baik dan efisiensi belanja dengan tetap mempertahankan
kualitasnya.

Tingkat suku bunga The Federal Funds Rate (FFR) masih bertahan di level tertinggi dan
konsensus pasar memperkirakan laju kenaikan FFR akan berhenti pada semester II tahun
2023 yang dapat mendorong stabilisasi pasar keuangan dan meningkatkan keyakinan investor
untuk masuk ke pasar keuangan emerging market. Hal ini diharapkan dapat menekan cost
of fund secara global termasuk pasar obligasi Indonesia. Berhentinya kebijakan pengetatan
moneter oleh The Fed dan antisipasi akan resesi ekonomi Amerika Serikat diharapkan akan
mendorong The Fed untuk mengambil langkah kebijakan yang lebih akomodatif terhadap
pertumbuhan pasar.

Outlook pembayaran bunga utang luar negeri meningkat signifikan disebabkan oleh
peningkatan suku bunga acuan sebagai dampak peningkatan suku bunga global. Kenaikan
bunga utang luar negeri masih dapat dikompensasi dari penurunan kebutuhan atas bunga
utang dalam negeri, sehingga pagu bunga utang secara keseluruhan diperkirakan masih
mencukupi.
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Program Pengelolaan Belanja Subsidi

Perkiraan realisasi subsidi tahun 2023 dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi
makrosampaidengan akhirtahun serta kebijakan Pemerintah yangtelah dan akan dilaksanakan
pada tahun 2023. Sampai dengan akhir tahun 2023, harga minyak mentah Indonesia (ICP)
diperkirakan mencapai US$75-80/barel, atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan
dengan asumsi APBN 2023. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
sampai akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp15.000-15.250 per dolar AS, atau lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan asumsi APBN 2023. Adapun faktor-faktor lainnya yang
memengaruhi pelaksanaan subsidi tahun 2023, yaitu: (1) realisasi volume barang dan jasa
yang disubsidi; (2) perbaikan proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi
baik Subsidi Energi maupun Subsidi Non Energi; dan (3) penyelesaian kurang bayar tahun-
tahun sebelumnya.

Dengan memperhatikan realisasi subsidi dan kebijakan Pemerintah selama semester I,
perkembangan asumsi ekonomi makro dan kebijakan yang akan ditempuh sampai akhir tahun,
maka outlook subsidi sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp271,4 triliun
atau 90,9 persen terhadap pagu APBN 2023. Secara rinci, prognosis realisasi subsidi semester
IT dan outlook sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada Tabel 3.3.5.

TABEL 3.3.5
PROGNOSIS REALISASI BELANJA SUBSIDI TAHUN 2023
(triliun rupiah)
2023

URAIAN APBN sl:f::i:t::il % thd APBN S‘;‘:f;‘;i‘; %thd APBN| Outlook |% thd APBN

A. ENERGI 212,0 67,1 31,6 118,3 55,8 185,4 87,4
1. SubsidiJenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg 139,4 41,0 29,4 73,5 52,7 114,5 82,1

2. Subsidi Listrik 72,6 26,1 36,0 44,8 61,7 70,9 97,7
B. NONENERGI 86,5 28,8 33,2 57,3 66,2 86,0 99,4
1. Subsidi Pupuk 25,3 8,2 32,3 17,1 67,7 25,3 100,0

2. Subsidi PSO 7,8 1,1 13,8 4,8 62,0 59 75,8

3. Subsidi Bunga Kredit Program 45,6 16,5 36,3 30,4 66,8 47,0 103,1

4. Subsidi Pajak DTP 7,9 3,0 38,0 49 62,0 7,9 100,0
JUMLAH 298,5 95,8 32,1 175,6 58,8 271,4 90,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Prognosis Program Pengelolaan Hibah

Dengan memperhitungkan penyerapan pada semester I dan mempertimbangkan adanya
perubahan pagu pada tahun 2023, maka outlook Program Pengelolaan Hibah sampai dengan
akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp12,1 miliar atau sebesar 119,6 persen dari alokasi
APBN tahun 2023. Secara persentase, realisasi Program Pengelolaan Hibah pada semester 11
adalah sebesar 118,6 persen dari alokasi APBN tahun 2023. Prognosis realisasi semester IT dan
outlook Program Pengelolaan Hibah tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.3.6.

Tabel 3.3.6
Program Pengelolaan Hibah
(miliar rupiah)

2023
Program/Kegiatan isasi i
3 /Keg APBN Realisasi % Prognosis % Outlook
Semester I Semester I1
A. Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing 9,9 - - 12,0 | 1204 12,0
B. Banking Comission 0,2 0,1 67,0 - - 0,1
Total 10,1 0,1 1,0 12,0| 118,6 12,1

Sumber : Kementerian Keuangan
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Pada semester II tahun 2023, Program Pengelolaan Hibah diperkirakan akan terealisasi
sebesar Rp12,0 miliar di mana seluruhnya merupakan realisasi hibah kepada pemerintah
asing/lembaga asing yang dilaksanakan oleh BLU LDKPI, dengan detil rincian sebagaimana
pada Tabel 3.3.7.

Tabel 3.3.7
Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
(juta rupiah)
No Uraian Jumlah Realisasi

Semester I | Semester 11

Pemberian Hibah kepada Sekretariat the Organization of
1 African, Caribbean, and Pacific States - Pelatihan 479,1 - 357,2
Information, Communication, and Technology (ICT)
Pemberian Hibah Kepada Afghanistan - Pelatihan
Peningkatan Kapasitas Inspektur Pertambangan Gas Bumi:

2 Natural Gas 1.632,4 - 1.632,4

Pemberian Hibah Kepada Afghanistan - Pelatihan
Peningkatan Kapasitas Inspektur Pertambangan Mineral:

3 Courses on Coal and Mineral Mining Safety 2:297.9 ) 2:297.9
Pemberian Hibah Kepada Negara-negara anggota CARICOM
dan SICA - Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Pengurangan Dampak Risiko Bencana Serta

4 4.032,4 - 4.032,4

Adaptasi Perubahan Iklim Untuk Negara Anggota Caribbean
Community (CARICOM) dan Central American I

Pemberian Hibah Kepada Negara-negara Anggota MSG -
5 Pelatihan Tahap Lanjutan di Bidang Perikanan Pesisir untuk 1.493,1 - 1.493,1
negara-negara Anggota MSG

Pemberian Hibah Kepada Ethiopia - Bantuan Penanganan
Dampak Krisis Kemanusiaan Akibat Kekeringan di Ethiopia

2.152,5 - 2.152,5

TOTAL 12.087,3 0,0 11.965,5

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari enam kegiatan yang telah dialokasikan, pemberian hibah dalam bentuk pelatihan
information, communication, and technology (ICT) kepada Sekretariat the Organization of
African, Caribbean, and Pacific States dan hibah kepada Ethiopia untuk bantuan penanganan
dampak krisis kemanusiaan akibat kekeringan dengan total Rp2,5 miliar atau sebesar 20,8
persen dari pagu, telah terlaksana pada semester I tahun 2023, namun kedua hibah tersebut
masih dalam proses pengesahan sehingga pencatatan realisasinya diperkirakan pada semester
IT tahun 2023. Selanjutnya kegiatan hibah yang lainnya akan dilaksanakan pada semester II
sesuai dengan timeline pelaksanaan kegiatan.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Berdasarkan perkembangan realisasi anggaran pada semester I tahun 2023 dan arah kebijakan
pada semester II tahun 2023, prognosis semester II tahun 2023 Program Pengelolaan Belanja
Lainnya mencapai Rp281,6 triliun atau 80,6 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2023.
Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran kompensasi
BBM dan listrik, pelaksanaan Program Kartu Prakerja, dan pelaksanaan belanja lainnya yang
terprogram. Di samping itu, pada semester II diperkirakan terdapat realokasi dari Program
Pengelolaan Belanja Lainnya ke BA K/L maupun sub-BA yang lain dalam BA BUN sesuai
dengan peruntukkannya, antara lain untuk penanggulangan bencana, dukungan pemulihan
ekonomi nasional, dukungan penyediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, pembayaran
kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit, dan keperluan mendesak lainnya.

Berdasarkan prognosis tersebut, outlook Program Pengelolaan Belanja Lainnya sepanjang
tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp351,0 triliun atau 100,5 persen dari pagu dalam APBN
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tahun 2023. Hal ini dipengaruhi adanya rencana penggunaan SAL dalam rangka pembayaran
kewajiban Pemerintah (antara lain kurang bayar DBH, kurang bayar subsidi, serta kompensasi
BBM dan listrik) serta realokasi optimalisasi belanja.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran Program Pengelolaan Transaksi
Khusus pada semester I tahun 2023, serta kebijakan percepatan yang akan dilaksanakan dalam
sisa waktu hingga akhir tahun 2023, maka prognosis realisasi anggaran Program Pengelolaan
Transaksi Khusus pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp59,7 triliun atau
38,2 persen dari pagu APBN tahun 2023. Realisasi tersebut antara lain dimanfaatkan untuk
percepatan: (1) pembayaran manfaat pensiun; (2) pembayaran iuran jaminan kesehatan (BPJS)
bagi pensiunan dan aparatur negara oleh Pemerintah selaku pemberi kerja; (3) pembayaran
kontribusi Pemerintah pada organisasi internasional dan trust fund; (4) dukungan fasilitas
penyiapan proyek dan dukungan kelayakan proyek dengan skema KPBU termasuk dukungan
anggaran untuk pembangunan IKN; dan (5) pembayaran selisih harga beras Bulog. Pada
semester II tahun 2023 juga direncanakan dilakukan pembayaran kewajiban Pemerintah
terkait pandemic fund untuk tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan perkembangan hal-hal di
atas, perkiraan realisasi sampai dengan tahun 2023 untuk Program Pengelolaan Transaksi
Khusus mencapai Rp152,9 triliun atau sebesar 97,8 persen dari pagu APBN tahun 2023.

3.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran dalam semester I dan kebijakan
yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023, maka prognosis semester II tahun 2023 BPP
berdasarkan klasifikasi fungsi mencapai Rp1.406,7 triliun atau 62,6 persen dari APBN tahun
2023 sehingga outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp2.298,2
triliun. Prognosis realisasi semester II dan outlook BPP tahun 2023 berdasarkan klasifikasi
fungsi disajikan dalam Tabel 3.3.8.
TABEL 3.3.8
PROGNOSIS BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER II MENURUT FUNGSI, 2023

(triliun rupiah)

2023
NO. FUNGSI i
APBN Semester I ;;;:g S:nl;loeg;z:llsl Zol’t];ll:li Outlook Zol,t];llg

o1 PELAYANAN UMUM 664,1 272,6 41,1 448,6 67,5 721,2 108,6
02 PERTAHANAN 134,3 58,8 43,8 85,9 64,0 144,7 107,7
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 182,6 82,2 45,0 101,8 55,8 184,1 100,8
04 EKONOMI 634,1 214,6 33,8 458,4 72,3 673,0 106,1
o5 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 13,1 4,6 35,0 8,5 64,7 13,1 99,7
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 31,7 10,8 34,2 23,1 72,8 33,9 107,0
o7 KESEHATAN 96,6 38,4 39,7 54,3 56,2 92,7 96,0
o8 PARIWISATA 3,6 1,5 42,5 2,0 56,3 3,5 98,8
09 AGAMA 11,2 5,3 47,7 5,7 51,0 11,0 98,6
10 PENDIDIKAN 234,1 69,4 29,7 113,7 48,6 183,1 78,2
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 241,0 133,3 55,3 104,6 43,4 237,9 98,7
TOTAL 2.246,5 891,6 39,7 1.406,7 62,6 2.298,2 102,3

Sumber : Kementerian keuangan

3.3.2.1 Fungsi Pelayanan Umum

Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi belanja fungsi pelayanan umum pada
semester I tahun 2023 dan memperhitungkan tingkat penyerapan serta langkah-langkah
kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2023, maka prognosis
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realisasi anggaran fungsi pelayanan umum pada semester II tahun 2023 mencapai Rp448,6
triliun atau 67,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2023, sehingga outlook sampai
dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp721,2 triliun atau 108,6 persen dari
pagu APBN tahun 2023. Anggaran fungsi pelayanan umum dalam semester II tahun 2023
tersebut akan digunakan untuk memenuhi target capaian program di bidang pelayanan
umum pada tahun 2023, antara lain untuk (1) program dukungan manajemen dalam rangka
peningkatan kualitas layanan publik; (2) kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilu dalam
proses konsolidasi demokrasi; (3) program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara,
dan risiko; dan (4) pembayaran bunga utang dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah
atas penarikan utang.

3.3.2.2 Fungsi Pertahanan

Melihat perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2023,
dan langkah-langkah kebijakan dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dalam sisa
waktu hingga akhir tahun 2023, maka prognosis realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam
semester II tahun 2023 mencapai Rp85,9 triliun atau 64,0 persen dari pagu APBN tahun
2023, sehingga outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rpi144,7
triliun atau 107,7 persen dari pagu APBN tahun 2023. Anggaran fungsi pertahanan tersebut
dalam semester II tahun 2023 akan digunakan untuk mempercepat capaian target di bidang
pertahanan tahun 2023, antara lain untuk: (1) Operasi Militer Selain Perang (OMSP); (2)
pembangunan rumah dinas prajurit; (3) dukungan pengadaan Alutsista; (4) pemeliharaan
Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (alpung) dan
kendaraan tempur (ranpur)/kendaraan taktis (rantis) matra laut; (5) pengadaan/penggantian
ranpur; dan (6) penguatan cadangan pangan nasional.

3.3.2.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Dengan mengacu terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ketertiban dan
keamanan dalam semester I serta langkah-langkah kebijakan dalam optimalisasi penyerapan
anggaran hingga akhir tahun 2023, maka prognosis realisasi anggaran fungsi ketertiban dan
keamanan dalam semester II tahun 2023 mencapai Rp101,8 triliun atau 55,8 persen dari pagu
APBN tahun 2023. Dengan demikian, outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan
mencapai Rp184,1 triliun atau 100,8 persen dari pagu APBN tahun 2023. Anggaran fungsi
ketertiban dan keamanan dalam semester II tahun 2023 tersebut akan digunakan untuk
mencapai target program di bidang ketertiban dan keamanan tahun 2023, antara lain
untuk: (1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan tindak pidana umum; (3) penanganan
dan penyelesaian tindak pidana narkoba; (4) penanganan dan penyelesaian tindak pidana
terorisme; (5) penanganan tindak pidana siber; (6) penanganan dan penyelesaian pemulihan
aset yang terkait perkara; (7) operasi intelijen kontra terorisme; dan (8) pemulihan aset hasil
tindak pidana korupsi.

3.3.2.4 Fungsi Ekonomi

Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pada Semester I dan memperhitungkan
tingkat penyerapan serta langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa waktu
hingga akhir tahun 2023, maka prognosis realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester
IT tahun 2023 mencapai Rp458,4 triliun atau 72,3 persen dibandingkan pagu APBN tahun
2023. Dengan demikian, outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai
Rp673,0 triliun atau 106,1 persen dari pagu APBN tahun 2023. Untuk mencapai kinerja
akhir tahun tersebut, langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam menjalankan
fungsi ekonomi dalam semester II tahun 2023 antara lain: (1) mendukung pengembangan
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pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi; (2) mendukung ketahanan pangan
melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
(3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan inter
moda; (4) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi
energi serta pemenuhan kebutuhan energi; dan (5) meningkatkan akses permodalan dan daya
saing UMKM serta koperasi.

3.3.2.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi fungsi perlindungan lingkungan hidup
pada semester I serta memperhitungkan tingkat penyerapan dan langkah-langkah kebijakan
yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2023, maka prognosis realisasi
anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam semester II tahun 2023 diperkirakan
mencapai Rp8,5 triliun, atau 64,7 persen dari pagu APBN tahun 2023. Dengan demikian,
outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp13,1 triliun atau 99,7
persen dari pagu APBN tahun 2023. Untuk mencapai kinerja penyerapan akhir tahun
tersebut, Pemerintah akan tetap melaksanakan kegiatan prioritas antara lain: (1) pencegahan,
penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan
hidup; (2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan (3) pengelolaan limbah dan bahan berbahaya
dan beracun (B3).

3.3.2.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum
pada semester I serta memperhitungkan tingkat penyerapan dan langkah-langkah kebijakan
yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2023, maka prognosis realisasi
anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam semester II tahun 2023 diperkirakan
mencapai Rp23,1 triliun atau 72,8 persen dari pagu APBN tahun 2023. Dengan demikian,
outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp33,9 triliun atau 107,0
persen dari pagu APBN tahun 2023. Untuk mencapai kinerja akhir tahun tersebut, kebijakan
dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi
perumahan dan fasilitas umum pada semester II tahun 2023 antara lain: (1) meningkatkan
akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan
terjangkau; (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi
yang layak dan aman; dan (3) meningkatkan kualitas permukiman kumuh perkotaan.

3.3.2.7 Fungsi Kesehatan

Dengan mempertimbangkan kinerja pada semester I dan arah kebijakan pada semester II
tahun 2023, maka prognosis realisasi anggaran fungsi kesehatan pada semester II tahun 2023
mencapai Rp54,3 triliun atau 56,2 persen dari pagu APBN tahun 2023. Dengan demikian,
outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp92,7 triliun atau 96,0
persen dari pagu APBN tahun 2023. Melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada semester
I tahun 2023, Pemerintah akan terus melakukan upaya dalam rangka akselerasi penurunan
stunting serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan pada semester II tahun 2023
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, antara lain
melalui: (1) peningkatan manfaat program JKN; (2) penyediaan pelayanan kesehatan primer
dan sekunder; (3) peningkatan kesehatan bagi ibu hamil dan balita; (4) pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan; (5) pengembangan dan distribusi SDM kesehatan; (6) pencegahan dan
pengendalian penyakit; (7) pengawasan obat dan makanan; serta (8) pembangunan keluarga
berencana.
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3.3.2.8 Fungsi Pariwisata

Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi fungsi pariwisata pada semester I dan
memperhitungkan tingkat penyerapan serta langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh
dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2023, maka prognosis realisasi anggaran fungsi pariwisata
pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp2,0 triliun atau 56,3 persen dari pagu
APBN tahun 2023. Dengan demikian, outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan
mencapai Rp3,5 triliun atau 98,8 persen dari pagu APBN tahun 2023. Untuk mencapai kinerja
penyerapan akhir tahun tersebut, Pemerintah akan tetap melaksanakan kegiatan prioritas
antara lain: (1) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara; (2) peningkatan jumlah produk
pariwisata nasional; (3) peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata; dan (4) peningkatan
jumlah tenaga keolahragaan olimpik/paralimpik yang bersertifikat.

3.3.2.9 Fungsi Agama

Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi fungsi agama pada semester I dan
memperhitungkan tingkat penyerapan serta langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh
dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2023, maka prognosis realisasi anggaran fungsi agama
dalam semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun atau 51,0 persen dari pagu
APBN tahun 2023. Dengan demikian, outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan
mencapai Rp11,0 triliun atau 98,6 persen dari pagu APBN tahun 2023. Selanjutnya, anggaran
fungsi agama tersebut akan digunakan untuk mendukung revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan, melalui beberapa strategi kebijakan antara lain: (1) penguatan pemahaman dan
pengamalan nilai ajaran agama yang substantif serta praktik beragama yang moderat dan
berkarakter toleran; (2) pelaksanaan dialog internal dan antar umat beragama serta bimbingan
penyuluhan praktik peribadatan; (3) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan
layanan sertifikasi halal; dan (4) pembangunan sarana dan prasarana layanan keagamaan.

3.3.2.10 Fungsi Pendidikan

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran fungsi pendidikan pada semester I tahun
2023, maka prognosis realisasi anggaran fungsi pendidikan pada semester II tahun 2023
diperkirakan mencapai Rp113,7 triliun atau 48,6 persen dari pagu APBN tahun 2023. Dengan
demikian, outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp183,1 triliun
atau 78,2 persen dari pagu APBN tahun 2023. Anggaran pada fungsi pendidikan tersebut
dimanfaatkan untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing sebagai salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, melalui pelaksanaan beberapa program antara lain: (1) Program Pendidikan
Anak Usia Dini; (2) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (3) Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasij; serta (4) Program Pendidikan Tinggi.

3.3.2.11 Fungsi Perlindungan Sosial

Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi fungsi perlindungan sosial pada
semester I dan memperhitungkan tingkat penyerapan serta langkah-langkah kebijakan yang
akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2023, prognosis realisasi anggaran fungsi
perlindungan sosial pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp104,6 triliun atau
43,4 persen dari pagu APBN tahun 2023. Dengan demikian, outlook sampai dengan akhir
tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp237,9 triliun atau 98,7 persen dari pagu APBN tahun
2023. Anggaran fungsi perlindungan sosial tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung
beberapa kegiatan strategis antara lain: (1) melanjutkan penyaluran bantuan sosial melalui
PKH dan Kartu Sembako; (2) pemberian asistensi rehabilitasi sosial dan layanan sosial korban
penyalahgunaan NAPZA, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; (3) pemenuhan kebutuhan
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dasar bagi korban bencana alam; (4) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam
kewirausahaan dan penanganan komprehensif kepada anak yang memerlukan perlindungan
khusus (AMPK); serta (5) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS/
TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran.

3.4 Prognosis Transfer ke Daerah

Pemerintah akan terus berupaya mendorong kinerja penyaluran TKD pada semester II tahun
2023 sehingga dapat disalurkan secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Realisasi penyaluran TKD pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp461,4 triliun
atau 56,6 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Dengan demikian, secara keseluruhan
penyaluran TKD sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp825,4 triliun atau
101,3 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut
dibanding dengan pagunya dalam APBN tahun 2023 utamanya disebabkan adanya kebijakan
percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH. Selanjutnya, secara lebih rinci, prognosis
semester II dan proyeksi realisasi TKD sampai dengan akhir tahun 2023, dapat dilihat pada
Tabel. 3.4.1 berikut.

TABEL 3.4.1
REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TRANSFER KE DAERAH, 2023
(triliun rupiah)

2023

- AN | ottt | % | e | % | outook | %
1. Dana Bagi Hasil 136,3 51,4 | 37,7 109,6 80,5 161,0 118,2
2, Dana Alokasi Umum 396,0 197,4 | 49,8 190,6 48,1 388,0 98,0
3. Dana Alokasi Khusus 185,8 72,8 | 39,2 107,1 57,7 180,0 96,9
a. Dana Alokasi Khusus Fisik 53,4 5,1 9,5 43,0 80,5 48,1 90,0
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 130,3 67,2 51,6 61,5 47,2 128,7 98,8
c. Hibah kepada Daerah 2,1 0,6 28,8 2,6 123,7 3,2 152,5
4. Dana Otonomi Khusus 17,2 4,6 26,7 12,6 73,3 17,2 | 100,0
a. Dana Otsus dan DTI Provinsi-provinsi di Wilayah Papua 13,3 3.4 25,8 9,9 74,2 13,3 100,0
b. Dana Otsus Aceh 4,0 1,2 30,0 2,8 70,0 4,0 100,0
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 1,4 1,1 | 80,0 0,3 20,0 1,4 | 100,0
6. Dana Desa 70,0 34,7 | 49,5 35,3 50,4 69,9 99,9
7. Insentif Fiskal 8,0 2,0 | 25,0 5,8 73,0 7,8 98,0
TOTAL 814,7 364,1 44,7 461,4 56,6 825,4 101,3

Sumber: Kementerian Keuangan

3.4.1 Dana Bagi Hasil

Realisasi DBH dalam semester II tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp109,6 triliun atau 80,5
persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Memperhatikan realisasi semester I dan perkiraan
realisasi semester II tahun 2023, realisasi DBH sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan
mencapai Rp161,0 triliun atau 118,2 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Perkiraan
realisasi DBH tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2023,
utamanya karena mempertimbangkan penyelesaian Kurang Bayar DBH sebesar Rp25,0
triliun. Selanjutnya, penyaluran DBH tetap memperhatikan ketentuan penyaluran bagi DBH
yang ditentukan penggunaannya dalam PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan PMK Nomor 216/
PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
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3.4.2 Dana Alokasi Umum

Realisasi DAU dalam semester I tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp190,6 triliun atau 48,1
persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Memperhatikan realisasinya pada semester I dan
perkiraan realisasi semester II, maka sampai dengan akhir tahun 2023, DAU diperkirakan
akan tersalurkan sebesar Rp388,0 triliun atau 98,0 persen terhadap Pagu APBN tahun 2023.
Hal tersebut utamanya disebabkan oleh DAU yang Ditentukan Penggunaannya diperkirakan
tidak terserap seluruhnya karena adanya perubahan pengaturan penyaluran DAU yang
memperhatikan kinerja pemerintah daerah. Adapun komponen DAU yang Tidak Ditentukan
Penggunaannya diperkirakan terserap seluruhnya atau 100,0 persen terhadap pagu.

3.4.3 Dana Alokasi Khusus

3.4.3.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan pola penyerapan pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi DAK Fisik pada
semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp43,0 triliun atau 80,5 persen terhadap
pagu APBN tahun 2023. Dengan demikian, penyaluran DAK Fisik dalam keseluruhan tahun
2023 diperkirakan mencapai Rp48,1 triliun atau 90,0 persen terhadap pagu APBN tahun
2023. Variabel yang paling memengaruhi penyaluran DAK Fisik adalah kemampuan daerah
dalam menyelesaikan proses kontrak, di mana rata-rata penyaluran akhir tahun mencapai
90,0 persen dari nilai kontrak. Selain itu, ketepatan waktu dalam pemenuhan progres capaian
output dan reviu APIP daerah juga turut memengaruhi realisasi penyaluran DAK Fisik.

GRAFIK 3.4.1
PROGNOSIS PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2023
(triliun rupiah)

13,0

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Sumber: Kementerian Keuangan

3.4.3.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Berdasarkan karakteristik masing-masing jenis anggaran DAK Nonfisik, penyaluran DAK
Nonfisik pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp61,5 triliun atau 47,2
persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Dengan demikian, penyaluran DAK Nonfisik dalam
keseluruhan tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp128,7 triliun atau 98,8 persen terhadap
pagu APBN tahun 2023.
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TABEL 3.4.2
REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II DAK NONFISIK, 2023
(triliun rupiah)

2023
avmn | el | % e | | outtook |

1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 53,6 26,7 49,8 26,9 50,2 53,5 99,9
2 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 4,0 2,0 50,0 2,0 50,0 4,0 | 100,0
3 BOP Pendidikan Kesetaraan 1,5 0,7 50,0 0,7 50,0 1,5 | 100,0
4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND 50,5 27,6 54,8 21,8 43,2 49,4 98,0
5 Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru ASND 1,5 0,7 45,9 0,8 51,0 1,4 96,9
6 Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus 1,7 0,8 49,7 0,8 | 47,6 1,6 97,2
7 BOP Museum dan Taman Budaya 0,2 0,1 50,0 0,1 50,0 0,2 | 100,0
8 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12,9 6,2 485 6,2 48,5 12,5 97,0
9 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 3,2 1,6 50,0 1,6 48,1 3,2 98,1
10 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK 0,3 0,1 50,0 0,1 50,0 0,3 | 100,0
11 Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,1 0,1 50,0 0,1 49,9 0,1 99,9
12 Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah 0,1 0,0 50,0 0,0 50,0 0,1 | 100,0
13 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,1 0,1 50,0 0,1 50,0 0,1 | 100,0
14 Dana Fasilitasi Penanaman Modal 0,3 0,1 49,8 0,1 49,4 0,2 99,2
15 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,3 0,2 50,0 0,1 489 0,3 98,9
16 Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 0,2 0,1 50,0 0,1 48,8 0,2 98,8

TOTAL 130,3 67,2 51,6 61,5 | 47,2 128,7 | 98,8

Sumber: Kementerian Keuangan

3.4.3.3 Hibah kepada Daerah

Perbaikan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah terus dilakukan dengan: (1)
mempercepat proses revisi DIPA sebagai dasar penyaluran hibah; (2) membangun koordinasi
yang intensif dengan K/L selaku Executing Agency agar dapat meningkatkan komitmen dan
pemahaman pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah sesuai koridor yang
diatur dalam petunjuk teknis; (3) mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan
dokumen penyaluran secara benar dan tepat waktu; dan (4) memastikan ketercapaian output
dari program hibah.

Alokasi pengelolaan Hibah kepada Daerah tahun 2023 bersifat dinamis. Saat ini sudah
dilakukan revisi DIPA Hibah kepada Daerah di akhir semester I tahun 2023 sehingga pagu
di tahun 2023 bertambah dari sebelumnya Rp2,1 triliun menjadi sebesar Rp3,4 triliun. Dari
pagu Hibah kepada Daerah tersebut, diperkirakan realisasi penyaluran Hibah kepada Daerah
sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp3,2 triliun atau sebesar 92,3 persen dengan
mempertimbangkan adanya percepatan penarikan dana yang bersumber dari pinjaman dan
hibah luar negeri tahun 2023.

3.4.4 Dana Otonomi Khusus

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dengan mengacu
padarencanainduk agar target/capaian output dapat terukur dengan jelas. Selanjutnya, dengan
mempertimbangkan kebijakan tersebut dan memperhatikan realisasi penyaluran Dana Otsus
dan DTI pada semester I tahun 2023 serta rencana kerja dari daerah otonomi khusus, maka
realisasi Dana Otsus dan DTI pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp12,6
triliun atau 73,3 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Mengacu pada realisasi penyaluran
Dana Otsus dan DTI semester I dan perkiraan realisasi semester II tahun 2023, maka realisasi
Dana Otsus dan DTI sampai akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp17,2 triliun atau
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100,0 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Perkiraan realisasi tersebut juga sesuai dengan
kinerja realisasi tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi penyaluran Dana Otsus dan DTI
selalu tersalur 100,0 persen terhadap pagu.

3.4.5 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 diarahkan untuk melanjutkan
peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas
penyelenggaraan keistimewaan D.I. Yogyakarta. Dengan mempertimbangkan kebijakan
tersebut dan memperhatikan realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada
semester I tahun 2023 serta rencana kerja Provinsi D.I. Yogyakarta, maka realisasi Dana
Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rpo,3
triliun atau 20,0 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Mengacu pada realisasi penyaluran
Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam semester I tahun 2023 dan perkiraan realisasi
semester II tahun 2023, maka realisasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sampai dengan
akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun atau 100,0 persen terhadap pagu APBN
tahun 2023. Perkiraan realisasi tersebut juga sesuai dengan kinerja realisasi tahun-tahun
sebelumnya, di mana realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta selalu tersalur
100,0 persen terhadap pagu.

3.4.6 Dana Desa

Sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa serta
memperhatikan kebijakan penyaluran dan penggunaan Dana Desa pada tahun 2023 di
mana hanya terdapat sedikit perubahan dengan tahun sebelumnya serta memperhatikan
kinerja penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya, maka realisasi penyaluran Dana Desa pada
semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp35,3 triliun atau 50,4 persen terhadap pagu
APBN tahun 2023. Target penyaluran tersebut termasuk tambahan Dana Desa sebesar Rp2,0
triliun yang akan ditetapkan dan disalurkan mulai bulan Agustus tahun 2023. Berdasarkan hal
tersebut, maka sampai dengan akhir tahun 2023, penyaluran Dana Desa diperkirakan sebesar
Rp69,9 triliun atau 99,9 persen terhadap pagu APBN tahun 2023.

3.4.7 Insentif Fiskal

Pemerintah mengalokasikan Insentif Fiskal pada tahun 2023 bertujuan untuk mendorong
percepatan pemulihan ekonomi di daerah antara lain infrastruktur, perlindungan sosial,
dukungan dunia usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Mengacu kepada kebijakan
pelaksanaan dan penyaluran Insentif Fiskal di tahun 2023, realisasi penyaluran Insentif Fiskal
pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp5,8 triliun atau 73,0 persen terhadap
pagu APBN tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, realisasi Insentif Fiskal sampai dengan
akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp7,8 triliun atau 98,0 persen terhadap pagu APBN
tahun 2023. Pada semester II tahun 2023, Insentif Fiskal diharapkan dapat mendukung
kinerja pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri
(PDN), percepatan realisasi belanja APBD, percepatan penghapusan angka kemiskinan
ekstrem, percepatan penurunan tingkat prevalensi stunting, pengendalian inflasi daerah, dan
peningkatan investasi.
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3.5 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran

3.5.1 Defisit APBN

Defisit anggaran pada semester II tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp638,7 triliun (2,99
persen terhadap PDB). Hingga akhir tahun 2023, defisit anggaran diperkirakan menurun
hingga mencapai Rp486,4 triliun (2,28 persen terhadap PDB) dari target yang ditetapkan dalam
APBN tahun 2023 sebesar Rp598,2 triliun (2,84 persen terhadap PDB) serta keseimbangan
primer menuju positif. Defisit anggaran tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan
anggaran. Penurunan defisit anggaran tersebut dipengaruhi oleh proyeksi peningkatan
pendapatan negara yang bersumber baik dari penerimaan perpajakan maupun PNBP, di
mana secara agregat proyeksi peningkatan pendapatan negara melampaui peningkatan
belanja negara. Dari sisi penerimaan perpajakan, kenaikan diperoleh dari komponen PPh
nonmigas, sedangkan dari sisi PNBP, kenaikan penerimaan tersebut didorong antara lain oleh
peningkatan dividen BUMN.

Ringkasan realisasi APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2023 disajikan dalam
Tabel 3.5.1.

TABEL 3.5.1
REALISASI APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2023
(triliun rupiah)

3 1 (V) 31 (V)
URAIAN APBN | o stert | APBN | Semesterlt | ApBN | Outlook
A. Pendapatan Negara 2.463,0 1.407,9 57,2 1.229,3 49,9 2.637,2
B. Belanja Negara 3.061,2 1.255,7 41,0 1.868,0 61,0 3.123,7
C. Keseimbangan Primer (156,8) 368,2 (234,9) (417,2)| 266,2 (49,0)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (598,2) 152,3 (25,5) (638,7)| 106,8 (486,4)
% terhadap PDB (2,84) 0,71 (2,99) (2,28)
E. Pembiayaan Anggaran 598,2 135,1 22,6 351,3 58,7 486,4
I. Pembiayaan Utang 696,3 166,5 23,9 239,9 34,4 406,4
II. Pembiayaan Investasi (176,0) (33,4) 19,0 (120,0) 68,2 (153,4)
III. Pemberian Pinjaman 5,3 1,8 33,9 2,2 42,2 4,0
IV. Kewajiban Penjaminan (0,3) - - (0,3) 100,0 (0,3)
V. Pembiayaan Lainnya 72,8 0,2 0,3 229,5 315,1 229,7
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 0,0 287,3 (287,3) 0,0

Sumber : Kementerian Keuangan

3.5.2 Pembiayaan Anggaran

Realisasi pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp351,3
triliun, yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp239,9 triliun, pembiayaan investasi
sebesar negatif Rp120,0 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp2,2 triliun, kewajiban
penjaminan sebesar negatif Rpo,3 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp229,5 triliun.
Mempertimbangkan perkembangan realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun
2023, Pemerintah akan berupaya agar pembiayaan anggaran dapat memenuhi target
kebutuhan pada semester II tahun 2023. Terkait dengan pembiayaan utang, Pemerintah akan
melakukan pemenuhan sisa target SBN (neto) menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi,
penarikan pinjaman tunai, dan pinjaman kegiatan.

Percepatan penarikan pinjaman kegiatan akan dilakukan pada semester II tahun 2023 antara
lain melalui akselerasi proses pengadaan barang dan jasa. Untuk pembiayaan investasi,
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Pemerintah akan mempercepat penyelesaian peraturan teknis pendukung serta mendorong
BLU untuk segera menyalurkan dana kelolaan kepada pihak terkait yang membutuhkan.
Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar
Rp486,4 triliun, yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp406,4 triliun, pembiayaan
investasi sebesar negatif Rp153,4 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp4,0 triliun, kewajiban
penjaminan sebesar negatif Rpo,3 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp229,7 triliun.

3.5.2.1 Pembiayaan Utang

Pembiayaan utang pada semester II tahun 2023 diperkirakan masih cukup tinggi. Kebutuhan
pembiayaan utang akan dipenuhi melalui kombinasi instrumen, untuk mendapatkan
pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali. Pembiayaan utang (neto) sampai dengan
akhir tahun 2023 diperkirakan menurun dari targetnya dalam APBN tahun 2023 sebesar
Rp696,3 triliun menjadi Rp406,4 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian
nominal defisit APBN, yang disebabkan oleh optimisme penerimaan negara seiring pemulihan
ekonomi, optimalisasi belanja negara, serta pemanfaatan dana SAL.

Secara rinci, realisasi pembiayaan utang semester I dan prognosis semester II tahun 2023
disajikan dalam Tabel 3.5.2.

TABEL 3.5.2
REALISASTI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2023
(triliun rupiah)
e e o . o
URAIAN APBN | et | APBN | Semestert | Apmx | Outlook

I. SBN (Neto) 712,9 157,9 22,1 205,1 28,8 362,9
II. Pinjaman (Neto) (16,6) 8,6 (51,8) 34,8 (209,6) 43,4
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 0,7 2,5 330,2 6,3 839,7 8,8

a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 3,5 3,5 99,8 8,1 232,5 11,6
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (2,7) (1,0) 36,5 (1,8) 65,9 (2,8)

2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (17,4) 6,1 (35,4) 28,5 (164,3) 34,7

a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 62,1 46,2 74,4 71,1 114,6 117,3

i. Pinjaman Tunai 29,5 35,8 121,5 30,9 104,6 66,7

ii. Pinjaman Kegiatan 32,6 10,3 31,7 40,3 123,6 50,6
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (79,4) (40,0) 50,4 (42,6) 53,6 (82,6)
JUMLAH 696,3 166,5 23,9 239,9 34,4 406,4

Sumber : Kementerian Keuangan

Surat Berharga Negara (Neto)

Target penerbitan SBN (neto) pada APBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp712,9 triliun.
SBN (neto) pada semester II tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp205,1 triliun dan hingga
akhir tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp362,9 triliun, lebih rendah dari targetnya dalam
APBN tahun 2023, yang disebabkan oleh:

1. Pemanfaatan opsi fleksibilitas pembiayaan utang yaitu dengan mengoptimalkan pinjaman
tunai dari ekuivalen US$2,0 miliar menjadi US$4,5 miliar. Optimalisasi pinjaman tunai
dilakukan untuk mengendalikan biaya dan risiko utang, mengurangi tekanan pasar
keuangan dengan menurunkan target penerbitan SBN, dan menghindari crowding out
effect.

2. Penurunan target penerbitan SBN valas dengan mempertimbangkan kondisi kas valas
yang ample.

3. Penurunan nominal defisit APBN.

4. Tambahan pemanfaatan SAL.
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Pemenuhan target SBN (neto) di semester II tahun 2023 didukung oleh kebijakan yang tepat
antara lain:

1. Mengutamakan penerbitan SBN dalam mata uang Rupiah, yang dilakukan untuk
mengendalikan risiko nilai tukar.

2. Mengutamakan penerbitan melalui lelang reguler untuk meningkatkan transparansi dan
upaya pengembangan pasar SBN.

3. Mengoptimalkan penerbitan SBN ritel sesuai dengan permintaan investor dengan tetap
mempertimbangkan biaya dan risiko.

4. Melakukan private placement secara selektif dalam upaya mendorong penyediaan
instrumen untuk pengembangan pasar keuangan. Pemerintah akan melakukan optimalisasi
private placement terutama dari investor potensial yang bersumber dari institusi yang
memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian SBN melalui lelang.

5. Melakukan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap yang dilakukan secara terukur untuk
mengendalikan biaya dan risiko, serta menghindari crowding out effect. Penerbitan SBN
valas dilakukan dengan mengutamakan mata uang kuat yaitu USD, EUR, dan/atau JPY.

Pinjaman (Neto)

Pada semester II tahun 2023, pinjaman (neto) diperkirakan sebesar Rp34,8 triliun. Hingga
akhir tahun 2023, pinjaman (neto) diperkirakan sebesar Rp43,4 triliun, yang terdiri atas
pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman luar negeri (neto).

Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) pada semester II tahun 2023 diproyeksikan sebesar
Rp8,1 triliun dan cicilan pokok sebesar negatif Rp1,8 triliun. Hingga akhir tahun 2023,
penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) diproyeksikan sebesar Rp11,6 triliun dan cicilan
pokok sebesar negatif Rp2,8 triliun sehingga pinjaman dalam negeri (neto) diperkirakan
sebesar Rp8,8 triliun.

Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) pada semester II tahun 2023
diproyeksikan sebesar Rp71,1 triliun dan cicilan pokok sebesar negatif Rp42,6 triliun. Hingga
akhir tahun 2023, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) diproyeksikan sebesar Rp117,3
triliun dan cicilan pokok sebesar negatif Rp82,6 triliun sehingga pinjaman luar negeri (neto)
diperkirakan sebesar Rp34,7 triliun. Pemerintah melakukan optimalisasi pinjaman tunai
melalui mekanisme fleksibilitas pembiayaan tunai.

Dalam penyiapan penarikan pinjaman, Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi
internal Pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko
Perekonomian, Kemenkumham, dan K/L terkait agar penyiapan data pendukung dapat
dilaksanakan lebih cepat dan terintegrasi. Koordinasi dengan pemberi pinjaman juga
dilaksanakan terutama dalam negosiasi, penyiapan dokumen, serta penentuan timing
penarikan yang tepat, baik untuk pemerintah maupun pemberi pinjaman. Dalam pelaksanaan
pinjaman kegiatan, Pemerintah senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan kegiatan dan progres penarikannya.

3.5.2.2 Pembiayaan Investasi

Berdasarkan perkembangan realisasi semester I tahun 2023, prognosis pembiayaan investasi
(neto) pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp120,0 triliun atau 68,2 persen
terhadap alokasinya dalam APBN tahun 2023. Secara akumulatif, total pembiayaan investasi
(neto) sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan terealisasi sebesar Rp153,4 triliun atau
87,2 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2023. Proyeksi pembiayaan investasi lebih
rendah dari pagunya disebabkan adanya penerimaan kembali investasi dari penerimaan dana
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bergulir BLU BPJT, penerimaan pinjaman PEN Daerah, pengembalian dana IP PEN, serta
rekonsiliasi belanja modal LMAN.

Sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945, total alokasi anggaran pendidikan melalui pembiayaan
adalah sebesar Rp69,5 triliun yang terdiri dari alokasi investasi kepada BLU LPDP sebesar
Rp20,0 triliun dan alokasi pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan sebesar Rp49,5
triliun dalam APBN 2023. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mendukung
sektor pendidikan.

Prognosis pembiayaan pendidikan sampai akhir tahun diperkirakan sebesar Rp49,5 triliun.
Hal ini mempertimbangkan proyeksi kapasitas fiskal sampai akhir tahun 2023 dan antisipasi
kebutuhan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan
Tinggi, serta tambahan Dana Abadi Pendidikan yang dapat dipenuhi melalui realokasi dari
pos pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan.

Perkembangan pembiayaan investasi (neto) semester I dan prognosis semester II tahun 2023
disajikan dalam Tabel 3.5.3.

TABEL 3.5.3
REALISASI PEMBIAYAAN INVESTASI SEMESTER I, PROGNOSIS SEMESTER II DAN OUTLOOK
TAHUN 2023
(dalam triliun rupiah)
. Realisasi % thd Prognosis % thd
Uraian APBN Semester1 | APBN | SemesterIr | ApBN |Outlook 2023
A. INVESTASI KLASTER INFRASTRUKTUR (85,3) (22,0) (63,3) (85,3)
1. PMN kepada PT Hutama Karya (28,9) - - (28,9)) 100,0 (28,9)
2. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (1,5) - - (1,5)) 100,0 (1,5)]
3. PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (10,0) - - (10,0)| 100,0 (10,0)|
4. Investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) (25,4) (10,0) 39,4 (15,4)] 60,6 (25,4)
5. Investasi Pemerintah untuk Program Fasilitas Likuiditas (19,5) (12,0) 61,5 (7,5)) 38,5 (19,5)
Pembiayaan Perumahan (FLPP)
B. INVESTASI KLASTER PENDIDIKAN (20,0) (15,0) 100,0 (5,0)| - (20,0)
1. Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan(LPDP) (20,0) (15,0) 75,0 (5,0)] - (20,0)
C. INVESTASI KLASTER PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4,3) - - (4,3)] 100,0 (4,3)
1. Investasi kepada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (4,3) - - (4,3) 100,0 (4,3)
(BPDLH)/Pooling Fund Bencana
D. INVESTASI KLASTER PANGAN DAN LINGKUNGAN 4,8) (4,8) (4,8)
HIDUP
1. PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (2,6) (2,6)] (2,6)
2. Investasi kepada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (2,2) (2,2)] (2,2)]
BPDLH) untuk pengalihan Dana Reboisasi
E. INVESTASI KLASTER KERJA SAMA INTERNASIONAL (@3,5) (2,0) (1,4)| (3,5)]
1. Investasi kepada BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan (2,0)] (2,0)] 100,0 - - (2,0)]
Internasional (LDKPI)
2. Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB) (0,3) - - (0,2)) 100,0 (0,3)
3. Investasi kepada International Finance Corporation (IFC) (0,3)] - - (0,3)] 100,0 (0,3)]
4. Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (0,1)] - - (0,1)] 100,0 (0,1)
(IFAD)
5. Investasi kepada International Development Association (IDA) (0,3) - - (0,3)) 100,0 (0,3)
6. Investasi kepada International Bank for Reconstruction and (0,4)] - - (0,4) 100,0 (0,4)
Development (IBRD)
7. Investasi kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) (0,1)] - - (0,1)] 100,0 (0,1)
F. KLASTER LAINNYA (58,1) 0,0 0,0 (58,1 100,0 (58,1)
1. PMN kepada PT Len Industri (Persero) (2,2) (2,2) (2,2)
2. PMN kepada Perum LPPNPI/Airnav Indonesia (0,7) (0,7)] (0,7)
3. Pembiayaan Pendidikan (49,5) - (49,5) 100,0 (49,5)|
4. Cadangan Pembiayaan Investasi (5,7) (5,7)) (5,7)
G. PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI 0,0 5,6 17,0 22,6
1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) - 0,1 n.a. - n.a. 0,1
2. Pinjaman PEN Daerah 1,5 na. 1,5
3. Penerimaan IP Non-Permanen PEN - 4,0 n.a.| - n.a. 4,0
4. Rekonsiliasi Belanja Modal Lembaga Manajemen Aset Negara - - 17,0 n.a. 17,0|
(LMAN)
JUMLAH (176,0) (33,4) (120,0) (153,4)

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah dalam mendorong realisasi
pembiayaan investasi, antara lain: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan
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investasi kepada BUMN; dan (2) melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan untuk
investasi kepada organisasi/LKI/BUI.

3.5.2.3 Pemberian Pinjaman

Untuk memenuhi efektivitas pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda, Pemerintah
melakukan beberapa kebijakan, yaitu: (1) peningkatan tingkat kesiapan kegiatan yang akan
dibiayai oleh pinjaman; (2) peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan; serta (3) peningkatan mitigasi
risiko atas terjadinya tunggakan melalui penagihan dan monitoring pembayaran kembali
pinjaman. Dengan berbagai langkah tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan
realisasi pemberian pinjaman (neto) sebesar Rp4,0 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas
penyaluran pemberian pinjaman sebesar Rp2,4 triliun atau 229,3 persen dari pagu APBN
tahun 2023 sebesar Rp1,1 triliun, dan penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman
kepada BUMN/Pemda sebesar Rp6,5 triliun atau 101,8 persen dari pagu APBN tahun 2023
sebesar Rp6,4 triliun.

Proyeksi penyaluran pemberian pinjaman tersebut mencakup proyek-proyek pinjaman yang
terbagi atas proyek ketenagalistrikan, EBT, dan infrastruktur pelayanan umum, serta green
economy, terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim yang akan disalurkan
pada semester II tahun 2023. Selanjutnya, outlook penerimaan cicilan pemberian pinjaman
dipengaruhi oleh perbedaan/selisih nilai kurs yang digunakan dalam perhitungan.

3.5.2.4 Kewajiban Penjaminan

Anggaran kewajiban penjaminan tahun 2023 sebesar Rpo,3 triliun direncanakan akan
direalisasikan atau dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan pada semester
IT tahun 2023, dengan memperhatikan kondisi kas Pemerintah. Dengan pemindahbukuan
anggaran kewajiban penjaminan tersebut, pada akhir tahun 2023 dana cadangan penjaminan
diproyeksikan akan mencapai Rp12,2 triliun, dengan kondisi tidak ada dana yang terpakai
untuk pembayaran klaim penjaminan sepanjang semester II tahun 2023. Adapun dana
cadangan penjaminan tersebut terdiri atas rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
dengan saldo sebesar Rp11,8 triliun dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan
Infrastruktur Daerah dengan saldo sebesar Rpo,4 triliun.

3.5.2.5 Pembiayaan Lainnya

Prognosis realisasi pembiayaan lainnya pada semester II tahun 2023 diperkirakan sebesar
Rp229,5 triliun. Prognosis ini berasal dari penggunaan SAL sebesar Rp226,9 triliun pada
semester II yang antara lain digunakan untuk upaya Pemerintah mengurangi utang dari
penerbitan SBN. Terdapat juga penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil pengelolaan
aset sebesar Rpo,4 triliun dari hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan Bank Dalam
Likuidasi (BDL). Selain itu, penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,2 triliun yang berasal dari
Rekening Pembangunan Hutan akan digunakan untuk investasi kepada BLU BPDLH dalam
rangka pengalihan dana reboisasi. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2023, total
pembiayaan lainnya diperkirakan mencapai Rp229,7 triliun.

3-26 Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



Lampiran

Data
Reali
dan

Pokok
sasl APBN Semester |
Prognosis Semester ||

Tahu

N 20235




Data Pokok Realisasi APBN Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Lampiran

1‘G1L°633C 1°G1E LY0S°633g o g‘org 6V€g8'cL eAuure] ueedelquiod ‘A
(S‘0€€) 0‘001 (S‘0€€) - - (S‘0€€) ueutwe(uad ueqifema) ‘Al
9‘610°Y ceh g€‘o¢ce 6‘cE €681 L'yge S uewref(uld uetdquad IIT
(409€°€ST) 2‘89 (€‘656°611) 0‘61 (P‘Sot€€) (€656°G41) 1Se1SoAU] ueeAeIquidd  ‘II
0‘Sg¢€ 90F Yve 1188°6€¢ 6‘Cg 6‘€05 991 9°L1€°969 Sueyn ueefeiqund T
v‘get-ogt L‘QS €‘0€E1S¢ 9‘c3 1‘60°S€T Y161°8g6S uereSSuy ueeleiquidgd J
(85°2) (66°2) 10 8 gad dopvy.ay 9%
(¥get 9gt) g8‘90r1 (4¢8L49°8€9) (€‘S3) t‘oSe eSr (P1€1°86%) (4 - v) ueaeSSuy usgaq/snidang -q
(9°466°gY) c‘99T (SSrz-L1b) (6V€2) 6‘L12°89¢ (F“1SL:9ST) JowLI ueSuequIASd )
g‘vev-Seg 9‘9S 0‘99€'19Y VA 474 8‘890°19€ Ggri-big yerde( 9 IdJsuel], °II
Yebe-g6c e 9‘c9 vS9 9ot 1 L‘6E 0‘gg8S 168 6‘LSY9be e Jjesnd YyeluLowJ efuedg ‘I
€LLY*€3T° € 0‘19 t‘oco0°'gog 't o‘rt 8°999°SS3 1 €941°'190°€ vareSoN efuepqg ‘g
o‘oor*€¢ S‘1TL 9‘cS6°T 0‘9¢ Yilbr ‘6ot YeqIH UBBWILIdUSJ I
6‘008°S1S vgb 9‘999°€1T G‘g9 €vercot g8‘16€1tP Yefed uedng ereSoN UBBUWILIOUdJ ‘T
0‘g6g8°cL 1GL 6°'LLEEY ‘1S 1‘085°68 TIhLeLS [euoiseurslu] uesuegepiad yeled uejedepusd 'q
o‘oSt Svoe 61 9'V¥€:696 8vS t‘Sor9Lo°T S8t €96°1 11989N wrere( Yeled uejedepuad ‘e
o‘ghe-grre ‘oS Gzl croY LYS G‘Gzgo-Sor't L‘€TT 180T ueyelfediod ueewLIoUdJ T
6‘ghr'v€o'c g‘61 1°68€°93T'1 SLS 8‘6SL Lot G‘C19°gc9t'c L198oN wepeq uejedepusag ‘I
6‘gtc-LE€9'T 6‘6Y Lave-6get cLS S‘L0o6°Lob T 6‘vzo ot e vaeSoN uejedepusag ‘v
WMW_M [eurwoN WMHAUM [eurwoN
JoopmnQ Nddv uere.rn
I I91SoUIdS  191SoWIdS
sisougoag ISesIfeay

(yerdnu rerjrur)
€20% NNHVL II YALSAINAS SISONDOUd NV I YALSAIWAS NddV ISVSI TV

T THAV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



APBN Semester 1

isasi

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Data Pokok Real

Lampiran

6°‘gtz:LE9°T 661 Lave-6ge T TLS g‘Lo6 Lot x 6‘vzo €9t s yepumgpe
0‘o0r1'€¢ S‘13L 9‘cS6°c 0‘9¢ Lbr Y60t YeqIH UeRRWLIDUd] ‘I
Y6564 Ll 4 s‘Lgo b €9t 16V 8¢ Y‘910°€8 N9 uejedepudd ‘p
9‘€6% 181 g8‘st L‘g0S gY S‘€L 6066°cg 0‘00¢° €11 eAuure] JGNd 0
8‘CES 18 8°6L €‘291°6€ €98 G€LE e o‘oor°6t% ueyyesidi(q eaeSoN ueedeyo) Liep uejedepusd ‘q
G‘gete G‘gg LLETT 299 6‘ggT'T chire mung seued uejedepuad (p
0‘g29'1 a4 1°G8S°1 T 6‘ct 0‘005°€ ueueyLIod uejedepuad (0
L189°S 8‘v9 YEre€ [ 4 £€9€¢'e L791°G ueuenya) ueredepusad (q
SvL6°601 €‘Gg €€g8e'G¢ ‘et 2169°VL 1‘0€0°vS rIRQNIRY URD [RISUIN UeSURqUBLId] Ueledepus (e
L‘OTL 61T o‘t9 vori iy g‘oct €192°QL 0‘908't9 seSIJAl UON V(S UBBWILIdUS] (T
€‘oScLe L6y GGeb Lt 0‘ge 8‘veg 6 tc€0°S¢ wele sen) uejedepusd (q
116694 1'le ¥‘660°9c €cs L152°0S 0°LET'96 g YeAurjy uejedepuad (e
§‘109°€01 [t 33 6‘vcS-cy 8Gh 9‘9L0°09 Y691 1ET SeSINl V(S UeeuwILIdUS (T
1‘c1€°€3T ver €vi6vg 9‘0L 8LEE T YGL6°S61 VdS UBRWLIDUYJ ‘B
6‘008°S1S vgt 9‘999°€1T S‘g9 €ver-so€ g‘168 vt Nelfed ueyng ereSoN UBBWLIdUYJ 3
0‘bog 61 g1hr ‘egb b 139 6‘0gE'S L‘g13°01 Ieno)] eag ueledepusd (T
0‘v60°€S 809 8v68'8c 609 z‘661've G‘geS Ly Jnsepy eag uejedepuad (T
0‘g68°cL T‘SL 6°LLEEY ‘s ‘0TS 6T TrbleLS [euoisewIdu] ueSueSepasd Jeleqd uejedepusd *q
0‘06L°01 G‘QS 8980°S 9‘G9 z‘60L'S §669°'8 eAuure] yeled ueyedepusaq (S
o‘oreLge vov 1‘20€° 18T ‘€Y 6°£06°G01 g‘o6vtGhe eyn) ueedepusq (¥
0‘0L8'9T 1‘'08 L‘GL0"Se LS €Y6L 1 X850 £ ueungueg uep rung yeled ueyedepuad (€
o‘ov0 1EL ‘oS 6vLevLE o‘gh 1°GoL9S€ 9‘€S6°chL Wgudd uep Ndd ueredepusd (a
0‘068°LL6 (A4 i kdi4 LY9 9‘600°59S G439 EL8 seSruuoN ydd ueredepuad (q
0‘099°'1Z o‘0S 9‘0gl'0€ 999 t626°0F ibi19 seSIN ydd ueredepus (e
o‘otS-6v0'1 YLy 0‘509°¢ht 89 0‘6€6°509 9‘890°G€6 uepiseySua  eled uejedepusd (T
o‘ostStvos v6v 9‘Vv€:696 8vs P‘Sor'9Lo°t G‘cgPb €96°1 L1989 N wrepep yeled uejedepudd ‘e
o‘gte-grrs ‘oS G‘TTL TIOT LYS G‘6g9°Sor1'1 L‘€33°130°S ueyelfediod ueewILIdOUd] °T
6‘ghi'v¥€9°'c g6t 1‘68€'93TT'1 SLS 8‘6SL Lob x G‘C19°g9t s L1_SoN were(q uejedepuag ‘I
Nadv eUIuo Naav euruo
JoopnQ P % R P % mm NddVv uere.ap
I 191S9WdS I 191SQWIdS
sisouSoag ISesifeoy

(qerdna rerprur)
€302 NNHVL II YALSAINAS SISONDOId NVA I YJALSHINAS VIVOIN NVILVAVANAd ISVSTIVId

S 'THAV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



Data Pokok Realisasi APBN Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Lampiran

veve-g6ec 9‘c9 YvS9-9ot 1 L‘6E 0‘gg8S 168 6‘LSY9be T TVIOL
CLE6°LET ver €‘o0€9'vor €‘es S‘LOE ECT c‘GCo'1te TVISOS NVONNANITIAd| 1T
1‘080°€QT o‘gt 8‘cS9 CI11 L‘6T €L 69 0‘6g80°'t¢Ce NWIIAIANdd| ot
6‘Cro°1I o‘1S €‘169°S LLY vece ¢ L‘QOT 1T VIAVOYV| 60
GL1S € €98 9‘S00°'c (5 44 611G T L‘6SS € VILVSIMIUVd| 8O
C‘€el'T6 2‘9S o'vrevs L6€ 6°gLE°QE 2‘189°'96 NVIVHASDI| <40
0‘LE6GCE g8‘aL o‘v60°Cc zve o‘e€rgror C‘0cLl'1E NN SVLITISVA NVAd NVHVINQIAd| 90
8‘€60°Cr | LY9 c‘661°g 0‘Sg 9‘v6S v LYErér dNAIH NVONMIONIT NVONNANITIAd| S0
8‘600°€L9 | €‘aL €‘S1b-gSh 8‘ce Sv6S-vic 1‘931'¥€9 INONOMH| Vo
t‘cSotgr g8‘GS 6‘LYg 10T o‘St tY‘vozc g ¥‘L09 g1 NVNVIAVDI NVA NVIILIAIDI| €o
9‘Ssgo'tvr | o‘bg 6‘C16°SgQ g‘eh 9‘69.L°QS G608 vEr NVNVHVIIdd| <o
Yr61°138L G‘Lg €LGC g “iv 1‘vY€9°cls 6‘6L0°'t99 NN NVNVAVIdd| 710
Nddv eUIuIo Nddv eUIuo
qoonngo P % e P % e Ndadv ISONNA ON

II J191SoWdS
sisougoag

I 191SoWdS
ISesIeay

(qerdna reryrur)

€20 NNHVL II ¥ALSAIWAS SISONDOId Nvd
I THLSHINAS ISONNA LOYNANTIN LVSOd HVINIITHINAd VOCNVTHL ISVSTTVHA

€ TaaVL

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



Data Pokok Realisasi APBN Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Lampiran

Vebe g6 9‘c9 vvS9'9ot-1 L‘6E 0‘g8S 168 6‘LSY oY e [e1oL
L‘6EV-EEE c‘og g8‘€60°t9c ‘18 6°‘SY€-69 L‘1TE°6TE ure-ure] efuepg g
169191 ‘6t €‘688°3L Ll 4 8°6LS°CL 3‘SoS-gbr [eISOS uemuey ‘L
T‘TT 9‘QI1I 0‘cI o‘t ‘0 ‘ot yeqiy efueppg ‘9
¢‘cb0o'98 299 0‘LLT LS A3 2‘99/°gc 0‘135°98 1310Uy UON IpISqnS °II
805¢€-Gg1 g8‘qg 2I8T'QIT 91¢ 9‘GL0oL9 1°9L6°11T 131ouy IpIsqng 1
0‘66& 1L ]‘gS c‘gQeS-CLY 1‘ce g‘otg-G6 1‘L6V°g6%C mpisqns S
L1828°ST 9‘88 L‘og6'eTT zvg o‘t6ecI 0‘009'P1 LI93oN JenT Suel) ‘I
o‘6oc eIt 6‘gt GG goe LLY 9‘9L9'€0g 0‘008'9ct L1ogoN wrereq Sueyn) 1
g‘oCh-LEY c‘o¢ c‘Cot1ce 6‘glt 9‘L96°S1C o‘oot vt Suel) eSung uerelequag ‘b
1‘148°'QS¢T ‘V6 6‘6£g8°'961 L‘6T c‘1€0°'c9 0‘061°60%T [EePOIN elueeg °€
€‘991°Q1rP 814 L‘9€S-0LlT c‘6¢ 9‘6c9°Lb1 vv€6°9LE Sueaeq elfuepg ‘s
Y vSy-ced Yot v‘r9g-°Soc €18 0‘€6r°LsT v‘6€S et remedod efuepg -t

Nddv [eUTWION Nddv [eurwoN

PY1 % : PY %

joonno NAddV uere.ap)
II J91SoUWIdS I JI91SPWIdS
sisougoad ISesI[eoy

(yerdna rerqrun)

€20T NNHVL II YALSAINAS SISONDOId NvVd

I JHLSHIWAS SINAL LOANNHIA LVSd HVINTIAINAd VONVTHI ISVSTTVHY

VY TA49VL

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



APBN Semester 1

isasi

Data Pokok Real

Lampiran

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

€v9L9 6‘09 6GEec ¥ €9¢ ¥‘geSe 26596°9 uswL(euey uedunynq wersord S
0‘6 o‘gy % c‘ot 9V €6 [euoiseuIalu] uer(uelro uep WNYNH eLI9s Uele[nepa)] ueyesousd weisoid v
61ve 1‘89 G691 16T el 6‘ghe NI[qnd UeueAR[oq B1IAS LIDSAN Jen Ip INM uedunpur[ied ureidoid €
9‘€90°T 0‘0S 8‘ovS (A4 g8‘918 €v60°1 [eIa1e[INIA Bures el1o) Suepiq 1p eisouopu] ueurdwiiuada)] uep ueldd weidold g
899¢€ LoL 8‘90g G‘og 0‘001 VLLE [euoiseuIalu] eures el1a) uep sewo[diq weisoid T
LSt g ‘09 G‘€33'S °LE 1‘S33°¢ 0‘689°Q NINAND F10
¥‘096°1 ves YL66 9‘0S 0‘696 €€06'1 usuwefeuey uedunyng weidoid v
1161 1‘GT 8‘6cT 6‘rg €791 0‘L6T WNuI() URYBIULIOUISJ Uep YNI[0d UeeUIquad Wweidoid ¢
£Q1S 8‘GS £c63 z‘Ch 6‘Gce G6aS uenpnpuada)] e[o[e)] BIR], Weidold T
8‘90L Vobr €es €19 P‘egr GLSE BS9(J UBp YeIde( UBYBRIULIOWIJ Selisedey ueeurquiod weisold T
9‘9LE € 819 o‘Ehg't vrs 9‘€ES 1 €186°c NSO VANANTI 010
€6LE T 69 ‘628 *a a4 665 €98C'1 uawe(euey uedumnq weidoid g
c‘98L'T 0‘G6 G611 [aia4 8999 g‘€get udpIsald [{eM Uep uapisaid epeday ueuede] ueered3us[olusd ureidoid 1
9‘S91°¢ G‘gL 6‘gto'c g‘ch L9111 L‘609'T OANILAS NI £00
1°901°C1 LSS SoLY L o‘ch 9‘629°'S g6 uawe(euey uedumng weidoid g
‘899 989 G‘69¥ 1‘62 0661 ‘Y89 wnyny ueueAe[od uep ueyeSousd weisold T
SVLLCT ¥9S 6‘St6°L eab 9‘ge8'S (9‘960°PI1 T NVVSIVIT 900
L6SQ°11 {18 8vSc9 Yob 6¢09'S 9‘180°2I uawe(euey uedunmyng weidoid g
9191 6gY 9‘08 (44 118 9‘v91 wnyny ueueAe[od uep ueyeSousd weisold T
€‘130'c1 L9S $¢C€¢9 ot 6‘689°S s‘gvs a1 VIA So0
9‘Gtog 618 61v¢ ‘oY L60¢ 8899 uawe(euey uedumnq weidoid g
gorrvy €89 8‘192'c 8‘GS 9‘gvg8'T L918°€ e1e3oN ueduena) ueesyLOwaJ wreidoid T
1984V 9‘S9 L‘€09°T F4 441 L4184 G‘0L6°€ dd Yoo
9‘c8L'T 9SS zv9S1 ger £‘QIT'T Sv1g'c uawe(euey uedumnq weidoid g
0cEe’¢ o‘LY 8°LESGT 818 c‘v69'1 0692°¢ uedey3us[a)] 1e[v uep jue[sido] edequio] ueere33uspAusd weisold T
9‘vr0°9 o‘1S ‘cor€ 6LV G‘c16°T G‘€g0°9 Add oo
t‘9Sc ]‘QS 9‘gST €9¢ 6°L6 669c uawe(euey uedunynq werdold g
L‘619 6‘CS L75¢ (1% 0‘89c c‘cS9 uedey3us[a)] 1e[V uep jue[sido] edequio] ueere33uspAusd weidold T
1‘9L8 €68 s‘orS L‘6€ 869¢€ 1‘G36 AdN 100
Nddv eUImo Ndadv euruo
joonno P | TR | pwige | TR Nddv WVIO0Ud - I/
II 191S9WdS I I91SoUIRS
sisouSoag ISeSI[eay

(qerdni reyrur)
(I) €202 NOHV.L II ¥A.LSAWES SISONHDOYd NVA
I YALSHNAS VOVIWTT/VIVOIN NVIYALNTNTY VINVTAL ISVSITVAY
S TAGV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



TR
~
SHRe)
mo_
=
5 2
n '3
NT
S
A
<5
~ W
%e
25
S N
9 .9
T2
s
= D
S ©
=&
£ 5
QS

Lampiran

€661 g‘gv G‘6cL 18844 LS99 G‘orS1 usurefeuey ueSunynq weidoig €
¥‘809c 6661 6°6LET 8‘g1 G‘gee 9‘v1eT snpuy Sureg eAeq uep yequie], refiN weidoid
€Ggl 0°‘L9 L'6gE 9‘1¢ 9GSt 6‘16% ISBYOA UBYLIB[9J Uep UeYIpIpuad weidold T
6‘ggt v 6‘g9ort 1‘6EV°€ 9‘ce g‘6tox 0‘Lre € NIIAINANDI 610
6‘Got ¥ L4 1‘€0S°c 1‘ch 8‘C06°T 6G1Gv uswefeuey ueSunynq weidoid v
66008 6L £€695°9 (A 9‘obbt o‘vee-g selenyIog ueSued ISWNSUOY UEP ‘SasyV ‘UeeIpasiola) weidold &
6‘6TL1 864 LoSt1 PG c6LT 6‘918°'T snpuy Sureg eAe uep yequie], re[iN weidoid
v‘eeg €gL v‘grs S'Ly ovIE 8199 IS0 UBYLIB[9J Uep UeYIpIpuad weidoid T
0‘gL6 1 ‘3L Srvocrr L‘Sg 9‘9€6°¢ L‘QTE ST NVINANDI 810
1‘o01°2L 6‘grI c189°6% L€S 6‘g1ice 9‘€gL T uow(euey uedumnq werdord §
vi6t €og 6°LST T'LT 9‘€E 9‘961 &St ueyeliqoy weisold ¥
1‘0le 899 ‘88T 1‘6c 08 S‘r18e OYISTY uep ‘eIe3oN UeeARYSY ‘UBRIRYEPUS(IoJ UeR[O[@SUsd WeISold €
€vLoe ¥S9 1‘186°T L‘Ge €€GL 1°9€6°C eIe3oN UBBWILISUSJ UBB[O[9SUsd Wweidold &
91T G‘orr ‘1€ G‘6¢ G‘ot L‘9g e1e3oN efuepg uee[opPsusd weidoid T
9‘LLT SL 6‘vrr €6L6°1S [S0S €‘g6c € (S‘bvee Sh AMINANDI STO
z‘6v9'€Cr LS 8‘QLg L 6tv YoLLS VQLLCT uswe(eue uedunyng weidoid v
WA g‘es L6 o'y ‘g ‘T JNVH uexeSausd uep uenfewsd weidord €
9‘61LY 619 g‘gho'c TLE sl L€9L Y wmny ueueie[od uep ueyedausd weidoid ¢
8‘9¢ VLS €1e 91t GGr 1'LE 1Se[N3aY ueYNuequIag wersord 1
P€st-gr Pg< 1‘gSg'0o1 |L‘OF €G9S L €665 g1 IWNVHINDINANDI €10
8686°C oLy |186'T 9Ly 0‘g00°T 6613V INLL seSnJ, ueeuesye[od weioid 2
eveg-SL got 0‘So1'9¢ 01§ 763L6€ L‘906°LL usuwe(eue A ueSumnq werdoid 9
9‘€6S 6L o‘gt 868 9‘SHS 6°L09 ueueyelSd 133UL], UBYIPIPUSJ Uep ‘Lisnpu] ‘1osry weidord §
LGYE 1‘QS 0‘L6T 6ct Lgbt 6‘g€¢C ueueyRlLdJ BAR( JoqUING UrRUIqUID WeIdold b
2‘G6€°19 ({0} £95¢°6¢€ 0‘1¢ 6‘g€0°a1 8°0L8°8C ueueyeled seidieg uep ‘eisIsin[y UON ‘eISISIN[y ISBSILIOPOJA weidold €
€S Q81 Sob 8‘LzT 69 LVe ueueyele Isensay uep ueyeliqey weidoid
9‘¥Soet 8¢9 o‘v9L L LYe 9‘062t [ WA A jun(erd ueelslyelosay uep sWISIRUOISJOI] WIeI30old T
9‘993thr 9‘€9 9‘g6P-cg |g‘eP 0°‘Q9L QS |L‘9E VEX NVHNAINT 310
NddVv
U % [euTwON WMW.M [euTwON
joopno FpS— [ 9150uIag NadV WVID0dd - 'T/)
sisoudoad ISesIfeoy

(qerdny yerru)

(2) €207 NQHV.L II ¥H.LSHWHS SISONDOYd NVd
1 MALSHWAS VOVINAT/VIVOAN NVIYALNANWAN VINVIIL ISVSITVAY

S THAV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



APBN Semester 1

isasi

Data Pokok Real

Lampiran

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

6VLeLE 808 G‘088'81 N4 ‘gge gt v6L1°LE uswL(euey ueSunynq ureidoid S
76€g°L 0‘0L €665°G 0‘ge 1T‘'obee 6°L66°L 133ur ], ueyipipuad weidold ¥
9‘cheL 0‘€s 9‘1vg8°€ egh 0‘105°¢ ggheL uele[epquod uep uerefesuad sejeny weidold €
Yeoebr o€ €L1E°S 09 1‘6V0°6 1065 v1 unyeJ, a1 1elepg qifepm uep qnvd weisold ¢
1°6LEC ¥¢GS 66681 6‘ct (AR A gocte eurederog uednpiya)] UeUBART UEP Jewl) UeUNYNISY Wweldold T
Y‘c61°0L G‘0S Svvs-ce |6V 6‘LYo e |o‘gttol OVNAINDI S0
L'OLL g €eS S‘os6'v 1884 c‘oeg€ L‘68T'6 uowe(euey uedunng weidoid 9
O‘LLS 8‘vg 0‘68S 8L o‘gy 9‘€g9 uejeyasa) ueunduequiad ueyeliqey weidoid S
L199°T 1G4 €St TLT z‘got 8‘c08'T IDjeAus ueifepus8usd uep ueyedsousd weidoid v
g‘oSt€ €49 L'ogbe 1'le 0066 €499°€ ISRYOA URULIB[eJ URp UBRYIPIPUSJ Wreidoid €
€6L0°1L 8‘LS 9‘€crob 9vt £‘696°0¢ 8Ght 69 NDIf uep uejeyasay ueuele[od werdold
LLETT 0‘egr 9IQT'T LQ 09§ 9‘Gh9 1eyeIeASeA UBIRYasa) weldold T
QLLLOG <‘6S 0‘66S'0S (€ct 8‘8L1'9€ | LGS Sg SIINAIND Y<o
1‘G¥L 61 8‘€g 6‘v99'01 8‘St 2‘080°6 €Ihg 61 uawe(euey uedunng weidoid 9
yerot Lel 1‘8L6c €Ge €vcot 0‘960°t ISBYOA UBYNR[9] URp URYIPIpUS] weiSold S
gvri€e 8‘89 9‘org1e 9‘9¢ 10911 TLYL1E 138ur, ueyIpipusad weisold ¥
o‘1eg8 b1 VLL cvSa 11 Svg 8995°€ Y SvSbr uele(epquod uep uerefesuad sejeny weidold €
8‘LSe'T €gL ‘oot 8‘61 9‘€Se Lg8TT ueeAepngay Uep eseyeq ueLelsa[od uep uenfeurad urerSold
o‘vzo'g g‘ot 1v59G°€ 2‘QS 6690°S G‘g0L'g unye], a1 1elepg qifep uep qnvd weidoid 1
0‘S06°18 6‘€9 1‘962°1S  |3‘QE 0‘609°'0¢ |0‘rTT 08 MALSTIANDIIANAINT €0
¥G68°6 ¥‘Gg 0°L09°S 0‘0S Y‘gget 8605'g uowe(euey uedunng weidoid £
G6€6'cc 9‘89 1vvE-S1 6C¢ 1G6S-L 9‘9LE'cT SEJAIROUOY Jnpnuselju] weidold
¥voSe 014 S‘olLt ¥‘6gc 6°CEL g6 e ISBYOA URUNR[9] UBP UBRYIPIpUS] Wei30ld T
€6€€°9€ 6°L9 Lvelege  |LLE 9‘Lr9'sr  |TIhb €E ANHNANDI SO
9‘GS¢c 6‘Gg 0°L6E1 [l 4 9‘g56 g‘grr'e uswe(euey ueSunyn( ureidorg S
1°L€e c‘oL tigr 91T LSS £‘gGc eIeqnieq Uep [eISUIN ueSuequielrad weidold b
G‘Gor'€ Yoot 8c99'c 6‘g1 9‘c0S G€S9'c ueyLISI[eSeUa}SY Uep 810Uy weidold €
L1Sh 8Lyt 6T vy 8‘g6 8‘g€c 130[005) URURAR[9J URD ISESIIN WRISoId T
§Glg LgY 0‘gzr 8LS 9‘6v1T LgSg ISBYOA UBYNR[9d Uep ueyIpipuad weidold T
vsgt9 vSg 1‘ogsl vy 61¢ L Te VA o 8°L3S S NASA NAINTI 050
NddVv
P % [eurwoN WMWM [BUTWON
jyoopno Nddv INVID0AUd - T/

II 191SoUIdS
sisouSoag

I 191SoUIdS
ISesIeay

(yqerdns reyrur)

(£) €207 NNHV.L II ¥9.LSTNHS SISONOOYd Nvd
1 YALSHNAS VOVIWAT/ VEVOIAN NVIAINANT VINVTA ISVSITVAd

S THddV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



TR
~
SHRe)
mo_
=
5 2
g
NT
S
A
<5
.~
%e
25
S
9 .9
TE
s
= D
S ©
=&
S e
SIS
QS

Lampiran

8‘LLY g8‘€g 96 g‘éy Y1g 1641 uswafeue]y uedunyng weisold g
cobt 1‘19 €98 c‘g€ 6‘€S v ueyeliqoy] ueeuesye[od ISeurpiooy ureidoid T
1‘QIE 0°LS L‘eQT s‘sh €Cer v‘oce NWVINHTOd "dId OJINAINTI Y€o
YSyLL 68 TLgEY ver 2‘gS¢E € QL16°L uowdeury ueSumynq weidoid S
6vQ€°LE ‘g8 o‘gerle £€e 0‘6Szc ot €48L'0€ UBWIR[NULISJ UBSEMEY UBp UeyRWINId Weldold b
6184%9 9‘CIr G‘€0E-€S Sve gLy I‘iv6°9¥ SBIIAIR{oUOY Inpjnaseu] weidold €
0°LSL €Y 1°LL 6‘got o€ 6€€ 1‘gvE-€r G‘Leh6€ Iy eAe( Joquing Ueueye}d) weidold g
6‘obt Lel Yot €Ge ¥‘9€ L'€Y ISBYOA UBLIB[9J UEp UeYIpIpusd weidoid T
c‘org8-€S1 1‘c6 0‘0€E-S1T (40€ c‘oglb gE |S‘Lre-Ser Vidd Nd NAINTI €€0
0‘119°¢ 199 0‘Gh1'g L6 0‘gotb1 L€69°C uowfeuey uedumyng wesdord §
LS1vg 6GL 1°GL8'T 61 L‘o¥S 0‘live uejne[ey Uep ueueyLad uee[o[a8usd weidold v
868 VL 0‘g9 L€T L1g 816 dnpry ueSuny3ury seyureny weisold €
L6LT 1Tl Gzt L‘Ge (A4 6°€g1 snpuj Sureg eAe( uep yequie], refiN weidoid
003 €v9 €ore G‘ee L‘601 €L ISBYOA UBLIB[9J UEp UBYIpIpUsd Wwerdoid T
2‘919°9 G‘Sog 6‘oCt v €c€ €‘Sgr'e YAVE VAL DI s€o
6ot ¢ ‘98 29981 Sob LQEST L60%°€ uaweleuey ueSunyng wesdoid S
g8‘GLg'c L8 8°066°T ‘g8 0‘Gg9 o‘ggte uenfuepEytog ueiny uee[opsusd weidord v
0‘CI0'T g€cor 2288 1‘S1 6621 9298 dnpry ue3uny3ury seyeny weidold €
€61 ‘6L o‘LET g8‘0€ c‘99 Gegr WIP{] URYR(NISJ URD RURBIUAY UBRURYRIDY WRISOI] T
c‘Get 9‘c8 g‘o01 c‘ge Gve 0‘cer ISBYOA URULIR[oJ URD URNIPIPUS] WreiSord T
c‘rehL 0‘cL 6‘9L6°V YGe Ll 74 7 4t 8‘c16°9 MHT NANDI 650
6‘cor't QS 1299 S‘ov 615 6GIT'T uowa(eue]y uedumyng weisold g
168394 9‘6Y Y‘0ce 8¢ g6t L210°8E L€90°LL [e1sos ueSunpurped weldold T
O‘LEE LL L6V C¢clg'8€ |T6V Sbot g€ |9°6L1°QL SOSNANT 4LT0
gcoT'T PGS 1889 9‘ot z‘v0oS 1‘cve 1 uowR(eur]y uedumyng weisold €
€cet1 L€8 9‘eSTT gct L691 GLLE T uee(1oyedeusld) ueeuiquied werdold g
c91¢'c c6L €716°'T 891 6‘vYot 1‘€iv'e ISBYOA URULIR[od URD UBIPIpPUS] Wreidold T
g‘otgv o‘vL 1‘cCGL € 748 £4 8‘8L0°T g8‘c€o-¢ ADIVN NAINT 9S50
Nddv
U % [BUTWION WMH,M [RUTWION
yoopno p—— [ 1915019 NadV WVID0Ud - T/
sisougoaq ISesI[edy

(v) €20z NQHV.L I1 Y¥ALSAWAS SISONDOUd NVd

(yerdns rerur)

I YALSHWHS VOVIINAT/VIVOAN NVIYALNANWD VINVTAL ISVSITVAY

S THAV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



APBN Semester 1

isasi

Data Pokok Real

Lampiran

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

o‘ch ‘09 6‘Ge L6S LT o‘ch uswfeuey uRSUNYN Weidold
S‘ot §e§ §G YLy 0‘G S‘ort [UOISEN UBURYR]ISY [391e1S URp ueye(iqe)] werdold T

Ggs L‘QS Y€ [ 3184 1‘cT 9‘€S SVNV.INVM TS0
LGob 0‘09 vvbve 968 €191 L0V uswR(euey ueSunynq wreidold
Y‘g1g g‘og8 9‘SLt ]‘g1 g‘ob c‘lig eIe39N IpUeS UBp I9(IS URURYE}DY UBD UBURWIEIY Ureidoid T

1‘cT9 €‘Lg o‘oct v‘ce 1‘c0T vve9 NSS4 1€0
L7041 €79 1‘gv0o°1 €8¢ 9‘€S9 9‘Q0L'T uswa(euey ueSunng wreidold
Yovo-a1 L6 cribg 1‘sh 2‘G€9°¢ 96€9°'g eIeSoN ueuewed) uedueeSSua uep ‘ueueweSUdJ ‘URYIPI[PAUS] ureidoid T

s‘ghL-€r 16 ‘6516 L4874 g8‘sgs'v | 1‘gr€-or NIg oSo
o‘Lig cLy g€ot 0‘gS LGTT 6‘g1c uowfeuey ueSunng ureidoid
‘89 9‘LS 9‘6¢ iy 9‘gc 889 NSV ©[o[o)] BIe], Uep ‘Isojold UeeUIqUIdJ ‘Ueyeliqa)] weidold I

3‘SgT L6V 6‘chr S‘ot €sbr LL8T 99 NVd NIIWI 8V o
1‘0LT 6°LS 66 ¢y Lol 9°TLT uswfeuey ueSunng ureidoid
g‘qrr goL 128 6‘gc L€E 8911 yeuy uep uendwaiad UueSUNPUILId] ‘I9PUSL) URRILIDSIY WeI30Ild T

6‘Sgc 6‘c9 S8t 3‘9¢ vvor ¥‘ggc Vd dd NI Yo
YEVE 118 2981 cey cLST cv9€ uow(euey ueSunn( ureidoid
L‘€86 6°6L Y€EQ Y1 €‘oSt g€cvo1 1se1adoy] uep ‘YeSuUsUaA [199)] ‘OINIIA BYES[) ‘UBBYBSNRIIMIY WelSold T

1381 L A A 9‘610°1 81T G‘Lo€ GLobx DI NI Yo
6‘gLT ‘g8 GGot 9‘o YEL L0gT uawd(euey uedumng wreidold ¢
0‘6L 199 Le§ 6cE €‘9e L6L NINNg uesemeSuag uep ueSuequadusd weidoid 1
8‘LSe 8‘09 c‘gSt €‘ge 9‘66 Y‘o9c NINNG NAINT o
gobot ¥‘gS 6419 66¢ vcet 28501 uauwd(euey uedumng weiSord €
Geret L9 6068 0‘1¢ 9‘c8¢ vveet Jeony [WOUOYH uep ueejesmLiedoy weldold ¢
t‘oLot €eL G‘Q6L 0‘Sg 8‘1L3T 88801 ISBYOA URULR[oJ URP URNIPIPUS WeIS0o1d T
1‘vee€ S‘99 €Lvee 8‘1€ 8°9L0°1 €18¢€°€ AVIITAVAVI/AVIDITAVANAINTI oY o
|TLT z‘69 866 Ly 0‘cl G‘got uswR(euey uRSUNYN WreIdold
8‘QL SVL G‘6S cve got 96L ueyeliqoy ueeuesye[od ISBUIPIOOY ureidoid T
G‘oSc z‘v9 <‘6ST 8‘9¢ €16 1‘gbec MIAd ‘dIgd OMINAINDI 9€0
0‘g0¢ 695 TLLT 1‘ch 0181 o‘11E uswafeuey ueSunnq ureidoid
0‘0g3g €G9 o‘Sh1 g€t 0‘GL 1‘cee ueye(iqo) ueeURSYR[9J ISRUIPIOOY] WeISold T
0‘gcS t‘o9 0‘szE 9‘g€ 0‘903% O‘€ES NVINONOMAIAJ "AId OINAWD S€0

Ndadv N4
P % [eUTWION vfm.M [eurwoN
jyoono NadVv NVIDO0Ud - 1/

11 J191SoWIdS
sisougoag

1 JI9)SoWIdS

Isesi[eay

(yerdns rerprun)

(S) €207 NAHV.L II ¥ALSHNAS SISONDO¥d NvAd
I YALSHNAS VOVIINAT/VIVOIN NVINZLNAWTY VINVIZL ISVSITVEY

S THAV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



APBN Semester 1

isasi

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Data Pokok Real

Lampiran

8vg¢ ‘09 8‘GEe 6°LE o‘ebt 9‘c6¢ uawe(euey uBSUNYNQ Weisold
G489 8‘8L 9‘cSS z‘61 0‘Ger 9‘10L [BPOIN UBWRURUS] WeISold T
€clo ‘sl t‘ggL 6‘Sg 6‘€8c z‘v60°1 NDIA S90
T°LET cvs 3‘SL 9'v 619 ]‘geT uowe(euey uBSUNYN Weisold
S‘ov ¥‘gS €6t €‘ob c‘oc c‘oS [eUOISEN URURTRIDY URBUIqUIDJ WeISold T
9‘98T €68 S‘vor s‘er 1‘c8 0‘6gT1 SVNVHINA'T Y90
6‘002°1T 0‘€S g‘ovg gob ‘099 6‘g03'T uaw(euey uBSUNYNQ Weisold g
‘0001 6‘09 6‘c19 G‘ge GLQE 1°400°T UBUBYEIN UBp JeqQ Uesemeduad weidold T
€‘103°T 9‘9S L‘€ST T g‘ch 9‘Lt6 6°S1T'T NOdd €90
LY00°61 €08 L€e9've g6t 0‘18¢te 86L6'gY uowe(euey ueSunynq weidold S
9‘€1e 61 €99 c'vvgror Ser ¥‘69¢'g o‘6ve 61 JeRIRASRIAl UR(IIO19) URP UBURUIRDY UBRIRYI[PWSJ weidold ¥
1263°9¢ €S 6°651°g1 918 c‘cE] LT QLSS ¥E LI[0J BURIESRI] BPURIRS URP SNS]BW[Y ISBSIUIOPOJN WeIS0old €
6c1c'S gy €S 6‘0S §189'c 6‘Goc'S BURPIJ YEPULL, UBYIPIAUSJ UBp ueYIpI[pAusd weidold ¢
€‘GG6°'c o‘vs G‘929°'1 18744 8‘gce'1 6v10°€ LI[0d INCS duwsI[euoIsajold weidold T
9‘QL9°3IT €‘c8 HERBHH c‘6t ###a### | 1°€90°IIL TI'10d 090
6‘931'T 6‘gL c‘G88 Se 9‘the beert NI[qng ueueAe] uep 1eySurled Jepurls ‘Isusnyal] wniyedg ueejopdusd weidold S
VeLLLT te9 vLLoT Got 0‘004 ‘LTl uowe(euey ueSunynq weisord v
0°65¢ 9‘g8 6‘65c 8‘€E 166 c‘€6g NIqngd Isequnuwoy wersoid €
GGrg-€r 1‘88 gareer g‘ot zhoST 6186°C1 (ML1) ISeIUNWOY Uep ISEULIOJU] ISO[OUNS ], INPNIISLIJU] UBRIPIAUSJ WeIS01d ¢
€‘109°¢ ‘€8 gabre o‘br1 665¢€ 6°LLST (ML) ISeqIUNWo) Uep ISeuLIoju] I30[0UN9 ], UBleRJURWSJ WeISold T
1‘08S°61 9‘vg 1‘6L9'91 LYr 6‘Vo6°'c | c‘€ol61 OANIINOM NI 650
G‘€Ge 16 gt 16y Faaans 0‘gSe usums feuey ueSunyng weisold
0‘LSY L‘29 L16g G‘ée €Got 1‘Got 1sera)r] uep ueeyeisndiog weidold T
S‘ors 0‘09 o‘vey c‘gE S‘9Lg 0‘€cl TINd 480
Peely G‘gs 9‘649'c 6‘vv 6‘GS0°T TSP uswefeuey ueSunyng weisoid €
L‘geT o‘og tegr g‘oc Yot 6‘LgeT Sueny ueejeusq ueeIredduspAusd weidold
14¥9c 169 L'916°1 €9z €0€L €Ll UByRURLISJ URUBAR[DJ URD UBR[O[PSUS WeIS01d T
ST19°L 0‘€9 LéQLLY YLE G‘c€8'3 €€g88°L Nd49/ALV NHINEI 9S0
TE8L eas ‘gt 9ty 0‘Ste 1164 uowe(euey uBSUNYNQ Weisold
£9¢€8 SpL G809 6‘Lg g8‘Lag 3918 [euOISseN ueunguequoJ UBRRUBIUAID] WRIS0Id T
S619°'1 1‘Sg Lgvot 9‘SE 6°cLS €Lo9°t SVNAJIAVI/Ndd NAINT €S0
6CS1°€ g6t 9°L09°T 9Ly €GrG1 GLve € uowe(euey uBSUNYNQ Weisold
ot L‘€9 L6€0°€ Y€e L2681 YLl Y Y1IS1e]S ISPULIOJU] UBURAR[OJ URP UBBIPAAUSJ Wreldold T
YeSgLL 0‘gS vivo v 1‘6€ 0‘geT'€ 6‘gro‘g sdd vSo
NddVv
U % [eurwoN W«m——hHoM [euruwoN
jyoopno Ngdv VIO - T/

11 191SoUWRS
sisougoag

1 I91SWRS
ISesifeay

(yerdns yeyrur)

(9) €202 NAHV.L II ¥A.LSAWAS SISONOOYd NVA
1 YHLSHWAS VOVIIWHT/VIVOHAN NVIYLLNIWE VINVIFL ISVSITVAY

S TddV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023

10



APBN Semester 1

isasi

Data Pokok Real

Lampiran

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

|LET 998 9‘gL 9‘ch ralil 6‘gE1 uswR(eue uBSuMN(Q Weidold g
9‘Lg GEL 6Y9 LSe LeT €88 [euoIseN Isesipiepuels wreidold T
v‘Gece ‘€9 Gehr 0‘9€ 6‘rg g‘Lse NS4 vgo
1St o‘gb ‘18 6°6¢ €‘oL €91 usws(euey ueSunng weidoid
G‘g8c 966 LLET 0‘oc g8‘0S 0‘vSe [e1sedsoan) 1seurioju] ueeIe33uaeAusd weisord T
o‘otv V4 8‘Q1€ s‘gc S‘131 €oct 0I19g €80
€161 9‘6Y 866 143174 56 zC61 uswR(eue uBSUMN(Q Weidold g
QWISLIOIS ], UBBUBPUSJ
826 0‘G9 a9 o‘ve 9‘€E 886 uep (Nddl) Sueq) uenNOUaJ BUBPIJ YEPULL, UBSBIURIOQUIS UEp UB(ESo0usd weidold T
1‘68% 8‘vs 0091 [ 444 ‘63T 0‘c6T MILVdd 840
6‘0¢ec €c8 9‘gST 8‘Cc €aL z‘€o¢ uswR(euey ueSumnq weidold g
1181 g‘LoT G‘ozr cvs 9‘09 SIIT ISnTIsuoy ereyIod ueuedueusd urerdord 1
6‘rrt c‘L9 ‘64T 0‘cE 6‘cEr o‘Stv I I 440
1‘€86°1 c‘0S 2€10°1 1‘gh 6696 G‘groc usws(euey ueSunng weidoid
Y€Se g1 9‘QL 1°Gg6°01 0‘gS £89c°L 1696°C1 ISER{OW(] ISBPI[OSUOY S9s01J Weep N[iue ueere33useAusd 1
6‘9€3°'03 0°SL €‘g66° 1T | SIS 3‘g€s'8 6°L86°ST nddI 9Z0
1°462°1 1‘09 G659 ggb 9°LE9 {S1ET uswe(euey ueSumng weidold g
L'0L9T E€CL 6‘1vzT €Ge 8‘get 87691 BYISJoan) uep ‘1Sojorewipy ‘180[01091N weidoid T
8496°c ‘€9 S‘106°1 L4t ‘9901 9‘010°¢ OMING €0
LQL 9‘6Y gob VLY G‘g¢ 218 usws(euey ueSunng weidoid
6‘gc G‘9 tog G‘ge G‘g g6t JNVH uexeSouaq uep uenfewrad weisoid T
9‘LoT LYS L‘09 [ 4 4 oLy O‘TIIL INVH SVNINO VZo
1‘Give 1Ly 0‘9QT'T gt 16321 G‘915'¢ uswR(euey ueSumng weidold g
0‘699'T €18 8688 ('R TCLL 8cELT eueOUAIag eSIENY Uep ueynpnpuaday ‘eSrenay ueunduequiod weidoid T
1‘gLO¥ s‘st L‘SLO'T \ A 4 ¥‘c00°c t 44 4 NI 890
c‘c89 18 81LE 6t t‘ore g‘CcL usws(euey ueSunng weidoid g
9‘chre 165 LEYeT 1°GE 6‘g6L c‘€Leg ISRISIWISURL], UBD ‘UBBSIPI9] ‘UeSBle(Iod Ueseme)] ‘[eS3unia], yeror weidold T
8‘veg e LS GéCrlex 0°LE 3‘601°1 0°L66°3 SNVIL ‘Ldd ‘VSHd NAHINDI 290
Lgeb 1 6‘9S 8‘ceg vy 6609 ‘Yot 1 uswR(euey ueSunnq weidold g
0°L9E 9‘gS 8‘gTc L6E gght G6LE de[an ueiepalsd Uep UreUNFUR[RAUSJ URSRIURII(UID] UD UR(R30USJ WeIZ0ld T
8‘Cog't SLS S1S0°1 o‘tv S‘VSL LLEG T NNg 990
NddVv NddVv
P % [eUTUION P % [eurwoN
joopmno PETS—— [ 1orsotIog NIdV WVI90Ud - T/
sisougoag ISeSI[edy

(qerdng yepru)

(L) €207 NOHV.L II ¥ALSAWHS SISONDOYd NVA
[ YALSAWAS VOVIIWAT/VIVOAN NVIYALNAWD VINVTAL ISVSI TV

S THdV.L

11

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



APBN Semester 1

isasi

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Data Pokok Real

Lampiran

€999 Gg‘o9 0‘gEe 1°6¢ g€‘gre ges usw(euey uedunyng weidold g
L5209 LLy €882 0‘cs erre 0‘G09 uedeygua[oy 1e[y uep jue[siSo] eSequio ueereSSusoAusg werdold I
6°‘gSTIT 84 €929 8‘St 9‘cES v€or°1 add 6o
¥‘cog LYYy 9‘V6€ 0‘es g‘Lob 1288 usw(eue]y uedunyng weidold g
8G8¢€ GG 8°L63 gce 0‘g8 9‘V6¢ 1sdnioy] ereyIad UeYepuruad uep ueyesoousd weidold T
s‘gbar VS €69 [ 4 6¢GCS LQLB'T DI €60
G‘oct Yvs 6‘vLr c‘Sh GGhr 8‘12¢ uswR(euey uedunyng weidold €
0‘gSt €66 o‘bbr c6 o‘br ISt ueepnwoaday wreidoid
8166°1 8vs glert o‘ch 9‘v9g8 1°‘LS0°'C ueedeIrye[od) weidoid T
¢‘olts SLS s‘obbr S‘ot 1‘vso°t 1‘0€S°T VIOINANDI 60
L69€°1 G‘ag vovL o‘g¥ €‘0c9 g‘6re 1 usw(euey uedunyng weidold €
€‘Ggo 0°L6 o‘ogt g6c eSht 0‘G6Y L1980\ wee uesuedeplad weidoid g
€vge 8‘co G‘goc 1T 6°G11 Lley 11980 Jen ueSueSepiod weiold T
€‘6LET 6°‘S9 6‘LoT 1 8‘8€ v‘igg c‘sle'T HVANANDI 060
€T9C'1 *R %) o‘ehL 6‘ch 2619 Levr uawe(euey ueSumyng weisold ¢
LILY 1°L9 9‘GEE c'le 1°9€T1 6661 ueunguequiad uesemeduad werdoid T
o‘veg t G‘cG 9‘gLO°T 6‘gE P¢GCL 9‘Ct6°1 DIdd 680
1609 G9 8‘gs¢E 6vv €ote 8¢S uswfeuey uedunyng weidold g
G‘6S €‘o z‘o L66 €69 G‘69 NSV B[O[9)] BIB], UBp ‘Is9jJold ureuIquIad ‘ueyeliqay ureidoid T
9‘v99 0‘6S 0‘6S€ c‘oS 9‘So€ t‘go9 NDId 880
g‘goc 0°LS g‘Cet 0‘6€ LYg [a¥A 4 uswR(euey uedunyng weidold g
999 1L 661 a‘ve 891 ‘69 [euoiseN uedisiea)] ueere33us[pAusad weidold T
3‘Slg 9‘09 LGLY vce S‘ro1 9‘98¢c ANV 480
€Yoz 9‘gS 0°‘6ST Leb Pr 119g uswR(eur]y uedunyng weidold g
8‘c9 69 oty o‘cE 661 129 NSV ®[O[9)] BlR], UBD ‘IS9J0Id UBRUIqUIdJ ‘Ueye(iqo)] weidold T
3LTE 9‘09 6‘C61 9‘ot 3181 3‘€c¢ NV'1 980
9‘€6 6‘cS 8‘0S LYY g‘ch 0‘96 uawe(euey ueSumyng weidoid ¢
Lle 1L €1e Gce ¥‘9 ¥‘ge 13o[owy9, uep uenyepSusd NWIJ Iseaou] Uep josty werold T
vérer 0‘gS ‘Tl 9‘6¢ c‘6t vvex NALAIVI g0
Nddv
U % [euroN WMW.M [euruoN
jyoopno NddV INVID0Ud - T/

11 191SPuWdS
sisoudoag

I 191SoUdS
ISesI[ey

(qerdns reqrur)

(8) €20 NNHV.L II ¥ALSAWHS SISONDOYd NVA
I ¥ALSHWAS VOVIWAT/VIVOAN NVIUALNAWA VINVIAL ISVSI TV

S THAV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023

12



APBN Semester 1

isasi

Data Pokok Real

Lampiran

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

0‘Lo€ L‘e§ Gezot 69t 1424 2‘g0¢ uswseuey ueSunynq weidold
6ct 6L 0‘€E LY 601 ‘v uopIsal] [ M Uep usapisald epedsy ueuede] ueered3uspAus wreidold 1

6‘0S¢€ GGgS 9‘S61 vy €esr €‘cCe dWILLAS Pt
6cLt LS Yoot Sy Gecl 6vLL usws(euey ueSunynq weisold
G‘eSe SvS 9681 14744 g‘CrIr €‘9S¢c swisuola], ueSuendSueusd weidolrd T

i al'T44 LSS o‘ots ‘St o981 At 4 LANY €11
9‘888 0‘6L €99 Svg g€‘o1g ‘858 uowe(eue]y ueSunyng weisoid ¢
1‘€Ge1 0‘gL V€6 9‘Ge 9‘60€ 10131 s13o1eng ueseme) ueduequodusd weidold I

Labrg gL L1391 1‘Sg 0‘0gS 3‘890°c NV.LVY 9d dddIdd 1t
L10T 9‘cS g‘got 14514 G‘c6 g‘Gog uawafeuey ueSunyng ureidold @
61h 6GS 6‘Ce cch o‘gr gch ueseleqlod ueseme) uep e1eSoN YeAB[IA Sereq uee[o[aSusd weiSolrd T

LShs ‘€S 3‘cer (7474 [ 841 s‘ghe ddNg 11T
c‘voe LGS c‘gel £6¢g 0‘c8 £‘g0g uswseuey ueSunynq weidold
c‘6€ 6GL €o¢ 1‘cT 6‘g o‘ot NIqng ueuese[o ueere33usjoluad uesemeduad weidold 1

v€ve Y19 9‘cS1 9‘9€ 8‘06 €gre I NVINSANGINO OTT
G‘06 €09 8GY ‘6t LYYy ‘16 uauR(euey UuRSUNNQ WeIsold ¢
Y€e o‘vy L6 619 LgT 18 eyes() ueduresiod uesemeduod wrerdold 1

6‘C11 ‘6t GGG 9‘1S ‘gS T‘C1I NndddI gor
91vg 6189 g‘oty 6GY 8v6e c‘09g uowe(eue]y ueSunyng weisoid ¢
96001 269 6‘01L L‘ge 963 8LTo'1 BUBOUAY UBD UBeYe[209) eped ueSuo[0119d uep uelieousd weidoid 1

‘L¥g 1 €19 LLST Y S9¢ Y689 0‘gG88°T SVNIVSVY Ot
G‘grr 1‘GS Glg 91 01§ Gcer uswafeuey ueSunyng wreidold ¢
cGL LL9 9cs 1‘6T 9‘ce LLL [euoOIseN esep/3ueieq ueepesusd weidold T

L‘C€6T 0‘09 1‘03T 89¢ 9‘€L 3‘003T ddDI'T 901
1‘T10g o' 0‘c6 |18 1‘Q0T G‘goc uowe(euRy uLRSUNYNQ WeIdoid ¢
¥‘ger 1‘19 €18 Ge 1Ly 1‘CE1 IINd ueSunpur[ed uep uejedurous wreiSord 1

G‘63¢ o‘tS 153 7A S 18814 TGSt Lave IINedd Vor
L‘Go€ L'6S T‘061 €98 9‘S1T g1e uswseuey ueSumyng weidold
t€So'g €09 6‘cel 8‘Sae 90291 {‘LIL RUROUSY UBURYEIDY WRIS01] T

1‘6S€°'T ‘09 6‘cT9 9‘L9t c‘9EL T c‘9€o°t ddNd €or
9‘Ehr €29 €06 L'9€ €es oSt uawR(euey ueSunyng weisoid ¢
L€E €99 G‘ce LTE 7T o‘ve wnfey sejisaju] ueyeSousd weidoid 1

T LLY 0‘€9g g‘crIr 098 vv9 0°6L1 Td XX 001

Nddv
PO % [BUTWON WMW.M [BUTWION
jyoonng g — [ a9150UIag Nddv WVADO0A - T1/X
sisouSoag Isesifeay

(gqerdns reyrua)

(6) €202 NAHV.L II Y¥ALSHNAS SISONOSOYd NVA
1 ¥ALSAWAS VOVIIWAT/VIVOIN NVIYALNTWT VINVTAL ISVSITVIY

S THAV.L

13

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



APBN Semester 1

isasi

dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Data Pokok Real

Lampiran

o‘brr T‘QIT SvL 9‘€9 ‘ot 169 uswR(eue A uBSUNN(Q Weidold g
Y EVE 9‘gvL 0‘€o€ 866 Yot S‘ot seji[eny1og ueSued ISWNSUOY UBP ‘SISYy ‘UBRIPasIala)] weidoid T
o‘gst LV9e GLLE 8‘LL S‘og g‘€or SVNVdVd S3r
1°L16°€ 099 1‘0g€'C 9‘g¢€ 0°L6S°T vty usws(euey ueSunng weidoid
6Yere 0‘€g G‘Gog'1 Gt ¥‘6Se 9‘gtee 130[0Wyo ], Uep UBNYEIIFUSJ NUWI] ISBAOU] UBP 19STY WeI301d T
o‘gho-9 G‘Gg 9‘Sgrv 16T ‘9S8 1 0‘g8¢€'9 NIdd ver
tS9 T°LS €LE 6ct 1‘T ¥S9 uswR(eue A uBSUMNQ Weidold g
c‘gcc g‘Lot 9‘SLt jard 9cS 8‘cor wmyny ueueepd uep ueyedauad weidoid T
G‘€6c €€6 6‘c1T L4t S L‘og c‘g3T MSd1 €ar
€Ggr G‘98 O‘TIT 8LE EvL 961 usws(euey ueSunyng weidoid
6151 9‘9L gea1 |L 9‘ge 1191 B[ISBOURJ 130[09P] URRUIqUIDJ WRIS0IJ T
€LEE G‘Gg €ves 8‘gc o‘€or G‘LGE d1dd ssrt
Sv61 g‘oF 9‘G6 gl 686 Yoz uswR(eue A uBSuMNQ Wweidold g
veer 069 L‘88 [4°14 LEE 9‘gar ueye(iqa)] ueeUEBSYE[9J ISRUIPIOO)Y WeISold T
6‘g1€ geg £vgr 8‘6¢ Szer T‘€EE ISVLSHANI NVA NVINLLIVINE “dId OINAINHEDI 05T
€CLT L‘gS L‘got vob 9‘0L 8vLt usws(euey ueSunng weidoid g
BISOUOPU] ISYIPSLINK
9‘10L 968 L6LE Gy 6126 g‘LoL eAR[IM UBD BISSUOPU] URIIRISJ YRAR[IA TP UBJBUIR[SI) UBp URURWIEDY WeISoId T
6‘vLg LYS Yegt Svv G‘c6¢€ 9‘c88 VIANWVIVY 611
8‘G¢E €68 91T 1'6€ [ €9¢€ usws(euey ueSunng weidoid
L‘6T o‘v6 t‘ge 44 1 c‘o¢ s13o1eng ueseme)] ueduequoSusd weidold I
G‘Gg 1‘SL 6‘6Y Y€z 9‘St S99 DNVAYVS dd dd1dd 81*
o‘o¥6 G‘6S £6LS T°LE 8‘09¢ L€L6 uswR(eue Ay ueSunnq weidold g
8€89 S‘69 ¢l 1°Lg 9161 €904 Iqng uerelfuag weidoid 1
8‘€39°1 L‘€9 S1L0°T 8‘cE YcCS 61891 TIAL ddT 41T
LYSgQ 298 €0 €6¢ G1Ge LY68 usws(euey ueSunng weidoid g
‘991 YvL 9‘631 ‘12 89¢ [ A NIqnd uererfusd weisoid T
31301 368 6‘c€9 €9¢ €‘g8¢ 0‘690°1 T dd'1 91¢
6‘Cet1 0‘€s 1°GLL vy 8‘gt9 1‘6ob1 uswR(euey ueSunnq weidold g
9‘681°S oLy 8cioc €09 6‘9€g'c Lov9'S ISBI{OUId(] ISBPI[OSUOY] $9501J WB[ep N[l Ueereddus[osusad weidoid T
G‘€16°'9 egh 6‘Lah € ‘6% 9‘Sgt*€ | g‘Cor'L N ISVMVY S11
NddVv
P % [eUTWION WMW.M [eurwoN
joopno 11 10150119 [ 1orsotIog NddV WVID0dd - T/
sisougoag ISeSI[edy

(qerdns yepru)
(01) €20z NNHV.L I1 Y¥A.LSHWAS SISONDOdd NV
[ YHLSHWHS VOVEWAT/VIVOHAN NVIIHLNAWD VINVTAL ISVSITVAY
S THLV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023

14



Data Pokok Realisasi APBN Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Lampiran

9‘6gP+Ggo°T |8°‘99 8‘G63°899 |Lab g‘6gr-Liv |LPYPg000°T HVIINAL
9‘gcT - 1‘Ge - g‘e - s13o1e11§ ueseme) ueduequadusd weidold g
G161 - 6491 - 9‘€g - uawa(euey ueSumng weidold 1
1‘0%% - o‘gor - 1‘Le - NDII ¥lLI01Q 931
Nddv
P % [eUTwoN WMW.M [BUTWON
yoopmno g p— PESvT— NddV WVADO0Ud - T/X
sisouSoad ISBSI[ey

(qerdns serrw)
(ID €202 NQHV.L I1 Y¥4,LSHINES SISONOSOUd NVA
I YA LSTANGS VOVEINAT/VIVOAN NVIYALNTNTY VINVTIAL ISVSITVIY
S TAAV.L

15

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



Data Pokok Realisasi APBN Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Lampiran

RIBJUDUIOG [SLSI[EY :UBSURISIA)Y

g8‘veb-Ceg 9‘9S 0‘99¢°19Y LYy 8‘g890°t9¢ G‘gri-big HVINKNAOT°r

o‘ovg:L 0°‘€L o‘ovg S 0°‘Se 0‘000°T 0‘000°g eSS Jnuasuy 4
0‘0€6°69 ‘oS 0‘0S3 'S¢ s‘6t 0‘089°'v¢ 0‘000°'0%L eso(q eue(q ‘9
o‘osctx 0‘os o‘vgs o‘og 0‘9€r°1 o‘octx A'T'd ueeMawns)] eueq °S
€rvelr €€L c‘1€9°cr L‘9g 1‘019°% €abe Ll snsnyy rwouolQ eueq ‘v
T'601°C L€atT 6‘695'c 88t €665 G‘LLoT el epedoy yeqiyg
9‘€1L get kA7 £6€5°19 91§ evLirLy €62 0¢T NISUON VA °q
z‘ogo'gb S‘og 6‘910°CY S‘6 £€90°S Gceh €S SIMVA e
0‘€96°64L1 LLS 1‘9TI°LOT T‘68 6‘9€8°cL €LOLSQT snsnyy IseYo[y eueq ‘¢
0‘000°88¢ ‘g 0‘v09°061 g6t 096¢°L6T 0‘000°96¢ wmui() ISe)o[y eueq °s
9‘oto 191 S‘og 80€9°601 LLE g‘601 1S 6‘6S29¢€1 [IseH 1Seq eueq I

jqoonmo TS v— 11015008 NddVv uereda()
sisoudoag ISesIeay

(yerdnai rerjru)
€202 NNHVL II Y¥ALSAINAS SISONDOIYd NVA I ¥ALSHNAS HVIAVA I YAASNVIL ISVSTTVII

9 T44dV.L

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023

16



Data Pokok Realisasi APBN Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2023

Lampiran

v‘getogt g‘oS €‘0€e1SE veér 1‘g60°SET Y1S1°86S Jepumgpe
1‘S14°6T3 0‘€e L‘VoS-6Te o‘o €‘ore 6‘vE€g 3L eAuure] ueeleiquidd g
(¢‘0€%) (o‘0) (¢‘0€%) - - (¢‘0€%) ueurure(ua g ueqifemay ‘q
6‘19%°9 9‘0 YLSY Y €‘o S‘boo'c 0‘0S€'9 uewre(urg UBSNIOUdJ UR[IOL) URRWILIDUSJ 'S
(€ehbe) (€°0) (1'Leee) (o‘o) (e‘C1e) (2‘990°1) eAluure] uepeq/eSequo/epwad/NINNY epedoy ueuwrelurd 't
9‘610°'Vv €o €‘o€zc €o €68L°T LvgeS uewefuld ueLRqUR )
(0‘005°6t) (t2) (0‘005°6t%) - = (0‘005°6t) eAuure 1SelsoAu] ueefeiquiad ‘L
(o‘og¥61) (r'm) (o‘ogtL) (£7) (0‘000°2T) (o‘ogtr61) BIULIOWJ ISBISIAU] ‘9
9v6S°ce v'e 0‘000°LT 80 9'v65°S - ISB]SOAU] I[RqUISY URRWILIDUSJ S
(6€2S1) (z0) (6°€2S1) - - (6°63S°1) [euolseuwIaqu] Byes[) uepeq/DI1/1sestuediQ epedoy 1seisoau] b
(2676°€9) (LL) (2676°€9) - - (2676°€9) N'1g epeda)] 1seisoau] ‘¢
- 6¢ 0‘000°Lg (6¢) (00‘000°L3) - eluure] uepeq/esequo epeda)] ISeISoAU] ‘g
(e‘gt8'sP) (9°9) (s'gt8's¥) - - (e'gt8'sP) NINNF epeda) Iseisaau] ‘T
(4°09€°€ST) (3‘41) (€°6S6°611) (8v) (FCot-€%) (€6C6°SL1) ISe1S9AU] ueeieIiquIdg g
G‘8L9 V¢ ‘v 1°4€5°ge 6‘0 tibrg (o‘oLE:LY) (030N 11930N JenT uewrelurd °q
€99L'8 6‘0 €€6c9 Yo 0‘SLte S6vL (010N) 11930N ureeq uewefury e
g‘ott- el 0‘G t‘o€g e a1 ‘919'Q (9‘029°91) (019N) ueweluld ‘g
2‘8€6°29€ 6 g‘0S0'S0c L‘Te YL8g LST 2‘g€6°T1L (019N) eIe3oN BSIRYIag JRINg T
0‘ége-9ot vve 1‘188°6€3 6‘Cs 6‘€0S°'991 9‘L1€°'969 Suel) ueeleiqudg vy
WMW.M [eurwoN WM—M—M [eUurwoN
roonmo 11 191SoWIdS I 191SoUIdS Nadav uereaqn
sisougoag 1SesIfeay

(qerdnu rerrur)

€202 NNHV.L IT YJALSHINAS SISONDOUd NVA I YJALSHINAS NVIVOIONV NVVAVIIINAd ISVSITVII

4 TAdV.L

17

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023



	cover Lapsem 2023
	Pembatas Lapsem 2023
	Pembatas Lapsem 2023



